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DIREKSI PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO)

PT INDUSTRI TEI.EKOMUNIKAS INDONESIA

bahwa kegiatan Pengada n Barang dan/atau .lasa mempunyaiaMenimbang

Mengingat

peran penting dalam kegia
harus dilaksanakan denga
mengakomodasika

n Badan Usaha Milik Negara di mana
efektif, efisien dan taat asas serta

sip persaingan yang sehat,

sehingga diharapkan diperoleh suatu

uaian terhadap batasan kewenangan
rang dan/atau jasa yang ada sehingga

ukan secara lebih cepat, efektif, dan

r 34 Tahun 1 974 tentang Penyertaan
onesia Untuk Pendirian Perusahaan

Bidang lndustri Telekomunikasi
beberapa kali terakhir dengan

lik lndonesia Nomor 52 tahun 2002
egara Republik lndonesia ke dalam
ra lndonesia, PT PAL lndonesia,
rakatau Steel, PT Barata lndonesia,
lndustri Kereta Api, PT lndustri

np

b

terbuka/transparan dan ad
proses pengadaan yan tertib, terkendali dan dapat

a mencapai tujuan pendirian Badand i pertanggungjawabkan
Usaha Milik Negara;
bahwa sehubungan den dinamika bisnis yang memerlukan
respon yang cepat dalam
jadwal pelaksanaan proye

roses pengadaan dalam mendukung

, maka diperlukan suatu mekanisme
pengadaan yang dapat m gakomodasikan kebutuhan tersebut
dan disertai dengan pen

C

efisien tanpa menSesampr gkan ketaatan terhadap ketentuan
yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertim
maka dipandang perlu u

KN.006/2014 yang telah d

ngan pada huruf a. dan b. di atas,

tuk menetapkan penyesuaian atas

menjadi KN.00812O18 de
lakukan dua kali perubahan terakhir
gan sebuah Keputusan Direksi baru

tentang Pedoman Pengad n Barang dan/atau Jasa Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 1

Milik Negara (Lembaran N
Tahun 2003 tentang Badan Usaha

ra Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 70, Tambahan Le baran Negara Republik lndonesia
Nomor 4297), dan Unda g-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas dan
tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003

tentang Badan Usaha Milik eSara;

dalam proses pengadaan b
pelaksanaannya dapat dila

tanggal 16 Agustus 200
Undang-undang Nomor 1

Peraturan Pemerintah Nom
Modal Negara Republik ln
Perseroan (Persero) di
sebagaimana telah diuba
Peratu ran Pemerintah Repu

tentang Penyertaan Modal
Modal Saham PT Dirgan
PT Pindad, PT Dahana, PT

1

2

PT Boma Bisma Indra,

: KN.1112020
:01
: 3 dari 57
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3

Perusahaan Perseroan

Strategis;

(Persero) PT Bahana Pakarya lndustri

Anggaran Dasar PT INT
Akta Notaris Pengganti

(Persero) sebagaimana tertuang dalam
arda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor:

322 tangeal 30 Desem r 1974 dan telah mendapat pengesahan
dari Menteri Kehak
Y.A.5l273l1O tanggal 1

pada Tambahan Berita

an Republik lndonesia Nomor:
Agustus 1975, dan telah diumumkan
egara Republik lndonesia Nomor: 97
5, sebagaimana telah diubah beberapa
ta Notaris Muhammad Hanafi, S. H

bruari 201 7 dan telah diberitahukan
dan Hak Asasi Manusia Republik

dimaksud dalam Surat Kementerian
Manusia Republik lndonesia Nomor:
tanggal 7 Maret 2O17 ;

tanggal 1 5 Desember 'l 9
kali terakhir dengan A
Nomor: 34 tanggal 28

an Usaha Milik Negara selaku Rapat

kepada Menteri Huku
lndonesia sebagaimana
Hukum dan Hak fuasi
AHU-AH.01.03-01 1416

Umum Pemegang Sa

PT lndustri Teleko

Pengangkatan Anggota-
(Persero) PT lndustri
Keputusan Menteri Bad

Umum Pemegang Sah

dan Pengangkatan An
(Persero) PT lndustri
Keputusan Menteri Bad

Umum Pemegang Sah

PT lndustri Telekomuni
Menteri Badan Usaha

m Perusahaan Perseroan (Persero)

unikasi lndonesia Nomor: SK-

ggota Direksi Perusahaan Perseroan

elekomunikasi lndonesia .Jo. Surat
Usaha Milik Negara selaku Rapat

m Perusahaan Perseroan (Persero)

ta Direksi Perusahaan Perseroan

elekomunikasi lndonesia Jo. Surat
n Usaha Milik Negara selaku Rapat

m Perusahaan Perseroan (Persero)

si lndonesia Jo. Surat Keputusan
ilik Negara selaku Rapat Umum

ersero) PT lndustri Telekomunikasi

292|MBUl12l2O17 tan I 28 Desember 201 7 tentang
Pemberhentian, Perub han Nomenklatur Jabatan, dan

PT lndustri Teleko unikasi lndonesia Nomor: SK-

161|MBUlO7l2O19 tan I 24 luli 2019 tentang Pemberhentian

PT lndustri Tele unikasi lndonesia Nomor: SK-

213|MBU11ol2o19 ta I 04 Oktober 2019 tentang
Pemberhentian Direktur tama Perusahaan Perseroan (Persero)

Pemegang Saham Per aan Perseroan (Persero) PT lndustri
Telekomunikasi lndon ia Nomor: SK-2231MBU11O12O19

tanggal 1 7 Oktober 201 9

Perusahaan Perseroan (

lndonesia.

ntang Pengangkatan Direktur Utama

4. Surat Keputusan Menteri
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Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Badan
Nomor PER-08/MBU/1
Pelaksanaan Pengadaan

saha Milik Negara Republik lndonesia
019 tentang Pedoman Umum

arang dan Jasa Badan Usaha Milik
Negara, tanggal 12 Desem r 2019;
Surat Keputusan Direksi mor: KN.016/2019 tentang Struktur
Organisasi Perusahaan Tan I 19 Desember 201 9.

MEMUTUS

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKSI TEN C PEDOMAN PENGADAAN
BARANG DAN/ATAU -IASA PER SAHAAN

BAB I

UMUM

Pasal 1

Pengertian Umu

Di dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

Alat olah data (AOD) adalah perangkat komputer an seluruh perangkat yang termasuk
dalam .jaringan komputer yang digunakan di Perusa aan;

2

1

3. Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut nak Perusahaan adalah perusahaan
yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUM yang bersangkutan atau perusahaan

2. Alat Tulis Kantor (ATK) adalah semua alat tulis ka

yang digunakan untuk menunjang kelancaran aktivi

yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BU

dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUM

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maup
tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipa
oleh pengguna barang;

5. Barang dan/atau Jasa lnvestasi adalah peralatan da
bangunan, pengembangan, operasional produ

tor kecuali hasil cetakan/penjilidan,
Perusahaan;

N lain atau perusahaan patungan
lebih dari 50%;

n tidak berwujud, bergerak maupun
i, dipergunakan atau dimanfaatkan

atau Jasa yang dipakai untuk utilitas
i, instalasi, test & commissioning,

I secara langsung digunakan untukpemeliharaan, aset yang disewakan atau aset ya
menghasilkan penjualan;
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6 Barang dan/atau Jasa Non-Niaga adalah Barang d n/atau Jasa yang tujuan pengadaannya
untuk operasional Perusahaan, untuk digunak n atau dipakai habis dalam aktivitas

sahaan, kecuali Barang dan/atau Jasa
ang secara langsung digunakan untuk

Barang dan/atau Jasa Niaga adalah Barang dan/a u Jasa yang tujuan pengadaannya tidak
untuk dimiliki oleh Perusahaan secara terus me rus, melainkan untuk digunakan atau
dipakai habis dalam proses produlai untuk dijual
ditujukan untuk disewakan atau yang secara la
penjualan;

an Barang dan/atau Jasa lnvestasi yang
gsung digunakan untuk menghasilkan

8. Berita Acara Progress Pekerjaan (BAPP) adalah d kumen yang digunakan sebagai bukti
penerimaan kemajuan pekerjaan iasa yang di rbitkan oleh unit yang melaksanakan
proyek atau fungsi lain yang dituniuk dan ditanda ngani bersama dengan Mitra,lr'endor,

Acceptance (SA) atas penyelesaianyang digunakan sebagai dasar penerbitan Servi
sebagian/tahapan pekerjaan oleh Mitra/y'endor;

9. Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) atau ds Recerpt (CR) adalah dokumen yang
digunakan sebagai bukti penerimaan Barang
menangani fungsi penerimaan Barang, atau fun

ng diterbitkan oleh unit kerja yang

yang ditunjuk, dan ditandatangani bersama den
i Material Manajemen atau fungsi lain
n Mitra/y'endor;

10. Berita Acara Penerimaan Jasa (BAPJ) atau Service ptance (SA) adalah dokumen yang
digunakan sebagai bukti penerimaan Jasa yang di rbitkan oleh unit kerja yang menangani

pen8adaan jasa alau fungsi lain yangfungsi penerimaan Jasa, atau fungsi pengendalia
ditunjuk, dan ditandatangani bersama dengan Mi aly'endor;

operasional Perusahaan atau dimiliki oleh Pe

investasi yang ditujukan untuk disewakan atau
menghasilkan peniualan ;

7

1 1 . Berita Acara Uji Terima (BAUT) adalah d
pemeriksaan/pengujian fungsi hasil pekerjaan
Mitray'y'endor, yang diterbitkan dan ditandatangan
atau fungsi lain yang ditun.iuk dan ditandatangani

kumen berupa laporan atas hasil

secara sistem yang diterima dari
oleh Unit Pemakai atau fungsi Operasi

rsama Mitra/y'endor;

12. Business Critical Asset (BC,{t adalah Barang da u Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja
utama Perusahaan dan tidak dapat ditunda keber daannya, antara lain:

yang harus segera dipenuhi daria. untuk memenuhi jadwal proyelTpekerjaa
pelanggan/kastemer baik yang bersifat in maupun bukan, dimana proses

pengadaannya tidak mungkin dilaksanakan d ngan cara pemilihan langsung dengan
mengundang minimal 3 (tiga) calon Mitra, ata

b. pengadaan Barang dan/atau Jasa dari MitraNe dor yang telah memberikan dukungan
pemenangan tender atau perolehan kontrak ri kastemer/pelanggan, atau;

c. pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Mitra/V ndor yang diminta oleh Kastemer.
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13. Dokumen Elektronik adalah setiap lnformasi El ktronik yang dibuat (create), diubah

ipahami oleh orang yang mampu

'14. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang di mpaikan oleh MitraNendor sebagai

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, an
yang memiliki makna atau arti atau dapat
memahaminya;

(change), disahkan/ditetapkan (re/ease), diteruska
dilihat (display) atau disimpan (saved) dalam b
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditam
atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak ter

/dikirimkan (send), d iterima (received),

ntuk analog digital, elektromagnetik,
ilkan, atau didengar melalui Komputer
tas pada tulisan, suara, gambar, peta,
ka, Kode Akses, simbol atau perforasi

yang berisi antara lain dokumen
is dan/atau Surat Penawaran Harga;

ralatan elektron ik yang dilaksanakan

tanggapan atas RFQ/SPPH/RKS dari Perusahaa
persyaratan adm i nistrasi, dokumen persyaratan te

15. E-Auction adalah proses penawaran harga melalui
secara real time;

16. E-procurement adalah proses pengadaan baran casa ksa d kaan pe a naann av v ka U n

secara elektronik yang berbasis web/internet de gan memanfaatkan fasilitas teknologi
komunikasi dan informasi dengan menggunakan odul berbasis web base;

17. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau Owner Es mate (OE) adalah perhitungan harga

Barang dan/atau .lasa yang dibuat oleh pejabat ya g berwenang berdasarkan data yang

dapat d ipertanggungjawabkan sehingga dapat dig
kewajaran harga penawaran;

nakan sebagai referensi untuk menilai

18. lnformasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
gan, foto, electronic data interchangeterbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, ranca

(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi y
leks, telecopy atau sejenisnya, huruf,
g telah diolah yang memiliki arti atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu memaha inya;

1 9. Jaminan Pengadaan adalah jaminan pada setiap p pengadaan dalam bentuk Caransi

Bank yang diterbitkan oleh Bank Umum ata u Surety Bond yang diterbitkan oleh
perusahaan asuransi yang terdaftar di Perusah , atau Corporate Cuarantee khusus

untuk perusahaan tertentu yang diatur lebih la

Pengadaan pada Keputusan ini;

jut dalam Pasal mengenai Jaminan

20. Jasa adalah keseluruhan bentuk pekerjaan atau kegiatan atau pemberian pelayanan

berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan huk
atau layanan tersedia untuk digunakan oleh Peru aan;

yang mengakibatkan suatu produk
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21. Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak Pengadaan
seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah

arang dan/atau Jasa atas penyelesaian

yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/uns
ditentukan berdasarkan harga satuan

pekerjaan dengan spesifikasi teknis
a masih bersifat perkiraan pada saattertentu, yang volume dan kuantitas pekerjaann

kontrak ditandatangani, sedangkan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran
bersama atas volume pekerjaan yang benar-be
Barang dan/atau Jasa;

ar telah dilaksanakan oleh penyedia

22. Kontrak Lumpsum adalah Kontrak Pengadaan B rang dan/atau Jasa atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, de n jumlah harga yang pasti dan tetap,

penyelesaian pekerjaan sepenuhnyadan semua resiko yang mungkin terjadi dalam pros
ditanggung oleh penyedia Barang dan/atau Jasa;

23. Kontrak Payung (Framework Agreement) adalah ntrak Harga Satuan berjangka panjang
yang dapat berlaku selama-lamanya 4 (empat)

Barang dan/atau Jasa tertentu yang sifatnya dibut
atau kuantitas peker.laan yang belum dapat ditent
dan pembayarannya dilakukan pada setiap akhir

un untuk menjamin ketersediaan
hkan secara berulang dengan volume

pada saat kontrak ditandatangani,
hun anggaran yang didasarkan pada

hasil pen ilaian/pengukuran bersama terhadap lume/kuantitas pekerjaan yang telah
dilaksanakan oleh penyedia Barang dan/atau jasa s cara nyata pada tahun bersangkutan;

24. Kontrak Terima Jadi (Turn Key) adalah Kontrak
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas wak
dan tetap sampai seluruh bangu nan/konstru ksi, p
penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesu

ditetapkan;

ngadaan pekerjaan konstruksi atas

tertentu dengan jumlah harga pasti

ralatan dan jaringan utama maupun
i dengan kriteria kinerja yang telah

25. Laporan Pemeriksaan Barang (LPB) adalah d
pemeriksaan/pengujian mutu Barang yang diterim
dan ditandatangani oleh fungsi pemeriksa Barang a

dituniuk dan ditandatangani bersama Mitra/r'endo

26. Laporan Pemeriksaan Jasa (LPl) adalah dok
pemeriksaan/pengujian Jasa yang diterima dari

umen berupa laporan atas hasil

dari Mitra/r'endor, yang diterbitkan
u Unit Pemakai atau fungsi lain yang

men berupa laporan atas hasil

itray'y'endor, yang diterbitkan dan
perasi atau fungsi lain yang ditunjukditandatangani oleh Unit Pemakai, fungsi proye

dan ditandatangani bersama Mitray'yendor;

27. Mitra,lr'endor adalah badan usaha atau orang angan yang salah satu kegiatan

yang telah lulus evaluasi administrasi
ang dalam proses pengadaan barang

usahanya menyediakan Barang dan/atau Jasa bagi erusahaan;

28. MitraNendor Terseleksi (MUT) adalah Mitra/r'endo
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat diun
dan/atau Jasa di Perusahaani
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30. Pakta lntegritas adalah surat pernyataan yang d datangani oleh Pejabat dari unit-unit
kerja terkait yang terkait dalam proses pen aan di internal Perusahaan dan
Mitra,fy'endor yang berisi ikrar untuk mence8ah da tidak melakukan Kolusi, Korupsi, dan

arang dan/atau Jasa;Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan

31. Panitia Pengadaan adalah panitia yang dibentuk n ditetapkan Pejabat berwenang yang
menangani fungsi pengadaan, untukmelibatkan unit kerja lain di luar unit kerja yan

ditugaskan melaksanakan proses pengadaan Bara dan/atau Jasa Non-Niaga;

29. Paket Pengadaan adalah pengelompokan ata
pengadaan yang telah dituangkan dalam PR atau

32. Pekerjaan Lanjutan adalah suatu pekerjaan
konstruksi/teknis yang tidak dapat dipecah-peca
satu dan lainnya berkaitan;

penggabungan beberapa rencana
ta perminlaan perikatan harga;

yang merupakan suatu kesatuan
dari pekerjaan sebelumnya, dimana

yang tidak dapat dihindari dalam
yang sedang berjalan dengan tetap
nyelesaian pekerjaan, dan jumlah
ari harga total yang tercantum dalam

ntuk pekerjaan Niaga dapat lebih dari

33. Pekerjaan Tambahan adalah tambahan peke
rangkaian penyelesaian pemborongan/pengad
memperhatikan kualitas, harga dan waktu
penambahan tidak melebihi 10% (sepuluh persen)

POlkontrak semu la dengan Mitra/y'endor, kecuali
1O%r

r

aa

34. Pengadaan Langsung adalah kegiatan penga

pembayaran Tunai/Langsung tanpa PO (Cash an
fungsi pengadaan berdasarkan PR yang diterima d

35. Pemilihan Langsung adalah pelaksanaan pengadaa

dengan mengundang minimal 3 (tiga) calon Mitr

36. Pengadaan Tahun Jamak adalah Pengadaan Bar

kontraknya melebihi 1 2 bulan dan paling lama 3 (t

37. Perabotan/Peralatan Kantor/Mebeuler adalah per

menunjang kelancaran aktivitas perkantoran sel

kelompok AseVlnventaris Perusahaan, antara lain

an yang dilakukan dengan cara
Carry) oleh unit pemakai atau oleh
i unit pemakai;

Barang dan/atau Jasa yang dilakukan
endor;

g dan/atau Jasa yang pelaksanaan

) tahun;

botan/peralatan yang dipakai untuk
n ATK, dan digolongkan ke dalam
Furniture, Filing Cabinet, Mesin Tik,

ra terpusat oleh fungsi umum atauKalkulator, yang pengelolaannya dilaksanakan se

fungsi lain yang ditunjuk;

38. Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan (Persero)

d isingkat PT lNTl (Persero);
lndustri Telekomunikasi lndonesia,

,/

DIVISI PENCADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA
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39. Perusahaan Terafiliasi Badan Usaha Milik Ne adalah perusahaan yang sahamnya
minimum 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan
Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, a

an Usaha Milik Negara, gabungan
u gabungan Anak Perusahaan Badan

Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Milik ra, Koperasi Karyawan PT lNTl atau
Perusahan yang saham mayoritasnya dimiliki o
Koperasi PT lNTl;

h Dana Pensiun PT lNTl dan/atau

40. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah doku
teknis yang memuat namun tidak terbatas pada :

a. Ketentuan dan syarat pengadaan;
b. Rincian lingkup pekerjaan;
c. Volume pekerjaan/Bil/ of Quantity (BoQ) jika
d. Spesifikasi teknis pekerjaan atau Barang;
e. iadwal pelaksanaan peker.iaan (plan of work);
f. Cara pembayaran;
g. Penyerahan Barang atau pekeriaan;
h. ketentuanlain-lain;

en yang mengatur tentang ketentuan

da;

41. Sewa adalah bentuk perikatan dimana pihak
memberikan manfaavkegunaan suatu barang ke

yang satu mengikatkan diri untuk
da pihak yang lain selama waktu

isepakati dimana status kepemilikan
barangnya tetap berada pada pemiliknya yang sah

42. Sewa Cuna Usaha adalah kegiatan Pembiayaa dengan menyediakan Barang baik
npa hak opsi (operating lease) untukdengan hak opsi (financelcapital lease) maupun

digunakan oleh Perusahaan selama jangka wa
secara angsuran/berkala;

tertentu berdasarkan pembayaran

43. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat prosedur elektronik yang berfungsi
nalisis, menyimpan, menampilkan,

nformasi Elektronik;
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, men
mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan

44. Surat Penawaran Harga (SPH) atau Quotation
Mitra/y'endor untuk menawarkan Harga Baran

Perusahaan;

45. Surat Permintaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (

dalah surat yang diterbitkan oleh
dan/atau jasa yang diminta oleh

PPB/J) atau Purchase Reguisition (PR)

ngadaan Barang dan/atau .Jasa, untukadalah dokumen yang digunakan untuk meminta
memenuhi kebutuhan Barang dan/atau Jasa;

46. Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) atau

surat yang diterbitkan oleh Perusahaan kepada Mit
harga atas Barang dan/atau Jasa yang diperlukan;

uest for Quotation (RFQ) adalah
endor untuk meminta penawaran

tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang
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47. Sural Pesanan/Purchas e OrderlPOlKontrak adal perjaniian tertulis antara Perusahaan
aan Barang dan/atau Jasa;dengan MitraNendor untuk melaksanakan penga

48. Term of Reference (TOR) adalah dokumen yang nguraikan antara lain mengenai latar
output yang ingin d icapai/d iperoleh,belakang, pengertian dari obyek yang diminta da

menerangkan tentang lokasi penyelenggaraan k tan, menjelaskan tentang waktu yang
diperlukan untuk menjalankan kegiatan, menj
tersebut akan dilaksanakan, dan menuangkan An

barkan tentang bagaimana kegiatan
ran yang tersedia;

49. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum y
komputer, jaringan komputer, atau media elektro

ng dilakukan dengan menggunakan
ik lainnya;

50. Trade /n adalah pertukaran Barang yang dimiliki usahaan dengan Barang baru dengan
menambahkan atau menerima sejumlah uang un
memperhatikan ketentuan yang berlaku;

uk pertukaran tersebut, dengan tetap

51. Trade Off adalah pertukaran Barang yang dimili
tanpa adanya penambahan sejumlah uang oleh
tersebut;

i Perusahaan dengan Barang lainnya
rusahaan untuk pertukaran Barang

52. Unit Pemakai/UserlRe questioner adalah unit
membutuhkan Barang dan/atau Jasa dengan
Pembelian Tunai / Langsung;

ja di lingkungan Perusahaan yang
a menerbitkan PR atau melakukan

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
rupakan anak perusahaan atau bukan
enjadi bagian baik langsung maupun

53. Up Crade adalah peningkatan kemampuan teknis ari Barang yang sudah ada;

54. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yan
orang perorangan atau badan usaha yang bukan m

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha
Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

sar yang memenuhi kriteria Usaha
rundang-u ndangan yang mengatur

55. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik oran peroranSan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro bagaimana diatur dalam peraturan
peru ndang-undangan yang mengatur tentang U Mikro, Kecil dan Menengah

56. Usulan Cara Pengadaan (UCP) adalah dokumen netapan cara pengadaan

No
Edisi

Halaman
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Pasal 2
Maksud dan Tuj

(1) Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah
yang terkait dalam pelaksanaan mana.jemen
dan/atau .Jasa di lingkungan Perusahaan.

(2) Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah unt
a. Menciptakan keseragaman, konsistensi

pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaa
b. Menghindari dan mencegah terjadinya pe

pihak yang terkait, baik langsung maup
pengadaan Barang dan/atau .lasa Perusahaa

c. Menghindari dan mencegah terjadinya
melakukan kegiatan bersama dengan tujua

bagai pedoman bagi setiap unit kerja
stik dan proses pengadaan Barang

an ketertiban dalam pelaksanaan

ntangan kepentingan di antara para
tidak langsung dalam pelaksanaan

n

n

atau pihak lain yang secara langsung ata
Perusahaan.

nyalahgunaan wewenang dan/atau
untuk kepentingan pribadi, golongan

pun tidak langsung dapat merugikan

Pasal 3
Ruang Lingku

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah mengatur bijakan, prosedur dan kewenangan
pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan Perusa aan

Pasal 4
Prinsip Pengad

Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan den
sebagai berikut:

Efisien, berarti pengadaan Barang dan/atau .lasa harus diusahakan untuk mendapatkan
cepat dengan menggunakan dana dan
dan bukan hanya didasarkan harga

harus sesuai dengan kebutuhan yang
yang sebesar-besarnya sesuai dengan

Jasa harus terbuka bagi Mitra/r'endor
lalui persaingan yang sehat di antara
riteria tertentu berdasarkan ketentuan

a

C

hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yan
kemampuan seminimal mungkin secara waja
terendah;

b. Efektif, berarti pengadaan Barang dan/atau Ja

telah ditetapkan dan dapat memberikan man
sasaran yang ditetapkan;
Kompetitif, berarti pengadaan Barang dan/atau
yang memenuhi persyaratan dan dilakukan m

Mitra/Vendor yang setara dan memenuhi syara

dan prosedur yang jelas dan transparan;

t

No
Edisi

Halaman

No Distribusi :

memperhatikan Prinsip Pengadaan
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d Transparan, berarti ketentuan dan informasi me
termasuk syarat teknis adm in istrasi pengadaan,
terbuka bagi Mitra/Vendor yang berminat;
Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan y
memenuhi syarat;

ng sama bagi calon Mitra/y'endor yang

Terbuka, berarti Pengadaan barang dan/atau iasa
yang memenuhi syarat; dan

apat diikuti oleh semua Mitra/y'endor

Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan apat d ipertanggu ngjawabkan sehingga
menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan p nyrmpangan

Pasal 5
Etika Pengad

Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa di lin
Etika Pengadaan sebagai berikut:
a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa

ungan Perusahaan wajib menerapkan

ggung jawab untuk mencapai sasaran

kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pe
b. Bekerja secara professional, mandiri, dan menja

gadaan Barang dan/atau Jasa;
kerahasiaan informasi yang menurut

sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terja
Barang dan/atau Jasa;

inya penyimpangan dalam pengadaan

Tidak saling mempengaruhi baik langsung m
persaingan tidak sehat;

upun tidak langsung yang berakibat

genai pengadaan Barang dan/atau jasa

ta cara evaluasi, hasil evaluasi, sifatnya

C

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala ke
kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

utusan yang ditetapkan sesuai dengan

Menghindari dan mencegah terjadinya perten ngan kepentingan pihak yang terkait,
rakibat persaingan usaha tidak sehat

borosan dan kebocoran keuangan

baik langsung maupun tidak langsung, yang
dalam pengadaan barang dan/atau jasa;

f. Menghindari dan mencegah ter.jadinya pe
Perusahaan dalam pengadaan Barang dan/atau J

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan
untuk keuntungan pribadi, golongan atau piha
langsung merugikan Perusahaan;

nang atau kolusi dengan tujuan

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tid k menjanjikan untuk memberi atau

menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan saja dari atau kepada siapapun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan p ngadaan Barang dan/atau Jasa.

'(

Tanggal:

t.

tr'

lain yang secara langsung atau tidak
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Pasal 6
Pakta lntegritas

a. Seluruh pejabat yang memiliki kewenangan
setiap PenSadaan Barang dan/atau Jasa;

nSajukan dan menetapkan PR pada

b. Seluruh pejabat yang menandatangani kesep katan penunjukan langsu ng dengan
Mitra/y'endor pada saat pemenangan tender

c. Seluruh peiabat yang mengajukan dan men
PO/Kontrak pada setiap pengadaan Barang d

d. Seluruh Pejabat Struktural dan Karyawan ya
pada setiap awal tahu n;

e. Pejabat dari Mitra/r'endor yang memb

leh fungsi pemasaran;
tapkan HPS, menetapkan RFQ dan

latau )asa;
ditugaskan pada fungsi pengadaan

buhkan tandatangan pada Surat
P esananl P u rch ase Orde r IPO lKontrak pada seti

OrderlPOlKontrak dari Perusahaan;

p menerima Surat Pesanan/Purchase

f. Petugas Pembelian Tunai/Langsung untuk ia
belas) bulan.

gka waktu sampai dengan 12 (dua

(2) Penerbitan dan penandatanganan Pakta lntegritas apat dilakukan secara elektron ik.

BAB II
PENGADAAN BARANG DA AU JASA

Pasal 7
Ketentuan Umum

(1) Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untu mendapatkan barang dan jasa yang
mbiayaannya berasal dari anggarandilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang

Badan Usaha Milik Negara yang prosesnya dimula
dengan serah terima hasil pekerjaan.

dari perencanaan kebutu han sampai

dokmen justifikasi pengadaan sesuai

dengan format pada Lampiran 1 Keputusan ini u k kemudian dibahas dan ditentukan
uat antara lain :

ya kontrak jual atau adanya RKAP
pada saat Kick off lr.4eeting Proyek terkait yang me
a. Dasar pengadaan Barang dan/atau jasa (ada

lnvestasi yang sudah disetujui pada RUPS), dan/atau rencana buffer stock dari
ndapat persetujuan Direksi;
n yang dipilih;

rencana bisnis atau kajian bisnis yang telah m

b. Alasan penentuan metoda atau cara pengad

c. Cara dan waktu pengadaan yaitu:
1. beauty contest, untuk pengadaan baran

tidak ada kontrak jual;
niaga dan non niaga yang belum atau

(

2. seleksi terbatas, untuk pengadaan niaga an non niaga dengan alternatil cara

(1) Pakta lntegritas ditandatangani oleh dan pada

(2) Pelaksanaan pengadaan wajib dilengkapi dengan
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pengadaan melalui Pemilihan Langsu Penunjukan Langsung Pengadaan
Langsung atau Swakelola untuk setiap roses pengadaan dilengkapi dengan

(TOR) dan Anggaran yang tersedia;List of Material (LOM), Ierm of Referen

d. Target waktu pengadaan, mulai dari tahap pe asukan proposal penawaran sampai
dengan diterbitkannya surat penetapan pe
pekeriaan;

Jumlah Anggaran yang tersedia;

enang atau penunjukan pelaksana

Tanda tangan peiabat fungsi pengadaa dan/atau pemberi tugas, jika
pelaksanaannya dilakukan melalui kepanitiaa

(3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan d
Cood Corporate Covernance {CCC).

ngan memperhatikan prinsip-prinsip

(4) Pada setiap awal tahun anggaran, masing-masing nit dapat membuat Daftar Rencana
Pengadaan alau Material Requirement Planning ( RP)

(5) MRP Barang dan/atau Jasa Non-Niaga mengacu
dan/atau Jasa Niaga mengacu pada Forecast kebu

a RKAP, sedangkan MRP Barang
han pada tahun tersebut yang dibuat

oleh masing-masing unit kerja di fungsi pemasara

(6) Pelaksanaan pengadaan harus memperhatikan
antara lain dalam hal:

an menerapkan Manajemen Risiko,

a. Mengidentifikasi risiko yang dapat mengaki
tanggung jawab kepada pihak ketiga;

b. Menghitung risiko kerugian ekonomis;

tkan penambahan waktu, nilai dan

. Merencanakan langkah pencegahan atau itigasi risiko yang berkaitan dengan
naan valas dan Jaminan Pengadaan.

e

t.

C

pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, pen

(7) Proses pelaksanaan pengadaan dilaksanakan den n 2 (dua) cara sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pengadaan dilaksanakan setel PR di-re/ease oleh Unit Pemakai

dalam hal kebutuhan Barang dan/atau .Jasa te ah bisa ditetapkan oleh Unit Pemakai

berdasarkan Surat Pesanan/Pu rchase Order /Kontrak dari pemberi kerja;

b. Pelaksanaan pengadaan dilaksanakan sebel m PR di-re/ease oleh Unit Pemakai

membutuhkan Barang dan/atau iasadalam hal fungsi pemasaran lsales engneerin
dalam rangka pemenangan tender yang dil kan oleh calon pemberi kerja atau

pelaksanaan Kontrak Payung untuk kem dian akan ditindaklanjuti dengan
menerima Surat Pesanan/Purchasepenerbitan PR dan PO setelah Perusahaa

OrderlPOlKontrak dari pemberi kerja.

(8) Untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa tertentu
direncanakan dalam satu tahun anggaran) atau ka

telah ditetapkan oleh pemberi kerja, kontrak pe
pola Kontrak Payu nglPerjanjian Kerja Sama (PKS).

ang sifat kebutuhannya rutin (dapat

na mereknya atau Mitra/Vendornya

,l

gadaannya dapat dilakukan dengan

No Distribusi :
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(9) Barang yang telah dipakai selama periode wa tertentu dan menurut kebutuhan
fungsinya perlu ditingkatkan kemampuan teknisny , dapat dilakukan Up grade.

(10) Barang aset tetap yang telah dipakai selam periode waktu
nya dan jika

tertentu, dengan
dipandang lebihpertimbangan teknis atau pertimbangan lai

men t)U ntu n gkan dapat d ka Trade ll tau off.

Keselamatan, Kesehatan Kerja dan
aku di Perusahaan.

tasi; dan/atau

ka u n

(1 1) iika dipandang lebih menguntungkan dan sesuai kebutuhan Perusahaan, pengadaan
Barang dapat dilakukan dengan cara Sewa atau a Cuna Usaha.

(12) Dalam setiap proses pengadaan BaranB dan/atau asa, fungsi penerima, Unit Pemakai
dan fungsi lain yang terkait harus memperhati
Lingkungan (K3L) sesuai dengan pedoman yang

(1 3) Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memilik nilai yang signifikan dapat dilakukan
roses evaluasi Surat Penawaran.pendekatan Total Cost of Ownership (TCO) pada

Pasal I
Proses Pengadaan Baran dan/atau Jasa

n/atau lasa dikelompokkan menjad i(1) Untuk membedakan tujuan penggunaan, Barangd
a. Barang dan/atau Jasa Non Niaga sesuai

Keputusan ini.
b. Barang dan/atau Jasa Niaga sesuai dengan

ini.

ngan ketentuan Pasal 1 angka 6

ntuan Pasal 1 angka 7 Keputusan

(2) Secara umum proses pengadaan Barang dan/atau J melalu i tahap-tahap sebagai berikut
a. Penerbitan justifikasi pengadaan
b. Penerbitan PR atau Nota permintaan untuk Kon Payung yang diterbitkan oleh fungsi

g lainnya yang tidak dapat diprosesperencanaan pengadaan dan dokumen penduk
di SAP di antaranya namun tidak terbatas pada :

Pakta lntegritas; dan
Barang dan/atau JasaTOR; dan/atau
BOQ atau Volume; dan/atau
Spesifikasi Tekn is/ Cambar; dan/atau
Persetujuan lnvestasi untuk Pengadaan ln

Waktu Pelakanaan; dan/atau
Persetujuan penggunaan anggaran un k Pengadaan Tahun iamak untuk
pengadaan Barang dan/atau iasa Non Ni bukan lnvestasi.

c. Penerbitan HPS dan UCP (Usulan Cara Pengadaa

d. Penerbitan RFQ; dan/atau
e. Pelaksanaan A anwi jzing (iika diperlukan); dan/ata

); dan/atau

a.

b.

C.

d.

e.

f.

8.

I

No
Edisi

Halaman
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e

t.

5
h

Pelaksanaan Aanwi jzi n g (jika d iperlu kan); dan/a
Penerimaan Surat Penawaran Harga/ Quotation
Evaluasi Surat Penawaran Harga; dan/atau
Proses Negosiasi harga (jika diperlukan), wakt
dan/atau
Penerbitan Surat Pesanan/Pu rchase OrderlPO d
Pemeriksaan Barang dan/atau Jasa yang dibukt
dan
Penerimaan Barang dan/atau Jasa yang dibukti
Penerimaan invoice/ tagihan; dan
Proses pembayaran sesuai Surat Pesanan/Purch
Masa pemel iharaan/garansi.

U

d an/atau

penyerahan dan ketentuan lainnya;

n Kontrak (jika diperlukan); dan
an dengan LPB atau LPJ atau BAUT;

n dengan C R/SA; dank
t.

m

n

Pasal 9
Pelaksanaan Proses Pengad Barang dan/atau .lasa

(1) Pelaksanaan pengadaan dilaksanakan dengan ca

a. Konvensional/manual;dan/atau
b. Menggunakanperalatan/aplikasi lT.

(2) Pelaksanaan proses pengadaan Barang dan/ata
manual /tanpa menggunakan aplikasi lTlSAP ad
a Penerbitan Nota permintaan pengadaan;
b. Penerbitan Pakta lntegritas;

Pengiriman BoQ, As P/an, TOR atau doku

Jasa yang dilaksanakan dengan cara
ah sebagai berikut:

en lain sebagai kelengkapan PR dari
diperlukan);

penyerahan dan ketentuan lainnya;

yang menggunakan aplikasi lTl SAP

C

Unit Pemakai kepada fungsi pengadaan (ji

d. Penerbitan HPS dan UCP;

e Pelaksanaan Aan wijzinglRapal Penjelasan ( ika diperlukan);
f. PenerimaanSPH/Quotation;
g. Evaluasi Surat Penawaran Harga;
h. Proses Negosiasi harga (jika diperlukan), w
i. Penerbitan Kontrak (jika diperlukan);
j. Penerbitan LPB, LPi, BAUT, BAPP.

(3) Pelaksanaan proses pengadaan Barang dan/atau
adalah sebagai berikut :

a. Penerbitan PR;

b. Penerbitan RFQ;

c. Penerbitan PO;
d. Penerbitan CR/SA;

e. Proses pembayaran sesuai PO.

,l

OrderlPO/Kontrak; dan
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(4) Dokumen dan/atau Proses Pengadaan Barang
menggunakan aplikasi lTlSAP tidak mengesamp
proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa yan
sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

anlatau Jasa yang dilakukan dengan
gkan dokumen yang dibuat dan/atau
dilaksanakan dengan cara manual

n

(5) Dalam hal telah ada perikatan atau Kontrak Ha Satuan atau pengadaan dilaksanakan
dengan repeat order (pemesanan kembali) maka
tahapan sebagai berikut:
a. Penerbitan PR;

b. Negosiasi Harga, waktu dan atau ketentua
c. Penerbitan PO;
d. Penerbitan CR/SA;

e. Proses Pembayaran sesuai PO.

roses pengadaan d ilaksanakan dengan

lain (jika diperlukan);

(6) Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau J sedapat mungkin mengutamakan
penggunaan produksi dalam negeri, rancang ba gun dan perekayasaan nasional, serta
perluasan kesempatan bagi usaha kecil de
perundang-undangan yang berlaku.

n tetap mengindahkan ketentuan

Pasal 10
Penerbitan Purchase

(1) Setiap proses pengadaan Barang dan/atau Jasa

oleh Unit Pemakai kecuali untuk pengadaa
s berdasarkan PR yang diterbitkan

Barang dan/atau Jasa sebagaimana
usus untuk proses pembuatan Kontrak

Payung atau untuk memenuhi permintaan
pemasaran/sa/es engineering dalam rangka pem
dengan Mitra/Vendor adalah dapat berupa Nota

a. PR untuk Barang dan/atau Jasa Non-Niaga;
b. PR untuk Barang dan/atau Jasa Niaga.

(3) Penerbitan PR untuk Barang dan/atau Jasa N

ketentuan sebagai berikut:
a. Digunakan untuk mengaiukan kebutuhan

lnvestasi atau Operasional Perusahaan, a
tahun berjalan. Dalam hal tidak ada dala
Barang dan/atau Jasa harus mengajukan
u ntuk mendapat persetujuan.

Barang dan/atau Jasa dari fungsi

nangan tender, dasar proses perikatan
permintaan kepada fungsi pengadaan.

n/atau Jasa yang akan diadakan, PR

n-Niaga harus mengikuti ketentuan-

rusahaan akan Barang dan/atau Jasa

u Pengembangan Produk sesuai RKAP

RKAP, unit kerja yang membutuhkan
alisa/justifikasi tertulis kepada Direksi

DIVISI PENCADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

dimaksud pada Pasal 12 ayal (2) Keputusan in i.

(2) Berdasarkan atas tujuan penggunaan Barang

dibedakan menjadi dua jenis, yailu :

atau

(PR)
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b Untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa I vestasi, PR harus dilengkapi dengan
persetuiuan anggaran dari unit kerja yan mengelola Anggaran Perusahaan dan

Direksi sebagaimana diatur dalam
gan Perusahaan.

persetuiuan lnvestasi secara tertulis dar
Keputusan Direksi tentang Kebijakan Keua
Untuk pengadaan Barang Prototype,
pembuatan produk (genuine) yang dibuat
mendapat persetuiuan dari Direksi.
Untuk pengadaan AOD, spesifikasi Bara
dilaksanakan oleh unit kerja yang menan
atau fungsi lain yang ditunjuk.

harus dilengkapi dengan analisa
leh fungsi pengembangan produk dan

Untuk pengadaan Perabot Kantor/Meub ler, Kendaraan, Bangunan, lnstalasi
ineral, Cetakan, Jasa Penilai, Asuransi
(Security/Satuan Pengamanan), lasa

Bangunan/Halaman, jasa Foto Copy, Air
Kerugian Aset, Jasa Tenaga Pengamana

e

d

h

Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service\, )
(Catering), dan Jasa Penyediaan angku
dan/atau Jasa, penerbitan PR ditetapkan

dan penerbitan PR ditetapkan dan
ni fungsi lnformation Technology (f)

Penyediaan makanan bagi karyawan
bagi karyawan, spesifikasi Barang

I

an dilaksanakan oleh unit kerja yang
menangani fungsi umum atau fungsi lain y g ditunjuk.

ng dan penerbitan PR ditetapkan danUntuk pengadaan Alat Ukur, spesifikasi ba
dilaksanakan oleh unit kerja yang menan
fungsi lain yang ditunjuk.
Untuk pengadaan Mesin Produksi dan Per

dan penerbitan PR ditetapkan dan dilaksa
fungsi produksi atau fungsi lain yang ditunj

ni fungsi sales engineering (SE) atau

kas Kerja Produksi, spesifikasi barang
akan oleh unit kerja yang menangani

Untuk pengadaan Jasa Tenaga Kerja, Pelati
pegawai/tenaga kerja dan penerbitan PR

yang menangani fungsi sumber daya manu
Untuk pengadaan iasa KAP/Audit lnde
ditetapkan dan dilaksanakan oleh unit kerj
atau fungsi lain yang ditunjuk.

yang menangani fungsi audit internal

Untuk pengadaan Jasa Pameran, Jasa nsultan/Manajemen serta pengadaan
Barang dan/atau Jasa untuk layanan kegia n bersama Perusahaan dan kegiatan

u Jasa dan penerbitan PR ditetapkansosial Perusahaan, spesifikasi Barang dan/a
dan dilaksanakan oleh unit kerja yang m
atau fungsi lain yang ditunjuk.

nangani fungsi sekretariat perusahaan

Untuk pengadaan Jasa Konsultan Hukum, Cood Corporate Covernance (CCC),

Hak Atas Kekayaan lntelektual (HAKI),

Barang dan/atau Jasa dan penerbitan PR

kerja yang menangani fungsi hukum dan k

sa Pengurusan Perijinan, spesifikasi
itetapkan dan dilaksanakan oleh unit

tuhan atau fungsi lain yang ditunjuk
Untuk Pengadaan Barang dan/atau J

mendapat persetujuan dari Direksi.
Tahun Jamak, anggarannya harus

k

an dan Jasa Konsultan SDM, spesifikasi
itetapkan dan dilaksanakan unit kerja
ia atau fungsi lain yang ditunjuk.
nden, spesifikasi dan penerbitan PR

k

(4) Penerbitan PR untuk Barang dan/atau Jasa Nia

sebagai berikut :

(

harus mengikuti ketentuan ketentuan

C.
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Digunakan untuk mengajukan pengadaan B

dilengkapi dengan:
1. Surat Pesanan/Purchas e OrderlPOlKon
2. SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dari

atau

rang dan/atau Jasa Niaga yang harus

ak Penjualan; atau

astemer/pelanggan atau yang sejen is;

3. Surat Penetapan Pemenang dari Pem
4. Berita Acara E-Auctioni atau

ri Kerja; atau

5. Exception Request (ER) yang dilengka idengan kajian tertulis dari fungsi
pemasaran yang disetujui Direksi apab
pada angka 1 -4 di atas belum tersedia.

la dokumen sebagaimana dimaksud

6. Persetujuan lnvestasi dari Direksi jik Pengadaan Barang dan/atau jasa

investasi.

Barang Persediaan yang harus

termasuk ke dalam Barang dan/atau J

Digunakan untuk menga.jukan pengadaa
dilengkapi dengan analisis kelayakan pe
pemasaran yang disetujui oleh Direksi.

iaan yang dibuat oleh fungsi

(5) PR secara umum harus memuat minimal hal-hal agai berikut:
lnformasi yang jelas mengenai Barang, an

Bambar teknis,
ra lain nama, spesifikasi, jumlah,

a

b

a

b. lnformasi terkait pekerjaan Jasa, antara lain
peker.iaan, hak dan kewajiban penyedia
dituangkan dalam TOR.
TOR ini disusun dan ditetapkan oleh Unit
yang merupakan bagian/lampiran PR dan dib

lingkup pekerjaan Jasa, output hasil

asa dan/atau ketentuan lain yang

makai dan atau fungsi Engineering
at berdasarkan pertimbanSan bahwa
proses pengadaan dengan tepat jika
dalam TOR tersebut;

pkan.

bat yang berwenang sesuai dengan
rsetujuan PR dilaksanakan dengan

kewenangan sesuai prosedur yang

us memperhitungkan jangka waktu
an Barang dan/atau Jasa.

rga Barang dan/atau Jasa yang akan
ngani fungsi pengadaan dan logistik

fungsi pengadaan tidak dapat melaksanakan
tidak memperoleh informasi yang tertuang di

c. Tanggal/jadwal kebutuhan Barang dan/atau J

d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah di

(6) PR dinyatakan sah apabila telah disetujui oleh pe
kewenangan pengadaan yang telah ditetapkan.
aplikasi lT dengan cara pejabat yang memiliki

Standar (/ead time) yang diperlukan untuk pengad

(8) Unit penerbit PR dapat memberikan informasi h

dibeli sebagai referensi bagi unit kerja yang men
dalam pembuatan HPS.

ditetapkan dalam aplikasi lTlSAP melakukan rel, atas PR tersebut.

(7) Pada saat menerbitkan PR, unit penerbit PR h

.t
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(9) PR yang tidak lengkap sebagaimana dipersyara dalam Pasal ini dapat dikembalikan
oleh unit kerja yang menanganifungsi perencan n pengadaan kepada unit penerbit PR

untuk dilakukan perbaikan atau melengkapi da -data pendukung yang masih kurang

Pasal 1 1

Penetapan Harga Perhitun Sendiri (HPS)

(1) Perhitungan HPS harus dilaksanakan secermat
satu dari data/referensi antara lain sebagai berik

ungkin dan dapat menggunakan salah

t:
a. Harga pasar terkini yang diperoleh

d ilaksanakannya pengadaan; atau
b. lnformasi media cetak maupun media lai

dari hasil survey pasar menjelang

c. Price /ist dari pabrikan, agen atau distrib r; atau

d. Harga satuan yang dipublikasikan secara r i oleh instansi pemerintah; atau
Perkiraan perhitungan biaya oleh ahlilEngi eering Estimate (EE) ; atau

i instansi/unit lain yang telah dianggap
e

(2) Dalam hal Barang dan/atau jasa spesifik atau

penyedianya telah ditetapkan oleh pemberi kerj
cukup menggunakan harga jual yang diperhitun

(3) Penetapan HPS dilakukan dengan ketentuan se

a. Harus telah memperhitungkan pajak-p
peru ndang-u ndangan yang berlaku;

b. tidak diperkenankan memasukkan biaya
penghasilan Mitray'r'endor;

c. disahkan oleh pejabat yang berwenang
Pengadaan yang telah d itetapkan;

d. bersifat terbuka/transparani kecuali
Perusahaan dapat dilakukan secara tertu

f. Harga beli sebelumnya atau harga beli d
wajar; atau

g. Harga jual yang diperhitungkan atau RAB; atau
h. lnformasi lain yang dapat dipertanggungja abkan.

ya; atau

arang yang jenis atau mereknya atau

, referensi harga untuk pembuatan HPS

n atau RAB.

gai berikut
jak atau bea masuk sesuai dengan

tak terduga, biaya lain-lain dan pajak

bagaimana diatur dalam kewenangan

bila dinilai lebih menguntungkan

P; dan
dak boleh melebihi H PS.e. realisasi pengadaan Barang dan/atau Jasa

(4) Berdasarkan HPS yang telah disahkan, jenis B rang, sifat kebutuhan dan bidang usaha

Mitraly'endor maka unit kerja yang mena
mengusulkan nilai HPS dan cara pengadaan
ditetapkan.

gani fungsi perencanaan pengadaan
pada pejabat yang berwenang untuk

(5) Penetapan HPS yang melebihi RAB harus mend
penerbit PR dan dilakukan penyesuain nilai RA

patkan persetujuan terlebih dahulu dari
nya.

,(
No Distribusi :
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Pasal 1 2
Penetapan Cara Pengadaan Barang d n/atau .lasa Non-Niaga

on Niaga terdiri dari:

(2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Niaga dilak
PR dan/atau PO atau Kontrak oleh Unit Pemakai,

kan secara Pengadaan Langsung tanpa

a. Nilai sampai dengan Rp 10.000.000,- (sep
dengan ketentuan sebagai berikut:
luh juta rupiah) sebelum pajak-pajak

dapat dilakukan oleh semua Unit Pemakai, k uali barang yang masuk kategori AOD,
Mesin, Perkakas, alat Ukur, Mesin, Kendara n dan Perabot Kantor/Meubeler tidak

Tunai/Langsung oleh Unit Pemakai.
uluh lima juta rupiah) sebelum pajak-
nangani fungsi pengembangan produk,

ngembangan produk (genuine) yang
programnya telah disetujui oleh Direksi dala RKAP.

c. Pengurusan sertifikasi dapat dilakukan den
Pemakai tanpa pem batasan nilai.

n cara Pengadaan Langsung oleh Unit

d. Pengadaan Langsung oleh Unit Pemakai h nya dapat dilakukan oleh karyawan
tertentu yang telah ditunjuk oleh pejabat seti gkat Kepala Divisi terkait dan disetujui

ni fungsi keuangan korporasi, Direkturpejabat setingkat Kepala Divisi yang menan
Terkait, untuk jangka waktu maksimum 12

kembali.
e. Pertanggungjawaban bukti-bukti biaya Pen

ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

(dua belas) bulan dan dapat ditunjuk

aan Langsung dilaksanakan sesuai

f. Secara periodik realisasi Pengadaan Langsun direview oleh fungsi internal audit.
ra online dapat dilakukan oleh semua
telah ditunjuk oleh Pejabat setingkat

g. Untuk mekanisme Pengadaan Langsung cec
unit pemakai oleh karyawan tertentu yang
Kepala Divisi terkait dengan nilai maksimal p.10.000.000,- (Sepuluh luta Rupiah)
sebelum pajak-pajak oleh semua unit pema

dapat diadakan/dibeli dengan cara Pembelia
b. Nilai sampai dengan Rp 25.000.000,- (Dua

pajak dapat dilakukan oleh unit kerja yang m
namun khusus untuk kebutuhan program

h. Rincian barang yang dapat dibeli dengan Pe

barang-barang yang didasari oleh PR yang su

melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada

gadaan Langsung secara online adalah
ah terbitkan oleh unit pemakai dengan

njual online tersebut dengan cara

tersebut baik;
n bisa dihubungi untuk informasi

rman barang;
n invoice dan dokumen kelengkapan

1. Memastikan rating Penjualan toko onlin
2. Memastikan kontak penjual aktif d

ketersediaan stock dan kepastian pengi

3. Memastikan toko online dapat menerbi
invoice yang dibutuhkan.

(1) Metoda Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk
a. Pengadaan Langsung (pembelian tunai);
b. PenunjukanLangsung;
c. Pemilihan Langsung;

d. Pelelangan Terbuka.
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Resiko pelaksanaan Pengadaan Langsung
masing unit pemakai.

ra online ditanggung oleh masing-

(3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Niaga dilaku
kepada 1 (satu) MuT/Mitra/Vendor dengan me
memenuhi salah satu atau lebih ketentuan sebagai

Pengadaan Barang dan/atau Jasa sampai den
rupiah); atau
Barang dan/atau Jasa yang merupakan Business Critical Asset;
Hanya terdapat satu Penyedia Barang dan/ u .Jasa yang dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (u

ketentuan perundangan yang berlaku;
requirement) atau sesuai dengan

d. Barang dan/atau Jasa bersifat knowledge inten

a

b
C

memelihara produk tersebut membutuhka
Mitray'y'endor;
Bila pelaksanaan Tender/Seleksi Umum atau T
2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatka
tidak ada pihak yang memenuhi kriteria a
tender/seleksi;

.n dengan cara Penunjukan Langsung
erbitkan PO atau Kontrak apabila

rikut:
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

ve dimana untuk menggunakan dan
kelangsungan pengetahuan dari

nder TerbatasAeleksi Terbatas telah
Mitra/r'endor yanvdibutuhkan atau

u tidak ada pihak yang mengikuti

ng Hak Atas Kekayaan lntelektual
arranty) dari Original Equipment

atan masyarakat, dan asset strategis

n berulang (reryat order) sepanjang
tidak mengorbankan kualitas Barang

yang bersifat lokal maupun nasional

nis merupakan satu kesatuan yang
kerjaan yang sudah dilaksanakan

nak Perusahaan, atau Perusahaan

kualitas, harga, dan tujuannya dapat
dimaksud merupakan produk atau

ilai tertentu yang ditetapkan Direksi
n Dewan Komisaris; dan/atau

untuk menghadapi permasalahan
rus segera dan tidak dapat ditunda;
kelentuan aydl {3r huruf a sampai
arang dan/atau .lasa yang dibutuhkan

e

h.

f. Barang dan/atau Jasa yang dimiliki oleh pem
(HAKI)/paten atau yang memiliki jaminan
Manufacture;
Penanganan darurat untuk keamanan, kesela
perusahaan;
Barang dan/atau Jasa yang merupakan pembeli
harga yang ditawarkan menguntungkan dengan
dan/atau Jasa;

Penanganan darurat akibat bencana alam, bai
(force majeure)
Barang dan/atau Jasa lanjutan yang secara te
sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari
sebelumnya;
Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN,
Terafiliasi Badan Usaha Milik Negara sepanjan
d ipertanggu ngjawabkan dan Barang dan/atau J

layanan sesuai dengan bidang usaha dari Mitr endor;
Pengadaan Barang dan .Jasa dalam jumlah dan
dengan terlebih dahulu mendapatkan persetuju
Konsutan yang tidak direncanakan sebelumn
tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya h
Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud
dengan m di atas dilakukan dengan ketentuan

k

m

n.

SURAT
KTPUTUSAN DIREKSI
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merupakan produk atau layanan sesuai de gan bidang usaha dari Mitra/y'endor
ran sektoral.bersangkutan dan dimungkinkan dalam pera

(4) Pengadaan Barang dan/atau Jasa senilai di atas Rp 00.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
dilakukan secara Pemilihan Langsung dengan ke ntuan sebagai berikut :

ratus juta rupiah) sampai dengan Rpa. Untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua

10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dil
Mitra/r'endor dan sekurang-ku rangnya terda

anakan dengan mengundang 3 (tiga)

t 2 (dua) penawaran yang masuk.
b. Dalam hal keterbatasan Mitra/Vendor yang d

sehingga jumlah Mitra/y'endor minimal tidak
a ayat ini, maka proses pengadaan dap
Mitra/y'endor yang tersed ia.

pat menyediakan Barang dan/atau Jasa
apat memenuhi ketentuan pada huruf

dilaksanakan dengan mengundang

(5) Untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa lnvestas di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh

miliar rupiah) dilaksanakan dengan cara Pelelan

yang ditentukan oleh Perusahaan, sehingga duni
memenuhi kualifikasi dapat mengikuti Pelelan

oleh 3 (tiga) Mitra/y'endor dan sekurang-kuran
masuk.

Terbuka yang diumumkan di media
saha dapat mengetahuinya dan yang
Pelelangan Terbuka minimal diikuti

a terdapat 2 (dua) penawaran yang

n

U

n.

Pasal 1 3
Penetapan Cara Pengadaan Baran

(1) Metoda Pengadaan Barang dan/ataujasa untuk
a. Pengadaan Langsung.

b. PenunjukanLangsung;
c. Pemilihan Langsung.

(2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga dilakuka

dan/atau lasa Niaga

iaga terdiri dari:

secara Pengadaan Langsung tanpa PR

atau oleh fungsi pengadaan, dengan

puluh lima juta rupiah) sebelum pajak-

akai
CME, OSP, atau pengadaan
daan Langsung dapat di atas

rupiah) sebelum pajak-pajak dengan

Lima puluh juta rupiah) dilaksanakan
lah ditunjuk.
puluh juta rupiah) sampai dengan

ta rupiah) dilaksanakan oleh karyawan

dan/atau PO atau Kontrak oleh Unit Pemakai

ketentuan sebagai berikut:
a. Nilai sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua

pajak dapat dilakukan oleh semua Unit Pe

b. Khusus untuk keperluan proyek
Cudang/Lahan/Rumah/Mess, nilai Pen

Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta

kelenluan sebagai berikut :

1. Nilai sampai dengan Rp 50.000.000,-
langsung oleh karyawan tertentu yang

2. Nilai di atas Rp 50.000.000,- (Lim

Rp.1 50.000.000,- (Seratus lima puluh j

FL
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C

tertentu yang telah ditunjuk atas perset
terkait.

3. Nilai di atas Rp 150.000.000,- (Seratus li
Rp 250.000.000,- (Dua ratus Iima juta
tertentu yang telah ditunjuk atas persetuj

4. Nilai di atas Rp 250.000.000,- (Dua ratu
karyawan tertentu yang telah ditunjuk a

Pengadaan Langsung oleh Unit Pemakai h

tertentu yang telah ditunjuk oleh pejabat
disetujui pejabat setingkat Kepala Divisi

unit pemakai oleh karyawan teftentu yang
Kepala Divisi terkait dengan nilai maksimal R

sebelum pajak-pajak oleh semua unit pema
Rincian barang yang dapat dibeli dengan
adalah barang yang didasari oleh PR yang

uan pejabat setingkat Kepala Divisi

a puluh juta rupiah) sampai dengan
upiah) dilaksanakan oleh karyawan
an Direktur terkait.
lima juta rupiah) dilaksanakan oleh
persetujuan Direktur Utama.

nya dapat dilakukan oleh karyawan
setingkat Kepala Divisi terkait dan
yang menangani fungsi keuangan

lah ditunjuk oleh pejabat setingkat
1 0.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Pengadaan Langsung secara online
udah diterbitkan oleh unit pemakai

nerbitkan invoice dan dokumen

korporasi, Direktur terkait, Direktur yang
Utama, untuk jangka waktu maksimum 12
kembali.
Pertanggu ngjawaban bukti-bukti biaya Pen

ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

enangani fungsi SDM dan Direktur
ua belas) bulan dan dapat ditunjuk

daan Langsung dilaksanakan sesuai

Secara periodik realisasi Pengadaaan Langsu direview oleh fungsi internal audit
Untuk mekanisme Pengadaan Langsung a online dapat dilakukan oleh semua

b'

epada penjual online tersebut
tersebut baik;
bisa dihubungi untuk informasi

an barang;
3. Memastikan toko online dapat m

kelengkapan invoice yang dibutuhkan.
i. Resiko pelaksanaan Pengadaan Langsung

masing unit pemakai.
ara online ditanggung oleh masing-

(3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung

kepada 1 (satu) MUT/MitraNendor dengan me rbitkan PO atau Kontrak apabila
memenuhi salah satu atau lebih ketentuan sebagai rikut:

Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus iutaa. Pengadaan Barang dan/atau Jasa sampai denga
rupiah); atau

b. Barang dan/atau Jasa yang merupakan Eusiness tical kset;
c. Hanya terdapat satu Penyedia Barang dan/ u Jasa yang dapat melaksanakan

pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (use

ketentuan perundangan yang berlaku;
requirement) atau sesuai dengan

d. Barang dan/atau .Jasa bersifat knowledge intens dimana untuk menggunakan dan
kelangsungan pengetahuan darimemelihara produk tersebut membutuhka

Mitray'y'endor;

dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu
1. Memastikan Rating Penjualan toko onlin
2. Memastikan kontak pen.jual aktif da

ketersediaan stock dan kepastian pengiri

d.

e.

f.
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e Bila pelaksanaan Tender/Seleksi Umum atau der Terbatas/Seleksi Terbatas telah
2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatka

aJ'

h.

tidak ada pihak yang memenuhi kriteria a

tenderAeleksi;
f. Barang dan/atau Jasa yang dimiliki oleh pem

(HAKI)/paten atau yang memiliki jaminan
Manufacture;
Penanganan darurat untuk keamanan, kesela
perusahaan;
Barang dan/atau Jasa yang merupakan pembel

Konsutan yang tidak direncanakan sebelumn
tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya h
Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud
dengan m di atas dilakukan dengan ketentuan

harga yang ditawarkan menguntungkan denga
dan/atau jasa;

Penanganan darurat akibat bencana alam, bai
(force majeure);

Barang dan/atau Jasa lanjutan yang secara
sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari
sebelumnya;

k. Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN,
Terafiliasi Badan Usaha Milik Negara sepanjan
dipertanggu ngjawabkan dan Barang dan/atau.J

layanan sesuai dengan bidang usaha dari Mi endor;
Pengadaan Barang dan Jasa dalam jumlah dan
dengan terlebih dahulu mendapatkan persetuj

Mitralr/endor yang dibutuhkan atau
u tidak ada pihak yang mengikuti

ng Hak Atas Kekayaan lntelektual
warranty) dari Original Equipment

tan masyarakat, dan asset strategis

an berulang (repeat order) sepanjang
tidak mengorbankan kualitas Barang

yang bersifat lokal maupun nasional

nis merupakan satu kesatuan yang
kerjaan yang sudah dilaksanakan

ak Perusahaan, atau Perusahaan

kualitas, harga, dan tujuannya dapat
dimaksud merupakan produk atau

nilai tertentu yang ditetapkan Direksi
an Dewan Komisaris; dan/atau
a untuk menghadapi permasalahan
rus segera dan tidak dapat ditunda;
ketentuan ayat (3) huruf a sampai
arang dan/atau Jasa yang dibutuhkan

n sektoral.

Pemilihan Langsung dengan dengan

tus juta rupiah) dilaksanakan dengan
dan seku rang-ku rangnya terdapat 2

dapat menyediakan Barang dan/atau
dak dapat memenuhi ketentuan pada

t dilaksanakan dengan mengundang

m

n

merupakan produk atau layanan sesuai den bidang usaha dari Mitra/r'endor
bersangkutan dan dimungkinkan dalam peratu

(4) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan secara

ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk nilai di atas Rp. 300.000.000,- (tiga r
mengundang minimal 3 (tiga) Mitra/r'end
(dua) penawaran yang masuk.

b. Dalam hal keterbatasan Mitra/r'endor yang

Jasa sehingga jumlah Mitra/y'endor minimal
huruf a ayat ini, maka proses pengadaan da
Mitra/r'endor yang tersed ia.

4
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Pasal 14
Pembentukan Panitia

(1) Proses pengadaan Barang dan/atau .Jasa untuk
cara Pemilihan Langsung untuk nilai di atas Rp
atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian u

teknis, fungsi keuangan, fungsi hukum dan Unit

(2) Panitia pengadaan ditetapkan oleh Direktur Uta

Non-Niaga yang dilaksanakan dengan
.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

it lain atau dalam rangka pelaksanaan
Pelelangan Terbuka dapat dibentuk Panitia ngadaan yang beranggotakan fungsi

gadaan

makai

a

Penerbitan Reguest For (RFQ)

(1) Penerbitan RFQ dilakukan dengan tata cara seba
a. RFQ diterbitkan dengan menggunakan Apli
b. RFQ dibuat dalam dua bahasa, Bahasa lndon

(2) Pejabat yang dapat me-re/ease dan menandata
sesuai kewenangan pengadaan Barang dan/atau
Keputusan ini.

berikut
SAP;

ia dan Inggris

gani RFQ adalah pejabat berwenang
asa sebagaimana diatur pada Pasal 22

(3) RFQ dikirimkan kepada Mitralr'endor dengan ca
Melalui surat tercatat; atau

Melalui faksimili; atau
Diambil langsung oleh Mitra/y'endor; atau
Diantar langsung ke Alamat Mitra/r'endor; a U

Melalui e-mai/ pada alamat e-mail yang di pkan oleh Mitra/y'endor; atau
Media lainnya yang ditetapkan oleh Peru n

(4) RFQ dikirim kepada MUT, namun demikian
Perusahaan, dapat pula ditujukan kepada Mitr
dengan bidang usaha yang dibutuhkan.

ika dipandang lebih menguntungkan
endor yang belum terdaftar sesuai

(5) RFQ dibuat 1 (satu) berkas dengan tandatangan li dan d id istribusikan kepada:
a 1 (satu) berkas asli untuk Mitra/r'endor. Kh us untuk vendor yang berdomisili di

luar negeri dokumen RFQ dapat didi busikan melalui e-mail atau media
elektronik lain yang disediakan Perusahaan;

b. '1 (satu) berkas copy untuk arsip fungsi pen daan

I

Pasal 15

a.

b.

C.

d.

t.
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(6) RFQ minimal memuat nama Barang dan/ata Jasa, jumlah Barang dan/atau Jasa,

, waktu penyerahan Quotation, sertaspesifikasi Barang dan/atau iasa dengan lengka
jangka waktu penyerahan Barang dan/atau Jasa.

(7) Saat penerbitan RFQ harus memperhatikan wakt penyerahan Barang dan/atau Jasa dan
ngkutan.jadwal diperlukan Barang dan/atau Jasa yang be

(B) RFQ dapat dibuat secara Manual untuk perikatan harga satuan dan apabila Mitra/y'endor
sudah lulus proses prakualifikasi akan tetapi m
berdasarkan nota permintaan.

ih diproses pendaftarannya di sistem

(9) Penerbitan dan penandatanganan RFQ dapat dil

(10) RFQ dapat dilengkapi dengan Rencana Kerja da
Barang dan/atau Jasa yang akan dilakukan bersifa

(1 1)RKS disusun oleh fungsi yang melakukan pengada
memiliki kewenangan menerbitkan RFQ.

ukan secara elektronik

Syarat-syarat (RKS) apabila pengadaan
kompleks atau tidak sederhana.

n dan ditandatangani oleh Pejabat yang

(1 2)RKS dapat dilengkapi dengan compliance list ya

diundang.
g harus diisi oleh Mitray'y'endor yang

3 Pe U ba a n RKS dapat d akukan ad I atau kapanpun sebelum batas waktu
rsebut disampaikan kepada selu ru h

h p a saa t n ZJ

Pasal 16
Aanwijzin/Rapat elasan

Fungsi Pengadaan dapat melaksanakan Aanwijzing ji
diadakan memiliki hal-hal yang bersifat tidak sede

menyampaikan penawaran, Mitray'r'endor telah me
syarat yang wajib dipenuhi terkait dengan syarat
penawaran harga, untuk itu maka Fungsi Pengadaan

Menyampaikan syarat dan ketentuan pengadaa

jenis Barang dan/atau jasa yang akan

ana seh ingga sebelum Mitra/r'endor
ahami seluruh ketentuan dan syarat-
dministrasi, syarat teknis dan syarat

elakukan langkah-langkah :

termasuk spesifikasi Barang dan/atau
FQ atau RKS;

ztnS;

a

Jasa yang akan dibeli yang dituangkan di dalam
b. Menyampaikan Jadwal waktu pelaksanaan Aan
c. Aanwijzing dihadiri oleh Peserta yang diundang;
d. Membuat Berita Acara Aanwijzing yang ditan

Panitia Pengadaan dan wakil dari Mitra/r'endor
atangani oleh fungsi pengadaan atau

ng hadir;
e. Mitra/Vendor yang diundang yang tidak mengh dii Aanwizjing dapat dinyatakan tidak

berhak lagi untuk mengikuti proses pengadaan s lanjutnya.

SURAT
KEPUTUSAN DIREKSI

pemasukan penawarani dan atas perubahan
Mitra/y'endor yang diu ndang.
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Pasal 1 7
Penyampaian Dokumen Pen aran I Quotation

(1) Penyampaian dokumen penawaran dari Mitr ndor dapat dilakukan dengan metode
ut:

persyaratan administrasi, teknis dan Surat
1 (satu) sampul sekaligus; atau

dokumen penawaran yang terdiri dari
nawaran Harga dimasukkan ke dalam

Metoda 2 (dua) Sampul, yaitu penyampa
dimasukkan pada sampul 1 (kesatu)

dimasukkan pada pada sampul 2 (kedua),

pada 1 (satu) sampul utama; atau

n persyaratan administrasi dan teknis
sedangkan Surat Penawaran Harga

mudian sampul 1 dan 2 dimasukkan

Metoda 2 (dua) Tahap, yaitu penyampai n persyaratan administrasi dan teknis
dimasukkan pada sampul 1 (kesatu) d disampaikan lebih dulu sebelum
penyampaian Surat Penawaran Harga. M aly'endor yang telah lolos administrasi
dan teknis selanjutnya menyampaikan Su

pada sampul 2 (kedua).
t Penawaran Harga yang dimasukkan

(2) Surat Penawaran Harga (SPH) I Quotation pat mungkin dibuat rangkap 2 (dua)

dengan tanda tangan asli di atas kertas kop pe
bermeterai cukup.

usahaan dan di cap, salah satu berkas

(3) Pengiriman dokumen penawaran dan/atau Su

dengan:
at Penawaran Harga dapat dilakukan

penyampaian dokumen penawaran sebagai beri
a. Metoda 1 (satu) Sampul, yaitu penyampaia

b

a.

b.

C.

d.

Melalui surat tercatat; atau
Melalui Faksimil; atau
Disampaikan langsung oleh Mitra/y'endor;
Melalui e-mail pada alamat e-mail Pej
Pengadaan LangsunB;

Media lainnya yang ditetapkan oleh Peru

atau
bat fungsi pengadaan pada metode

haan.

(4) Setelah dokumen penawaran dan/atau Surat Pe awaran Harga diterima maka dilakukan
pem bu kaan dokumen penawaran (SPH/Quotati ) dengan ketentuan :

a Dihadiri oleh pegawai/karyawan dari b berapa Mitra/r'endor yang memiliki
otoritas/yang ditunjuk oleh perusahaan de gan Su rat Kuasa

b. Pembukaan dokumen penawaran (SPH/ tation) harus dibuatkan berita acara

yang ditandatangani oleh fungsi pengadaa
Mitra/y'endor yang hadir.

atau Panitia Pengadaan dan wakil dari

: KN. 1 1/2020
:01
:29datis7

Tanggal:

C.
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Apabila tidak satu pun Mitra/y'endor yan
dokumen penawaran (SPH/Quotation)

pengadaan atau Panitia Pengadaan.

hadir maka berita acara pembukaan
cukup ditandatangani oleh fungsi

Pasal 18
Evaluasi Pena an

(1) Evaluasi dokumen penawaran dan/atau SPH/Qu tation dapat dilaksanakan dengan cara:
a. Sistem penawaran harga terendah; atau
b. Merit Point Systemlsistem nilai/bobot, yai

nilai pada setiap unsur yang dinilai.
dengan cara memberikan bobot dan

@ Rekapitulasi SPHlQuotation dan perbandingan
dapat dilakukan dengan Aplikasi SAP.

harga dari setiap calon MitraNendor

(3) Dalam sistem penawaran harga terendah, ev uasi harga dilakukan setelah evaluasi
aspek administrasi dan/atau teknis telah memen hi syarat.

(4) Metoda penilaian Surat Penawaran dengan Meri
pengadaan Jasa Kontruksi dan Jasa Konsultansi
bobot penilaian tertentu pada setiap unsur yan
ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Merit
pada pengadaan barang.

Point System hanya dipergunakan pada
dengan cara memberikan nilai angl<a

dinilai berdasarkan kriteria yang telah
Point System tidak bisa dipergunakan

(5) Kriteria evaluasi Surat Penawaran sebagaim
sebagai berikut :

a. Persyaratan Administrasi ("Co or No Co") d
1. Memiliki lzin Usaha (SIUP); dan
2. Diutamakan memiliki NPWP dan/atau
3. Memiliki e-KTP khusus untuk penyedi

b. Persyaratan Teknis dengan bobot tertentu
rincian antara lain sebagai berikut:
1. Status Mitra/y'endor (pabrikan, distr

perserorangan);

5. ladwal pelaksanaan/penyerahan baran
6. Metoda kerja yang ditawarkan (khusus

7. Pengalaman pekerjaan/pengadaan sej

8. Fasilitas produksi atau peralatan kerja

2. Asal Mitra/r'endor (dalam dan/atau lu negeri);
3. Sertifikat kompetensi keahlian Bad

sesuai bidang usaha Mitray'y'endor;
4. Kecocokan spesifikasi teknis dengan b

dimaksud ayat (4) Pasal ini adalah

ngan rincian sebagai berikut

KP;

baranf asa perseorangan.
a setiap item evaluasi teknis. Dengan

butor, reseller, pedagang umum atau

Usaha/Badan H u kum/Perseorangan

rang dan/atau jasa yang akan diadakan;
dan/atau jasa;

u ntuk pen8adaan Jasa);
rs;

ng dimiliki;

No Distribusi

C.
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pengadaan yang tidak tertuang dalam
Selain Persyaratan administrasi dan Persyar

atas harga penawaran dengan rincian seba
1. Harga penawaran terendah yang lol

penilaian teknis tertinggi;

(6) Penawaran masih dianggap wajar dan tidak p,

apabila :

a. Persyaratan administrasi dan teknis telah
b. Harga penawaran tidak lebih tinggi dari

pada saat permintaan penawaran harga (

c. Apabila nilai HPS tidak diumumkan dan

C

9. Jumlah dan kompetensi tenaga ahli
barang dan/atau jasa yang ditawarkan;

10. Modal Kerja/usaha;

yang relevan dengan jenis pengadaan

11. Persyaratan teknis pendukung lain a yang dipandang perlu oleh fungsi

putusan in i;

tan teknis di atas juga dilakukan evaluasi

2. Tata cara pembayaran terbaik diman
yanS sama;

3. Nilai Penawaran harga menjadi bagi dari bobot penilaian teknis dimana
bobot harga harus lebih tinggi dari to I penilaian teknis.

namun setelah proses negsosiasi kesepa

pengadaan dapat d ilanjutkan.

i berikut :

persyaratan administrasi dan bobot

lu dilakukan analisis secara profesional,

erpenuhi; dan
PS dan apabila nilai HPS diumumkan

FQ);

harga penawaran lebih tinggi dari HPS

tan harga di bawah HPS, maka proses

(7) Apabila Mitra/r'endor tidak dapat memenuhi k

penawaran Mitra/r'endor tidak memenuhi per

telah ditetapkan, maka Mitra/y'endor tersebut
selanjutnya.

(S) Pelelangan Terbuka ulang atau Pemilihan Lan

a. Dalam Pelelangan Terbuka, dokumen
pengadaan kurang dari 3 (tiga) peserta a

dari 2 (dua); atau

tentuan dalam RFQ/RKS atau dokumen
aratan administrasi dan/atau teknis yang
idak dapat diikutsertakan dalam proses

ung ulang, dilakukan apabila :

penawaran yang diterima oleh fungsi

u peserta yang memenuhi syarat kurang

yang menawarkan kurang dari 2 (dua);

tion) yang masuk tidak ada yang lulus

bih tinggi dari HPS.

(9) Dalam hal seluruh penawaran yang masuk nilai ya lebih tinggi dari HPS, dapatdilakukan

evaluasi HPS dengan mengulangi penggun referensi yang sudah dilakukan atau

menambahkan referensi baru. Justifikasi evalu

pejabat yang berwenang.

b. Dalam Pemilihan Langsung, Mitra/r'endo
atau

c. Seluruh dokumen penawaran (SPH/Quo

evaluasi administrasi dan teknis; atau

d. Seluruh penawaran yang masuk nilainya I

(

si HPS harus mendapat persetujuan dari

didapatkan beberapa penawaran harga
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(10) Apabila pada Pelelangan Terbuka ulang dokum penawaran yang diterima oleh fungsi
pengadaan kurang dari 3 (tiga) peserta atau rta yang memenuhi syarat kurang dari
2 (dua) peserta, maka Pelelangan Terbuka dinya
dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung.

kan gagal dan selanjutnya pengadaan

(11) Apabila pada Pemilihan Langsung ulanp Mitr ndor yang menawarkan kurang dari 2
(dua) peserta, maka Pemilihan Langsung dinya
dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung.

kan gagal dan selanjutnya pengadaan

Pasal 19
Klarifikasi dan Negosiasi serta P etapan Pemenang

(1) Fungsi pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan
yang maksimal, dalam arti :

negosiasi, sehingga mendapatkan hasil

a. Mutu yang memenuhi ketentuan teknis yan
b. Harga (termasuk cara pembayaran) d

telah ditetapkan.

menguntungkan Perusahaan dan dapat dipe
waktu pengiriman yang paling

nggungjawabkan.
c. Sedapat mungkin mengutamakan penggu aan produksi dalam negeri, rancang

bangun dan perekayasaan nasional, serta rluasan kesempatan bagi usaha kecil,
sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya da at dipertanggungjawabkan

(2) Klarifikasi dan negosiasi dilakukan sebagai berikut
a. Untuk metode evaluasi sistem penawaran h rga terendah:

1. Dilakukan dengan Mitray'y'endor pen
2. Apabila dicapai kesepakatan dengan

maka dilanjutkan dengan proses

selanjutnya ditetapkan pemenang ole
3. Dalam hal belum ada kesepakatan

ar harga terendah.
itra/r'endor penawar harga terendah,

engan Mitraly'endor penawar harga

terendah, maka klarifikasi dan negosi

dengan urutan berikutnya.
si dapat dilanjutkan kepada penawar

Untuk metode evaluasi Merit Point System :

1. Dilakukan dengan Mitra/Vendor yang

sulan penetapan pemenang untuk
pejabat yang berwenang.

b

2 Apabila dicapai kesepakatan den
emiliki skor tertinggi.
Miffa/r'endor yang memiliki skor

ses usulan penetapan pemenang untuk
pejabat yang berwenang.
maka klarifikasi dan negosiasi dapat
rutan skor berikutnya.

tertinggi, maka d ilanjutkan dengan
selanjutnya d itetapkan pemenang ole

3. Dalam hal belum ada kesepakatan

dilan jutkan kepada penawar dengan
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(3) Penetapan pemenang dilaksanakan oleh peiabat ng berwenang. Permintaan penetapan
melalui email atau media lainnya yang
email atau media lainnya tersebut,
penetapan pemenang ditindaklanjuti

dengan pemberitahuan kepada MitraNendor ter
RFQ.

it, oleh pejabat yang menandatangani

pemenang kepada Pe.iabat terkait dapat dilakukan
ditetapkan oleh perusahaan, untuk kemudian
dilampirkan pada dokumen PO/Kontrak. Hasil

(4) Berdasarkan penetapan pemenang oleh pejabat y
atau Berita Acara Kesepakatan Harga Satuan untu

ng berwenang diterbitkan PO/Kontrak
perikatan kontrak secara umum.

Pasal 20
Penerbitan Purchase

(1) Setelah penetapan pemenang dan tidak ada
memastikan bahwa persyaratan ad m inistrasi

dipersyaratkan dan selanjutnya menerbitkan
dan pejabat yang berwenang menandatangani

12) Untuk pengadaan Barang dan/atau lasa yan

(PO)

sanggahan, maka fungsi pengadaan
an teknis telah sesuai dengan yang
dengan menggunakan aplikasi lTISAP

dan me-re/ease PO di aplikasi SAP.

tidak sederhana, maka PO dapat
gadaan yang merupakan penjabaranditindaklanjuti dengan penerbitan Kontrak Pe

lebih rinci dari PO.

(3) PO dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli sa

ditandatangani oleh pe.labat yang berwen
bunyinya, bermeterai cukup serta

g sesuai kewenangan pengadaan
ini. PO yang diterbitkan untuk Mitra/

n

sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Keputusa
Vendor Luar Negeri dapat dibuat tanpa meterai

(4) PO yang telah ditandatangani pejabat yang be nang did istribusikan kepada
ngadaan;

(5) PO yang dibuat, minimal memuat:
ldentitas yang meliputi nama, jabatan, al mat badan usaha masing-masing dan

ditandatangani oleh pejabat yang berwena di masing-masing pihak;
uraian yang jelas mengenai jenis danPokok pekerjaan yang diperjanjikan denga

a.

b.

C.

d.
e.

t.

c.

Jangka waktu penyelesaian/penyerahan
penyelesaian/penyerahan yang pasti serta s

Ketentuan Jaminan Pengadaan;

itra/y'endor

pembayaran;
atau Jasa;

Barang dan/atau Jasa;

kerjaan dengan disertai jadwal waktu
arat-syarat penyerahannya;

jumlah Barang dan/atau Jasa yang diperjanji
Harga peker.iaan, serta syarat-syarat dan car
Ketentuan dan spesifikasi teknis Barang dan
Keluaran atau hasil (output) dari pengadaan

(

a. tuli bermeterai di pihak Mitra untuk fungsi

b. tuli bermeterai di pihak Perusahaan untuk
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(6) PO yang diterbitkan untuk MitraNendor Lua
MitraNendor pada dokumen PO hasil Scan melal

(7) PO Pengadaan Langsung diterbitkan melalui a
diterbitkan, dicetak dan ditandatangani oleh peja
ditandatangani oleh Mitra/r'endor (tanda tangan

(8) Untuk mekanisme PO Pengadaan Langsungdapat
dan non niaga dengan nilai maksimal Rp. 25.000.

(9) Penerbitan dan penandatanganan PO dapat dilak

Negeri dapat ditandatangani oleh
i e-mail.

likasi lTlSAP, dengan ketentuan PO

t fungsi pengadaan namun tidak perlu
pihak).

dilakukan oleh fungsi pengadaan niaga

00,- setelah pajak

kan secara elektronik

Good Receipt (CR) atau

(1) Setiap Barang dan/atau lasa yang diserahkan
dilakukan pemeriksaan fisik atau pengujian fun

Pasal 21

Pemeriksaan dan Penerimaan Ba

a. Pemeriksaan Barang Niaga yang diserahteri
atau Cudang/Pabrik Mitra pemeriksaan/pe
Cood lnspection (lCl) atau fungsi ren
engineering atau unit lain/pihak lain yan
Pemeriksaan Barang (LPB).

ng danlatau Jasa /

leh Mitra/r'endor dalam negeri harus
i, dengan ketentuan sebagai berikut:
akan di gudang Perusahaan (Bandung)

gujian dilakukan oleh Fungsi lncoming
I material/proyek atau fungsi sa/es

ditunjuk dibuktikan dengan Laporan

b Pemeriksaan Barang Niaga yang diserah erimakan langsung di lokasi Proyek
pemeriksaan/pengujian dilakukan oleh fun
oleh fungsi operasi atau unit lain/pihak
Laporan Pemeriksaan Barang (LPB).

i rendal material/proyek atau langsung
in yang ditunjuk dibuktikan dengan

C Pemeriksaan Barang Non-Niaga pemerik n/pengujian dilakukan oleh unit kerja

d Pemeriksaan Jasa Non-Niaga, pemeriksaa pengujian dilakukan oleh unit kerja

tau unit lain/pihak lain yang ditunjuk

yang menerbitkan PR atau Unit Pemakai
dibuktikan dengan Laporan Pemeriksaan B

yang menerbitkan PR atau Unit Pemakai
dibuktikan dengan Laporan Pemeriksaan
(BAUT) atau dokumen lainnya yang diteta

tau unit lain/pihak lain yang ditunjuk
rang (LPB).

asa (LPj) atau Berita Acara Uji Terima
kan oleh Perusahaan.

ksaan/pengujian dilakukan oleh fungsi

k atau unit lain/pihak lain yang ditunjuk
asa (LPJ) atau Berita Acara Uji Terima

e Pemeriksaan pekerjaan lasa Niaga pemer
operasi/unit kerja yang mengeksekusi pr
dibuktikan dengan Laporan Pemeriksaan

,(

(BAUT) atau dokumen lainn a n diteta an oleh Perusahaan

h. Tempat penyerahan Barang dan/atau Jasa.

Acceptance (SA)
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?I No Distribusi :Tanggal

f Dokumen lainnya yang dapat digunakan bagai pengganti LPi atau BAUT untuk
ruf d dan e Pasal ini, termasuk namunJasa Niaga atau Non Niaga pada ayat (.1) h

tidak terbatas pada ;
1) Jasa Asuransi, penerbitan SA dibuktikan
2) Jasa Sewa Ru mah/Cedung/Cudang/Lah

engan polis recerpt;

Kwitansi bermaterai cukup dari pemili
Sewa;

3) Jasa ekpedisi, penerbitan SA dibuktikan
AkseplDelivery Order (DO) Aksep.

n, penerbitan SA dibuktikan dengan
rumah dan berita acara kesepakatan

engan Bukti Pengiriman Barang (BPB)

Pemeriksaan dan penerimaan atas progr Pekerjaan .lasa dilakukan oleh fungsi
atau unit lain/pihak lain yang ditunjuk
erjaan (BAPP).

operasi/unit kerja yang mengeksekusi proye
dibuktikan dengan Berita Acara Progress

Pe m e riksaan/pe ngu jia n harus memperhati n keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan (K3L) sesuai dengan pedoman y g berlaku di Perusahaan.

Pemeriksaan/pengujian atau penerimaan
Mitra,lr'endor atau tempat lain yang ditetap
disepakati.

barang dapat dilakukan di tempat
n dengan prosedur dan metoda yang

Barang yang termasuk kategori mekanik da tidak membutuhkan pengujian fungsi

n fisik secara visual.secara langsung cukup dilakukan pemeri

Barang yang membutuhkan pengujian fun

t)

h

k

harus dilakukan pengujian fungsi, dalam
melalukan pengujian fungsi, maka penguji

dengan barang/perangkat yang lainnya
ditetapkan pada PO/Kontrak.

Untuk Pengadaan Niaga, CR untuk PO

aplikasi lTlSAP tanpa perlu dicetak hard

Cood Receipt (CR) adalah DO Aksep
penerima barang.

al

secara langsung sebelum digunakan
tidak tersedia perangkaValat untuk

fungsi dapat dilakukan secara system

suai spesifikasi barang yang telah

ngadaan Langsung diterbitkan melalui
CO , dimana dasar penerbitan dokumen
ya g sudah ditandatangani lengkap oleh

m. Penerbitan dan penandatanganan CR/SA d

(2\ Setiap Barang dan/atau Jasa yang diserahkan
dilakukan pemeriksaan dengan ketentuan seba

a. Pemeriksaan Barang dilakukan dengan pe

oleh fungsi gudang atau unit lain/pihak lain

pat dilakukan secara elektronik.

oleh Mitra/r'endor luar negeri harus

i berikut :

eriksaan peti atau kemasan dilakukan
ang ditunjuk, bentuk pemeriksaan peti
meriksa jumlah dan kondisi peti atau

I

atau kemasan adalah mencocokan dan

DIVISI PENCADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA
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?1, No Distribusi

(3) Semua Barang dan/atau jasa yang telah dilakuka
selanjutnya dilaksanakan penerimaan melalui

perasi/Unit kerja yang mengeksekusi
itunjuk dibuktikan dengan Laporan
Terima (BAUT) atau dokumen lainnya

pemeriksaan dan dinyatakan diterima
plikasi SAP yang dibuktikan dengan

b

kemasan sesuai dokumen pengiriman Baran dari Vendor Luar Negeri atau PO Jasa
inklaring atau surat pemberitahuan kedatan n Barang dari Vendor luar negeri
Pemeriksaan Jasa dilakukan oleh fungsi
proyek atau unit lain/pihak lain yang
Pemeriksaan Jasa (LPj) atau Berita Acara Uji
yang d itetapkan oleh Perusahaan.

c Pemeriksaan harus memperhatikan kesela atan, kesehatan kerja dan lingkungan
(K3L) sesuai dengan pedoman yang berlaku di Perusahaan

CR/SA yang ditandatangani oleh pejabat yang nang

(4) Barang yang langsung dipasok oleh Pabrikan apat dilaksanakan pengujian pabrik
Factory lnspection Test (FlT) dengan men
pengiriman Barang.

unakan sample sebelum dilakukan

(5) Barang dan/atau Jasa yang tidak lulus peme ksaan/pengujian harus diganti oleh
baru sampai dinyatakan memenuhiMitra/Vendor dengan Barang dan/atau .lasa ya

persyaratan teknis dan fungsi sebagaimana dise kati pada PO /Kontrak.

(6) Format dokumen penerimaan dibuat dengan ke ntuan sebagai berikut
Format LPB dibuat oleh fungsi gudang ra manual, nomor dan tanggal LPBa

c

diterbitkan oleh Unit Pemakai dan di
Mitra/y'endor;

b. Format LPJ atau BAUT dibuat oleh fungsi

ditandatangani oleh fungsi operasi/Unit Pe

Format BAPP dibuat oleh oleh fungsi

ditandatangani oleh fungsi operasi/Unit Pe

d. Format CR dibuat secara otomatis men88u

fungsi gudang setelah fungsi gudang mene
Format SA dibuat secara otomatis menggu
fungsi pengadaan berdasarkan LPJ/BAU

ditetapkan oleh Perusahaan.

ndatangani oleh Unit Pemakai dan

operasi/Unit Pemakai secara manual,
akai dan Mitra/Vendor;

perasi/U nit Pemakai secara manual,

akai dan Mitra/y'endor;
akan aplikasi lTlSAP, diterbitkan oleh

ima dokumen LPB/BAUT;
akan aplikasi lTlSAP, diterbitkan oleh

PP atau dokumen lainnya yang

kewenangan menandatangani C R/SA

di aplikasi SAP.

(7) Semua pihak dan Pejabat terkait yang memil
wajib memastikan bahwa CR/SA telah di-re/ease

I
Tanggal:
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NO Dokumen Peiabat Yang Berwenang
1 RFQ

Divisi Pengadaan Niaga dan Mitn
Usaha

Manager/Kepala Bagian
yang menangani fungsi pengadaan

Divisi Umum dan Logistik Non
Niaga

Manager/Kepala Bagian
yanB menangani fungsi pengadaan

2 RKS

Divisi Pengadaan Niaga dan Mitra
Usaha

Vice President/Kepala Divisi/Kepala SBU terkait

Divisi Umum dan Logistik Non
N iaga

Vice PresidenVKepala Divisi/Kepala SBU terkait

NO
Nilai HPS & UCP

(belum termasuk PPN)
PEJABAT YANC BERWENANC

A Pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga & Buffe r Stock

1 s/d 1 50 lt
Manager/Kepala Bagian

yang menangani fungsi pengadaan

Vice PresidenVKepala Divisi/Kepala 5BU
terkait

2 > Rp.l50-5M

Direktur Terkait3 > Rp 5 M - 15 M
1 > Rp 15 M Direksi

.) HPS & UCP Perikatan Harga Satuan Direktur Terkait

B. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Niaga da n lnvestasi

s/d 1 50 lt
Manager/Kepala Bagian

yang menangani fungsi pengadaan

2 > Rp'150-5 M
Vice PresidenflKepala Divisi/Kepala SBU

terkait
3 > Rp 5 M - 15 M Direktur Terkait

> Rp 15 M Direksi4
Direktur Terkait) HPS & UCP Perikatan Harga Satuan

o T No DistribusiTanggal

BAB III
KEWENAN

Pasal 22
Kewenangan Pej

(1) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan

at

u menandatangani dokumen RKS &
maupun Non-Niaga, adalah sebagaiRFQPengadaan Barang dan/atau Jasa baik Nia

berikut:

(2) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan
Usulan Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa ad

menandatangani dokumen HPS dan
lah sebagai berikut:

1



(3) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan pe enang pengadaan Barang dan/atau Jasa
baik Niaga maupun Non-Niaga, adalah sebagai rikut:

(4) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau menandatangani dokumen PO

pengadaan Barang dan/atau .iasa baik Niaga ma un Non-Niaga, adalah sebagai berikut

DIVISI PENGADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA

SU RAT

KTPUTUSAN DIREKSI

KN.1112020
0.1

38 dari 57

NO
Nilai BA Nego

(belum termasuk PPN)
PEJABAT YANG BERWENANC

A. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga & Buff ,'r Stock

s/d 1 50 lt
Manager/Kepala Bagian

yang menangani fungsi pengadaan

2 > Rp 150-5 M

3 >Rp5M-15M Direktur Terkait
4 > Rp 15 M Direksi
J HPS & UCP Perikatan Harga Satuan Direktur Terkait

B. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Niaga d in lnvestasi

1 s/d 1 50 Jt
Manager/Kepala Bagian

yang menangani fungsi pengadaan

2 > Rp150-5M Vice President/Kepala Divisi/Kepala SBU

terkait
3 > Rp 5 M - 15 M Direktur Terkait
1 > Rp 15 M Direksi
5 HPS & UCP Perikatan Harga Satuan Direktur Terkait

NO
Nilai PO

(belum termasuk PPN)
PEJABAT YANC BERWENANG

A" Pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga & Buffer

1 s/d 150 lt Manager/Kepala Bagian
yang menangani fungsi pengadaan

2 > Rp150-5M Vice PresidenVKepala Divisi/Kepala SBU

terkait
Direktur Terkait3 > Rp 5 M - 15 M

1 > Rp15M Direksi
5 HPS & UCP Perikatan Harga Satuan Direktur Terkait

B. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Niaga da r lnvestasi

1 s/d 150 lt
Manager/Kepala Bagian

yang menangani fungsi pengadaan

Vice PresidenVKepala Divisi/Kepala 58U
terkait

2 >Rp150-5M

>Rp5M-15M Direktur Terkait
Direksi4 > Rp 15 M

5 HPS & UCP Perikatan Harga Satuan Direktur Terkait

Tanggal: ,t

No
Edisi

Halaman

l

Vice PresidenVKepala Divisi/Kepala SBU

terkait

Stock

3

No Distribusi :



(5) Pejabat yang berwenang menandatangani Peme iksaan barang dan CR :

(6) Pe abat an Berwenan Menandatan ni Pem riksaan Jasa, BAST dan SA

Pasal 23
Kewenangan U

Unit organisasi yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan Barang dan/atau Jasa baik

untuk kebutuhan Niaga dan Non-Niaga adalah seba i berikut :

TERPUSAT BAGI SETURUH UNIT PERUSAHAAN

Barang lnvestasi *)

produldpembuatan Prototype yang User Requ

tidak berasal dari Unit Bisnis.

rement nva
Tt &

Bangprod
UMUM &

LNN
Barang dan/atau jasa untuk keperluan pengem nSan

t

I

DIVISI PTNCADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA

SURAT
KTPUTUSAN DIREKSI

No
Edisi

Halaman

: KN. 1 1/2020
:01
: 39 dari 57

No Nama Dokumen Pejabat Yang Berwenang

A. Barang Niaga dan Buffer Stock

1 LPB Manager/Kepala Bagian terkait

2 CR
iice PresidenVKepala Divisi/Kepala SBU

te rkait
B. Barant Non Niaga

l LPB Manager/Kepala Bagian terkait

2 CR
/ice President/Kepala Divisi/Kepala SBU

terkait

No Uraian Nama Dokumen Pejabat Yang Berwenant

A. Jasa / Pekerjaan Niaga

1 BAST Pekerjaan

2 LPj (Pemeriksaan Jasa)

/ice PresidenVKepala Divisi/Kepala SBU
terkait

/ice PresidenVKepala Divisi/Kepala SBU

terkait3 SA

B. .lasa / Pekeriaan Non Niaga

BAST Pekerjaan

2 LPI (Pemeriksaan Jasa)

/ice PresidenVKepala Divisi/Kepala 5BU

terkait

/ice PresidenVKepala Divisi/Kepala SBU

terkait3 SA

PR Pengadaan{,ENIS BARANG DAN/ATAU JAS*ol

No DistribusiolTanggal:

Alat Olah Data Tt &
Bangprod

UMUM &
LNN

1
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Halaman

: KN. 1 1/2020
:0'1

: 1O dari 57

'lI No Distribusi :Tanggal:

Tanah dan/atau Bangunan dan Emplasemen

Alat Antkut (Forklift, dsb)

Alat Ukur Produksi, Mesin Produksi dan
Produksi.

Alat Ukur yang tidak terkait Produksi

Barang dan atau lasa Operasional:

Jasa Penilai (Appraisal, Aktuaris, Pemeringkat)

kakas

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN /
PDLT
PDLT

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

Asuransi Kerugian Aset.

Jasa Tenaga Pengamanan (Security/Satuan Pen manan)

Jasa Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service)

Sewa Kendaraan Dinas / Pool. **)

Sewa Alat Ukur Produksi, Mesin Produksi dan
Produksi.

Perkakas

Seragam Kerja, Olah Raga

Pelatihan dan .|asa Konsultan SDM.

UMUM &
LNN /

MPD' K

Seluruh
Unit Non

Proyek
Keuangan

&
Akuntansi
UMUM &

LNN
UMUM &

LNN
UMUM &

LNN

PDLT

MSDM

MSDM

Tt &
Bangprod

MSDM

SPI

Jasa Pameran, Event Or8anizer, jasa Konsulta analemen SDKP

Jasa Konsultan Hukum, Cood Corporate Co nance (C
1 Hak Atas Kekayaan lntelektual (HAKI), J

Perilinan.
.l 

sewa Alat olah Data **i.,.)

Pengu HKDMR

1 Sewa Kantor/Cedung/Cudang kecuali untuk ke rluan p
UMUM &

LNN

lnventaris Ka nto r/lnve nta ris Cudang/Perabot
Kantor/Meubeler.
Kendaraan.

1 Jasa Pelayanan Kesehatan.

I Jasa Audit Keuangan.

UMUM &
LNN



1 Jasa Tenaga Kerja Non Proyek **t)

.) Termasuk Barang Non Niaga dengan nilai peroleha per unit nya di bawah biaya perolehan
minimal

Pengadaan di Unit Kerja selain UMUM & LNN ter
kendaraan yang dikelola Divisi UMUM & LNN

Terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari
Sewa Alat Olah Data untuk Pegawai Perusahaan

) Dilakukan per semester

Seluruh
Unit Non

Proyek

UMUM &
LNN

d. Harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syar

e. Ketentuan dan spesifikasi teknis yang jelas

bih dahulu mengoptimalkan ketersediaan

ice President MSDM

dan cara pembayaran;

**r)

BAB IV
PER,IAN,IIAN ATAU KONTRAK PENGAD BARANC DANiATAU -IASA

Pasal 24
Kontrak Pengad

(1) Kontrak pengadaan dibuat untuk mengatur lebi
belum tercantum di dalam PO dan merupakan

rinci hal-hal yang telah maupun yang
ian yang tidak terpisahkan dari PO.

A Kontrak Pengadaan dapat tidak dibuat apabila
rusahaa n

(3) Kontrak Pengadaan, minimal harus memuat kete tuan-ketentuan sebagai berikut:
a ldentitas yang meliputi nama, jabatan, al mat badan usaha masing-masing dan

ditandatangani oleh pejabat yang berwena
b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan denga

g pada masing-masing pihak;
uraian yang .jelas mengenai jenis dan

kan;jumlah Barang dan/atau Jasa yang diperjan
Hak dan kewajiban para pihak yang terika di dalam Kontrak Pengadaan;

n

a

I

DIVISI PTNCADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA

SURAT
KTPUTUSAN DIREKSI

No
Edisi

Halaman

KN. 1 1/2020
0.1

41 dari 57

TERPUSAT BAGI UNIT KORPORASI (NON UNIT B

Alat Tulis Kantor dan Formulir Tercetak *****)

iasa Foto Copy, Penjilidan, Surat Kabar, Majala
ilmiah dan Barang Cetakan.** * **)

Jasa Penyediaan makanan bagi karyawan (Cate

Jasa Konsultasi/fuistensi untuk kepentingan Kor

lklan/Advertising Souvenir, Dokumentasi
Pameran.

r, buku Baca

porasr.

, Kebutuh

ISNIS)

'ing)

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

\o Distribusi :Tanggal: 4L
rta terperinci;

UMUM &
LNN

UMUM &
LNN

MSDM

Seluruh
U nit

SDKP

Mitraly'endor telah memiliki Kontrak
Harga Satuan atau perikatan kerjasama dengan



DIVISI PENCADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA

SU RAT

KEPUTUSAN DIRTKSI

: KN. .l 1/2020
: 0'1

: 42 dari 57

OL No Distribusi :Tanggal:

f.

b'

h.

i.

j.

k.

t.

m

n.

o.
p.
q.

t,

Keluaran atau hasil (output) dari pengadaa
jangka waktu penyelesaian/penyeraha
penyelesaian/penyerahan yang pasti serta

Jaminan Teknis dan/atau Ketentuan Jamin
Tempat Penyerahan barang dan/atau Jasa;

Pengadaan;

Cidera lan ji dan Sanksi dalam hal Mitra tid
Pemutusan kontrak secara sepihak;
Keadaan memaksa (force majeure);
Penyelesaian persel isihan;

Jangka waktu berlakunya kontrak;
Pakta lntegritas;

k memenuhi kewajibannya;

Kepastian adanya jaminan terhadap Baran dan/atau jasa yang diperl'anjikan;
n penyediaan Barang dan/atau Jasa;Mematuhi ketentuan K3L dalam pelaksan

entu (price adjustment) baik untuk
kenaikan maupun penurunan yang di aikan dengan kondisi pasar dan best
practices yang berlaku untuk kontrak pen aan lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 25
jenis Kontrak

Barang dan/atau Jasa;
dengan d isertai jadwal waktu

arat-syarat penyerahan nya;

Pasal 26
Kontrak Payung ( Agreemenfi

(1) Kontrak Payung (Framework Agreement) dibuat
dan/atau Jasa yang volumenya belum dapat

Kontrak pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri dari
a. Kontrak Payung (Framework Agreement);
b. Kontrak Harga Satuan;

c. Kontrak Lumpsun;
d. Terima Jadi [urn Key).

berapa jenis, di antaranya:

ntuk mengantisipasi kebutuhan Barang

ditetapkan di awal. Kontrak Payung

, peluang negosiasi ulang mekanisme

yun1 (F ramework Agreement) melalui
ngkap mulai dari RFQ/SPPH sampai
pakatan harga satuan/Kontrak Payung

(Framework Agreement) minimal mengatur anta lain harga satuan, cara pembayaran,
cara penyerahan, waktu penyerahan, lingkup oduk, lingkup kerja, durasi perikatan,
denda, eksklusivitas, evaluasi harga secara berka
order dan jaminan stok.

(2) Proses Pengadaan untuk membuat Kontrak P

tahapan pelaksanaannya dilaksanakan secara

dengan penetapan pemenang/berita acara
(F ramework Agreeme nt).

No
Edisi

Halaman

Membuat formula penyesuaian harga

I



DIVISI PENGADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

SU RAT
KEPUTUSAN DIRTKSI

No
Edisi

Halaman

: KN. 1 1/2020
: 0l
: 43 dar| 5/

No DistribusiolTanggal:

(3) Dasar pelaksanaan proses pengadaan perikatan harga satuan adalah PR atau SPPB/J

berdasarkan nota permintaan Barang dan/atau J dari Unit Pemakai jika PR belum bisa
diterbitkan oleh Unit Pemakai berdasarkan perm
pemasaran/sa/es engineering, dimana jenis da
kebutuhannya rutin atau terus menerus untuk j
atau Quantity Barang dan/atau Jasa belum di
OrderlPOlKontrak dari pemberi kerja belum
engineering pada saat proses pengadaan dimulai

(4) Kontrak Payung (Framework Agreement) dibuat
yang sifat kebutuhannya rutin dan hanya dibu
dan/atau Jasa.

ntaan Barang dan/atau Jasa dari fungsi

tipe Barang dan/atau .lasa tersebut
ngka waktu minimal selama 1 2 bulan

hui karena Surat Pesanan/Purchase

iterima oleh fungsi pemasaran/sa/es

terutama untuk Barang dan/atau Jasa

t untuk satu jenis kelompok Barang

(5) Pada setiap awal tahun atau waktu tertentu
mengadakan perikatan dengan pola Kontra
MitraNendor untuk setiap kelompok Barang

ai kebutuhan fungsi pengadaan dapat
yung (f ramework Agreement) dengan

d atau .Jasa tertentu.
KP

(6) Fungsi pengadaan dapat meminta bantuan
pengadaan dalam rangka menentukan jenis, ti
Barang dan/atau Jasa yang akan dibuat perikatan
Agreement).

nit-unit kerja terkait dalam proses

, kelom pok/kategori serta spesifikasi

ya dengan Kontrak Payung (framework

(7) Pada saat negosiasi dan penetapan pemenang

.lasa dengan pola Kontrak Payung (framework
da proses pengadaan Barang dan/atau

ent) dapat melibatkan unit-unit
t, Delivery dan Service (QCDS) dankerja terkait untuk mendapatkan Quality,

MitraNendor terbaik.

(B) Eksekusi pengadaan dari Kontrak Payung (Frame

menerbitkan PO berdasarkan PR dari Unit Pem

rk Agreement) dilakukan dengan cara

kai

8AB V
PEMBAYARAN PEN

Pasal 27
Pembayaran Atas Transaksi Pengad

(1) Pembayaran pengadaan Barang dan/atau Jasa dil
untuk Pengadaan Langsung dapat langsung

melaksanakan Pengadaan Langsung.

DAAN

n Barang dan/atau Jasa

nakan oleh fungsi keuangan, kecuali

ilakukan oleh unit organisasi yang

(2) Pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan ya

Pengadaan.

g tercantum dalam PO dan Kontrak

,l
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(3) Uang muka dapat diberikan sampai dengan 20% (d

dengan syarat Mitra/Vendor wajib menyerahkan jam
dari Bank Umum Nasional maupun lnternasional, k
Usaha Milik Negara atau Usaha Kecil atau Usaha Mi
uang muka.

a puluh persen) dari nilai pengadaan
nan uang muka berupa Bank Caransi

uali untuk Anak Perusahaan Badan

ro tidak perlu menyerahkan jaminan

(5) Pembayaran pengadaan Barang dan/atau Jasa dari lu
(Telegraphic Transfer) atau L/C (Letter of Credit).

(6) Pembayaran di muka dengan cara Telegraphic Tr
dilakukan untuk pengadaan bernilai di bawah USD
untuk 1 (satu) dokumen PO, kecuali atas persetuiua

(4) Pembayaran atas pengadaan Barang dan/atau Jasa
dokumen penagihan dari Mitra/y'endor diterima len
dan syarat yang ditetapkan dalam PO/Kontrak.

(7) Pembayaran pengadaan Barang dan/atau Jasa dari lu
sebagai berikut :

a. Menggunakan mata uang USD atau EURO
disepakati di dalam PO/Kontrak.

b. Pembayaran dimuka dengan caraTelegraphi
dilakukan untuk pengadaan bernilai di baw
Amerika), kecuali atas persetujuan Direksi.
Pembayaran atas pengadaan luar negeri di
Letter of Credit (LlC), atau IrI setelah penerir

d. Apabila terdapat cara pembayaran lain ya
Perusahaan, maka cara tersebut dapat dila
dari Pejabat yang berwenang.
Permohonan pembukaan L/C (PPL/C).

PPL/C dibuat oleh Fungsi Pengadaan

perbankan dan diajukan kepada Fungsi Keu
'1 . PO/Kontrak alau Proforma lnvoice: ala
2. POlOrder Confirmation, dapat berupa

a) PO yang sudah ditandatangani ol
b) Pernyataan tertulis (surat atau e- il).

ari dalam negeri dilakukan setelah
p dan benar atau sesuai ketentuan

r negeri dapat dilakukan dengan T,T

fer in Advance O/I) hanya dapat
0.000 (sepuluh ribu dollar Amerika)
Direksi.

r negeri dilakukan dengan ketentuan

Tranfer in Advance (If) hanya dapat
h USD 10.000 (sepuluh ribu Dollar

tas USD 10.000 dilakukan dengan
aan Barang dan/atau Jasa.
g dipandang lebih menguntungkan
nakan setelah mendapat persetujuan

engan memperhatikan ketentuan
ngan dengan melampirkan

h Mitra/y'endor; atau

C

e

f. Untuk pembayaran dengan menggunakan
melampirkan:
1. PO;
2. lnvoice asli; dan
3. Shipping document.

atau mata uang asing lainnya yang

I/T setelah Barang diterima, harus

I
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lr' Bila tidak dapat dihindari, pengadaan Lu r Negeri dapat menerbitkan Purchase
Order dengan mengikusertakan biaya-bia
terbatas pada :

1. Biaya bank;
2. Biaya administrasi;
3. Biaya pengiriman.

lainnya, di antaranya namun tidak

BAB VI
SANGGAHAN

Pasal 28
Sanggahan Pengadaan Baran dan/atau .lasa

(1) Untuk menjamin adanya transparansi dan perlak n yang sama (equa/ treatment) dalam
setiap pengadaan Barang dan/atau Jasa, maka pih
pemenang, berhak untuk mengajukan sanggahan.

yang kalah pada saat pengumuman

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1

pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Niaga yang
Umum atau Tender Terbatas/Seleksi Terbatas.

Pasal ini hanya dipergunakan pada
menggunakan metode Tender/Seleksi

(3) Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam
kalender setelah pengumuman pemenang diterim

aktu selam bat-lam batnya 2 (dua) hari

atau sebelum PO/Kontrak ditandatangani, mana y
oleh Mitraly'endor/peserta pengadaan
ng lebih dahulu.

(4) Atasan Pe.jabat yang berwenang dalam proses pen aan dimaksud wajib menyampaikan
keputusan/jawaban atas sanggahan tersebut sela

dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.
bat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender

(5) Atasan Pejabat yang berwenang dalam proses ngadaan dimaksud dalam menangani
dan memeriksa sanggahan dapat melibatkan pih
proses pengadaan Barang dan/atau Jasa yang be ngkutan.

(6) Setiap Sanggahan yang disampaikan harus dise
sebesar 3% dari Nilai Penawaran (termasuk PPN)

7) Uang Jaminan Sanggahan dikembalikan apabila

i dengan Uang Jaminan Sanggahan
itra/Vendor bersangkutan.

nggahan terbukti benar secara hukum
tersebut terbukti tidak benar secaradan menjadi hak perusahaan apabila Sanggaha

hukum.

(8) Keputusan/jawaban pejabat yang berwenang
ini, bersifat final.

imana dimaksud pada ayat (4) Pasal

I

No
Edisi

Halaman

yang tidak terkait langsung dengan
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BAB VII

JAMINAN PENCAD

Pasal 29
Iaminan Pengadaan Barang

(1) Bentuk-bentu k Jaminan Pengadaan dalam pela
adalah sebagai berikut:
a. Jaminan Penawaran;
b. Auction Bond pada e-Auction;
c. JaminanPelaksanaan;
d. Jaminan Uang Muka;
e. Jaminan Pemeliharaan/Masa garansi.

(2) Jaminan Pengadaan dapat berbentuk:
a. Bank Caransi, dapat diberlakukan untuk se

an/atau .lasa

naan pengadaan Barang dan/atau Jasa

uruh jenis Jaminan Pengadaan;
k Jaminan Pelaksanaan dan jaminanb. Surety Bond, hanya dapat digunakan u

Pemeliharaan.

butuhan

(4) Ketentuan dan persyaratan mengenai Jaminan gadaan, meliputi
Ketentuan Jaminan Penawaran sebagai ber ut:
1. Jaminan Penawaran diberlakukan u

Non-Niaga yang nilainya di atas Rp 1

tuk pengadaan Barang dan/atau Jasa

2. Nilai Jaminan Penawaran sebesar 1-3
00.000.000,- (satu Miliar rupiah);
dari Quotation;

3. Jaminan Penawaran diserahkan se lum atau paling lambat bersamaan
ran;dengan penyerahan dokumen pena

4. Jaminan Penawaran dikembalikan ke a Mitra/y'endor :

a) peserta yang tidak menjadi pem ang dalam proses pengadaan;
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.b) pemenang proses pengadaan tel

5. Terhadap pengadaan Jasa konsultans tidak diperlukan.Jaminan Penawaran.

Ketentuan Auction Bond sebagai berikut :

1. Auction. Bond diberlakukan untuk
e-Auctiont

ngadaan yang dilaksanakan secara

Nilainya sebesar 1-3% dari Quotati

a

b

2

3. Auction Bond diserahkan sebelum
penyerahan sampul penawaran.

4 Dikembalikan kepada Mitralr'endor:
a) peserta yang tidak menjadi pem
b) pemenang proses pengadaan tel

tau paling lambat bersamaan dengan

nang dalam proses pengadaan;
h menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

,l

(3) Masa berlaku jaminan pengadaan sesuai dengan
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C Persyaratan atas pemberlakukan Jaminan Pel ksanaan adalah sebagai berikut
1. .jaminan Pelaksanaan diberlakukan unt k PO atau Kontrak dalam negeri yang

atus juta ru piah)

3

2. Jaminan Pelaksanaan dapat diberlaku
Negeri negeri yang nilainya di atas US

Nilai jaminan pelaksanaan adalah se

pajak-pajak.

n untuk PO dari Mitra/y'endor Luar
10.000.
r 5% dari nilai PO/Kontrak setelah

rahkan 14 (empat belas) hari setelah

a Mitra/Vendor setelah peker.jaan

CR/SA dan setelah menyerahkan
disyarat kan dalam PO/Kontrak.

Muka adalah sebagai berikut:
n adanya pemberian uang muka

jumlah uang muka yang diberikan.
saat penSajuan pembayaran uang

da MitralVendor setelah terbitnya

d

4. Jaminan Pelaksanaan paling lambat di
PO ditandatangani.

5. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan ke
selesai 100% yang dibuktikan denga

Jaminan Pemeliharaan/masa garansi ji

2. Nilai laminan Uang Muka sama denga
3. Jaminan Uang Muka diserahkan pad

muka.

Persyaratan atas pemberlakuan Jaminan Uan
1. Untuk PO/Kontrak yang mempersyarat

4. Jaminan Uang Muka dikembalikan ke
CR/SA.

Persyaratan atas pemberlakukan ]aminan Pe

1. Nilai Jaminan Pemeliharaan adalah
termasuk pajak-pajak atau sama
pemeliharaan.

2. jaminan Pemeliharaan diserahkan
pengambilan Jaminan Pelaksanaan.

3. JaminanPemeliharaandikembalikan

eliharaan adalah sebagai berikut:
besar 5% persen dari PO/Kontrak

dengan nilai pembayaran tahap

kepada Perusahaan pada saat

telah pekerjaan pemeliharaan selesai

terbitnya Berita Acara Serah Terimadilaksanakan yang dibuktikan dengan
masa pemeliharaan.

(5) Jaminan Pelaksanaan tidak disyaratkan untuk:
a. Pengadaan Barang dan/atau .Jasa dalam

Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); a

b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa luar n

USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika);
c. Pengadaan Jasa Konsultansi; atau

d. Pengadaan Jasa tenaga kerja, pekerjaan pe
sewa kendaraan/gedung; atau

e. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang disedi
Tinggi; atau

f. Pengadaan yang dilaksanakan oleh Pabrikan

Tunggal/Rese//er; atau

geri yang nilainya sampai dengan
u

geri yang nilainya sampai dengan
tau

baikan atau pemeliharaan rutin dan

kan oleh Pemerintah atau Perguruan

Workshop, Bengkel Konstruksi; Agen

,l

nilainya di atas Rp 200.000.000,- (dua

e.
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t Pengadaan yang waktu pelaksanaannya kura
kalendar.

(6) Jaminan Pengadaan berbentuk Corporate s dapat diberikan kepada Anak
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi ryawan Perusahaan dan perusahaan
yang dimiliki oleh Dana Pensiun Perusahaan dan/
setelah mendapat persetu.iuan dari Direksi.

tau Koperasi Karyawan Perusahaan,

BAB VIII
PETAPORAN DAN TOI.OK UKUR PENCA BARANC DAN/ATAU -IASA

Pasal 30
Pelaporan Pengad

Pelaporan dan realisasi setiap aktivitas tahapan pengad
aplikasi lTISAP.

an dilakukan dengan menggunakan

Pasal 31

Tolok Ukur Pen

(1) Proses pengadaan dilaksanakan dengan mengacu
sebagai berikut :

a. Sejak PR yang telah lengkap dan benar dite

aan

pada tolok ukur yang telah diatur

ma oleh fungsi pengadaan sampai
dengan tanggal PO diterbitkan untuk Barang da atau Jasa dalam negeri :

1 . Maksimum 2 (dua) hari kerja untuk ya g telah ada Kontrak Harga Satuan.
2. Maksimum 3 (tiga) hari kerja untuk p s Penunjukan Langsung

3. Maksimum 5 (lima) hari kerja untu
RKSIOR.

4. Maksimum 10 (sepuluh) hari kerja unt
RKS/TOR.

proses Pemilihan Langsung tanpa

k proses Pemilihan Langsung dengan

5. Maksimum 20 (dua puluh) hari kerja
termasuk masa sanggah.

b. Sejak PR yang telah lengkap dan benar dite
dengan tanggal penerbitan PO untuk Barang d

ma oleh fungsi pengadaan sampai
n/atau Jasa luar negeri :

1 . Maksimum 3 (tiga) hari kerja untuk ya

2. Maksimum 5 (lima) hari kerja untuk p
g telah ada Kontrak Harga Satuan

ses Penun jukan Langsung

3. Maksimum 1O (sepuluh) hari kerja un
RKSiTOR.

uk proses Pemilihan LangsunB tanpa

4. Maksimum 16 (enam belas) hari ker
dengan RKSIOR.

a untuk proses Pemilihan Langsung

I

atau maksimum 30 (tigapuluh) hari

untuk proses Lelang terbuka, tidak
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.) Maksimum 20 (dua puluh) hari ke untuk proses Lelang terbuka, tidakt
termasuk masa sanggah.

(2\ Tolok ukur sebagaimana diatur pada ayat (1) P

(3) Penerbitan LPB/LPJIBAUI/BAPP maksimum 5 (li
dan/atau .Jasa diserahkan oleh Mitra/r'endor.

a) hari kerja terhitung sejak Barang

(4) Penerbitan CR/SA maksimum 5 (lima) hari kerja jak LPB/LPJ/BAUT diterbitkan

BAB IX
MITRA/^r'EN DO

Pasal 32
Persyaratan Mitray'Vendor Untuk Mengikuti Pros Pengadaan Barang dan/atau Jasa

('1) Mitra/r'endor yang dapat mengikuti proses pen
sebagai berikut:

daan Barang dan/atau Jasa adalah

a Mitraly'endor yang telah tercantum dalam d ftar MUT;
n akan dilaksanakan.b. Calon MUT pada saat pelaksanaan pengad

(2) MitraNendor yang dapat dimasukkan dalam MUT
bawah ini dan telah lulus seleksi:

dalah yang memenuhi persyaratan di

a Memenuhi ketentuan peraturan perundang- ndangan untuk menjalankan usaha/

I ini hanya berlaku untuk pengadaan
yang dilaksanakan tanpa sanggahan atau melalui anitia Pengadaan. Sedangkan untu k
pengadaan yang mendapat sanggahan, maka
waktu sanggah dan penyelesaian sanggahan.

ukur dimaksud ditambah dengan

kegiatan sebagai penyedia Barang dan/atau J

b. Memiliki keahlian, pengalaman dan kemamp
dan/atau Jasa;

an teknis untuk menyediakan Barang

c. Memiliki sumber daya manusia, modal, per
dalam penyediaan Barang dan/atau Jasa;

d. Memiliki alamat tetap dan jelas.

tan dan fasilitas lain yang diperlukan

(3) Daftar MUT dikelompokkan berdasarkan bidang d n kategori usaha dari MitraNendor

I

No
Edisi

Halaman
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Pasal 33
Seleksi dan Penilaian Mi a/Vendor

(1) Proses seleksi dilaksanakan dalam rangka penyusu
pada saat proses pelaksanaan pengadaan.

n daftar MUT setiap awal tahun atau

(2) Proses seleksi daftar MUT dilaksanakan oleh fungsi pengadaan atau Tim yang ditunjuk.

(3) Mitra/r'endor yang telah lulus seleksi dan telah m ndapatkan PO serta memiliki kinerja
yang baik akan diberikan Sertifikat MUT yang dita tangani oleh Direktur Utama.

(4) Performansi atau kinerja setiap Mitra/y'endor ha s dievaluasi oleh fungsi pengadaan
setelah pekerjaan selesai. Mitra/r'endor yang me punyai performansi tidak baik dapat

berdasarkan hasil evaluasi, Fungsidikeluarkan dari daftar MUT. Pada akhir tahu
Pengadaan menerbitkan perpaniangan masa berla nya MUT/sertifikat.

(5) Fungsi pengadaan yang ditunjuk membuat lapor
kinerja setiap Mitra/Vendor yang sedang aktif dala
jasa setiap triwulan dalam rentang waktu 1 (satu) ta
pejabat fungsi pengadaan setingkat Kepala Divisi.

BAB X
DOKUMEN ELEKTRONIK P NGADAAN

Pasal 34
Dokumen Elektronik dan Tran iElektronik

('l ) Setiap tahapan proses pengadaan & logistik mulai dari dibuat (create), diubah (change),

disahkan/ditetapkan (release), diteruskan/dikirim n (send), diterima (received), dilihat
bagian besar menggunakan peralatan

(2) Dokumen PR, RFQ, PO dan Out/ine Agree t dibuat (create), diubah (change),

disahkan/d itetapkan (release), diteruskan/dikirim n (send), diterima (received), dilihat
(display) dan disimpan (save) dengan Aplikasi SAP

(3) Dokumen HPS, UCP, SPPH/RFQ manual, SP o ta t10n Berita Acara Aanwijzing,

penilaian evaluasi Performansi atau
kegiatan pengadaan barang dan/atau
un berjalan yang ditandatangani oleh

Berita Acara Negosiasi, Kontrak, LPB, LPJ, BAU

diubah, d isahkan/d itetapkan/ditandatangan i da
manual. Pakta lntegritas yang ditandatangani ole

, BAPP, dan BPB/DO Aksep dibuat,
diteruskan/d ikirim kan dengan cara
Vendor dibuat secara manual. Pakta

l. Pakta lntegritas untuk PR, RFQ danlntegritas untuk HPS dan UCP dibuat secara man
PO dibuat secara elektronik melalui SAP.

DIVISI PENGADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA

(display) atau disimpan (save) dilakukan dengan
elektronik dengan Aplikasi SAP.
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(4) Dokumen RFQ, PO, SA dan CR yang telah di ease pada aplikasi lTlSAP kemudian
dicetak oleh fungsi pengadaan dan logistik, di ndatangani oleh Pejabat terkait dan
dikirimkan kepada Mitra/r'endor untuk ditandata Sanr

(5) Dokumen Elektronik harus dibuat dalam format ya
keutuhannya.

g aman (protected) sehingga terjamin

(6) Dalam proses pengadaan penyampaian/pengirim n dokumen RFQ dan Quotation dan
dari atau dituiukan ke alamat e-mail

n maupun Mitra/r'endor.
PO yang dibuat dalam Dokumen Elektronik haru
Perusahaan, baik dari atau untuk Fungsi Pengad

\7) Dokumen PR, RFQ, PO, CR, SA dan dokumen la n yang terkait dengan Aplikasi lTlSAP
adalah bagian dari lnformasi Elektronik pada p
Perusahaan.

es pengadaan Barang dan/atau Jasa

(B) Penggunaan alamat e-mail bukan Perusahaan ole fungsi pengadaan atau Mitra/y'endor
bila:hanya boleh digunakan dan bersifat sementara a

a. Terjadigangguan pada marl server di Perusah
tertulis dari fungsi pengelola mail server.

b. Terjadi gangguan pada Jaringan Sistem

n, yang dibuktikan dengan informasi

Perusahaan, yang dibuktikan dengan infor asi tertulis dari pengelola Jaringan
Sistem Elektronik atau pihak yang berwenan

BAB XI

Pasal 35
Kebijakan dan Prosedur

(1) Setiap pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksan n dengan cara e-Procurement dengan
tersed ia.menyesuaikan kebutuhan dan infrastruktur lT yang

(2) Pelaksanaan pengadaan dengan cara e-Procurem nt dapat dilaksanakan untuk semua
jenis pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga dan N n Niaga.

rement secara garis besar terdiri dari:(3) Adapun menu yang tercantum pada aplikasi e-

a. Vendor Management
Digunakan untuk pendaftaran Mitraly'endor,
memel ihara data Mitra/y'endor;

b. Product Management
Digunakan untuk menampilkan informasi data

.luga digunakan untuk menambahkan daftar li
sebagai database kebutuhan sourcing produk;

mengubah data Mitra/y'endor, dan

Elektron ik internal atau eksternal

roduk-produk yang dibutuhkan, dan
produk yang dimiliki Mitra/r'endor

No
Edisi

Halaman

No Distribusi :

I
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c. Tender Management
Digunakan untuk proses tender pengadaan
diperlukan, dimulai dari submit dokumen
pengumuman pemenang;

d. Contract Management
Digunakan untuk menampilkan informasi me genai dokumen kontrak/PO antara
Mitra/y'endor dengan Perusahaan hingga doku en penerimaan baranlCood Receipt
(CR) dan dokumen penerimaan )asalservice ptance (SA).

(4) Tampilan dan menu yang tercantum pada aplikasi
kebutuhan dan dapat diubah sesuai dengan ke

procu reme nt menyesuaikan dengan

dengan persetujuan dari pejabat setingkat Kepala
utuhan pengadaan yang diperlukan
ivisi fungsi lT dan fungsi pengadaan.

(5) Prosedur dari e-Procurement adalah :

a. Setiap Mitraruendor yang baru ataupun yan telah terdaftar sebagai MUT (Mitra
Usaha Terseleksi) dapat masuk ke " home" plikasi e-procurement untuk melihat
jenis pengadaan barang dan/atau jasa yang ang dibutuhkan oleh Perusahaan;

b. Untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang dan/atau jasa tersebut baik
rdaftar sebagai MUT (Mitra UsahaMitra/y'endor baru ataupun yang telah t

Terseleksi) diwajibkan untuk mendaftarkan a

aplikasi e-procurement;
n baru untuk dapat masuk ke dalam

Pendaftaran dilakukan pada aplikasi e-p rement dengan mengisi form yang

melakukan verifikasi data untuk menentukan
tahap prakualifikasi. Mitra/vendor yang lolo
mail verifikasi untuk selanjutnya dapat login
Setelah login, Mitra/y'endor dapat :

1. Mengikuti proses pengadaan barang ata
cara e-auction atau dengan proses e-ten

2. Mengunduh produk-produk barang
Mitra/r'endor;

3. Mengirim Penawaran harga, Menerim
dokumen CR/SA;

barang dan/atau jasa yang sedang
SPPH/RFQ, SPH/Quotation, dan

itra/y'endor tersebut lolos/tidak lolos
prakualifikasi akan mendapatkan e-
da aplikasi e-procurement;

jasa yang sedang dibutuhkan dengan

anlatau jasa yang dimiliki oleh

dokumen RFQ,dokumen PO dan

tersedia dan mengunduh file-file pendukung ang disyaratkan pada aplikasi;
d. Setelah form isian dan file-file pendukung di nduh fungsi pengadaan yang ditunjuk

C

e

(6) Setiap pengadaan Barang dan/atau iasa yang ber ilai di atas Rp 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) sedapat mungkin dilaksanakan den n cara e-Auction.

(7) Pelaksanaan pengadaan dengan cara e-Auction
dan ketentuan:

pat tidak dilaksanakan dengan syarat

a Pengadaan Barang dan/atau iasa spesifik; a U

b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang kebu hannya daruraVmendesak; atau

I

C Pengadaan untuk memenuhi permintaan mberi kerja secara tertulis; atau

DIVISI PENGADAAN
NIACA & MITRA

USAHA
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: 0.1
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?.l No Distribusi :Tanggal:

d. Pekerjaan Laniutan atau Pekerjaan Tambah
e. Mitra strategis atau Mitraly'endor

kerjasama/PKSIIe chni cal Bu ssi ness Cooper a
f. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga; ata
g. Pengadaan yang dipandang lebih mengunt

tidak e-Auction; atau
h. Pengadaan yang penilaiannya dilakukan de

(8) Prosedur e-Auction.
a. e-Auction dapat dilaksanakan jika:

1. Untuk barang Niaga, jika terdapat minim
evaluasi administrasi dan teknis.

2. Untuk barang Non-Niaga, jika terdapat m
lolos evaluasi administrasi dan teknis.

b. Setiap Mitra/y'endor peserta e-Auction wajib
uang Tunai/Langsung atau Bank Caransi dari B

dengan 3% dari harga penawaran.
c. Berdasarkan hasil e-Auction ditetapkan calon
d. Setelah e-Auction dilaksanakan, jika dipandan

sebelum penetapan pemenang.
e. Setelah ditetapkan pemenan& dilaksanakan

harga satuan, yang diperhitungkan secara
Mitra/y'endor dan fungsi pengadaan terhadap

2. Hasil harmonisasi harga tidak mengubah n

f. Harga hasil e-Auction tidak dapat dijadika
berikutnya.

g. Pelaksanakan e-Auction dilakukan di ruangan t
infrastruktur sehingga e-Auction dapat dilaksan

h. Fungsi pengadaan yang memerlukan pelayana

iasa serta struktur harga) dengan ketentuan se gai berikut:
1. Harga satuan hasil harmonisasi akan dipak

Kontrak.

n; atau
yang telah terikat dengan

ive Agreement (TBCA),TCA; atau

ngkan jika dilaksanakan dengan cara

gan cara Merit Point System

I 2 (dua) peserta yang dinyatakan lolos

nimal 3 (tiga) peserta yang dinyatakan

menyampaikan AuctionBond berupa
nk Umum yang besarnya 1% sampai

menanS
perlu dapat dilakukan klarfikasi teknis

armonisasi harga untuk medapatkan
jar dan disepakati bersama antara
mua item pekeriaan (Barang dan/atau

i sebagai harga satuan dalam PO atau

lai total e-Auction
referensi harga pada pengadaan

rsendiri yang telah dilengkapi dengan
kan dengan sebaik-baiknya.
pengadaan Barang secara e-Auction

harus mengajukan permintaan secara tert lis dalam bentuk form pengajuan
penggunaan perangkat e-Auction selambat-la batnya 3 (tiga) hari kerja sebelum

kepala unit kerja yang mengelolapelaksanaan e-Auction yang ditujukan ke

perangkat e-Auction.
i. Ketentuan teknis pelaksanaan e-Auction men cu kepada Keputusan Direksi yang

mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan e-
dengan Keputusan ini.

tion, sepanjang tidak bertentangan

I
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Halaman

No Distribusi1,, tTanggal:

BAB XII
PENGETOTAAN

Pasal 37
Master Data

(1 ) Dalam rangka pemenuhan dan pelaksanaan penga
pihak-pihak terkait wajib melaksanakan pemb
meliputi:
a. Master Data Barang;

b. Master Data Jasa;

c. Master Data Mitra/Vendor (Master Vendor).

(2) Master Barang dan Master lasa di buat oleh fu nSsr sales engineering dengan melibatkan
fungsi pengadaan sedangkan pengelolaannya dila nakan oleh fungsi lT

(3) Master Vendor dibuat oleh fungsi pengadaan de n melibatkan fungsi sa/es engineering
dan fungsi keuangan/akuntansi sedangkan pengelo annya dilaksanakan oleh Fungsi lT

Pasal 38
Pengelolaan 8ar

(1) Pengelolaan Barangdikelompokan berdasarkan
a. Aset tetap;
b. Barang habis pakai;

c. Persediaan barang jadi;
d. Persedian bahan baku.

(2) Setelah barang diterima Perusahaan maka dila ukan penyimpanan di tempat yang

ditetapkan sesuai kebutuhan meliputi gudang:

a. Cudang yang ada di kantor pusat atau kan cabang;

b. Cudang yang disewa oleh Perusahaan di lo i proyek dilaksanakan.

C

(3) Pengelolaan pergudangan pada dasarnya meliputi
a. Penerimaan dan pencatatan keluar masuk B

b. Penyimpanan;
c. Pemeliharaan;
d. Pend istribusian.

aan Barang dan/atau Jasa Niaga, maka
atan dan pengelolaan master data

giatan:
rang;

(4) Pengeluaran Barang dari gudang dilaksanakan ai permintaan Unit Pemakai dan

dilakanakan oleh fungsi gudang atau fungsi ren

gudang yang berada di lokasi proyek.
al proyek atau fungsi operasi untuk

SURAT
KEPUTUSAN DIREKSI

: KN. 11/2020
:01
: 54 dari 57



DIVISI PENCADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA

SURAT
KEPUTI.-ISAN DIREKS

No
Edisi

Halaman

: KN.1.l/2020
: 0.1

: 55 dan \/

No DistribusiITanggal

(5) Transaksi dan lnformasi pergudangan harus da diketahui secara transparan dan up to
date oleh fungsi gudang dan dapat diakses oleh Unit Pemakai/unit operasi

(6) Persediaan Barang meliputi semua Barang ya g telah diadakan oleh Perusahan yang
beri kerja.diperuntukan untuk dijual kembali kepada pe

17) Pengelolaan pergudangan dan persediaan bara g dilaksanakan dengan Aplikasi lTISAP

(8) Pengelolaan persediaan dilaksanakan bersama

dan melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi ren

engan koordinator oleh fungsi gudang
al material serta fungsi lT

(9) Jumlah, jenis dan klasifikasi Barang persediaa harus tepat dan akurat serta sedapat
ng tersedia tepat pada waktunya.mungkin menerapkan asas fust in time yaitu bar

(10) Aset tetap, barang habis pakai dan persedian d t dilakukan penghapusan jika kondisi
barang tersebut telah rusak atau telah usang

(1 1 ) Usulan penghapusan dan tindak lanjut pelaksan an penghapusan diajukan oleh Direksi
kepada Dewan Komisaris atau RUPS yang di aikan dengan ketentuan yang berlaku

dalam bidang penghapusan Aset Tetap, barang abis pakai dan persediaan

(1 2) Tindak lanjut penghapusan dapat dilaksanakan
a. Dijual; atau

b. Dihibahkan; atau
c. Dimusnahkan.

enSan cara:

m

(1 3) Tindak lanjut pelaksanaan penghapusan dila akan oleh Panitia yang ditunjuk oleh

Direksi dengan sekurang-kurangnya melibatkan
pemasaran dan fungsi akuntansi serta fungsi um

ungsi pengadaan , fungsi hukum, fungsi

Pasal 39
Iukar Menukar (Trade Trade OfO

(1) Tukar menukar dapat dilakukan terhadap tu
dengan Barang baru baik yang sejenis atau tid
faktor efehivitas, Nilai barang yang akan dilak
Appraisal Uasa Penilai)..

(2) Tukar menukar terhadap aset harus mendapatka
sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peratur

barang habis pakai, dan persediaan

k sejenis dengan mempertimbangkan
kan tukar menukar berdasarkan hasil

ijin dari Dewan Komisaris atau RUPS

peru ndang-undangan yang berlaku.
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(.1) Format Standar Dokumen Pengadaan Barang
dimaksud Lampiran 1 Keputusan ini.

(2) Aliran Proses (f/ow chart) Pengadaan Barang dan/a
Lampiran 2 Keputusan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENU

Pasal 4O
Format Standar dan Aliran Pr

UP

s Pengadaan

dan/atau Jasa adalah sebagaimana

u Jasa adalah sebagaimana dimaksud

Pasal 41

Ketentuan Lain-

(1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada setiap dokumen pengadaan Barang
digunakan adalah dokumen yangdan/atau Jasa Perusahaan maka bahasa yan

menggunakan Bahasa lndonesia.

(2) Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa
Keputusan ini dapat dilaksanakan sepanjang men

ang dilaksanakan menyimpang dari
apat persetujuan Direksi

(3) Dokumen yang terkait dengan proses pengad yang diterbitkan berdasarkan Surat
Keputusan Direksi Nomor: KN.006/2014 tentang

Jasa beserta perubahannya yang sampai dengan d
doman Pengadaan Barang dan/atau

dalam proses tetap dapat dilakukan sampai den
tandatanganinya Keputusan ini masih
n dokumen tersebut selesai diproses.

Pasal 42
Penutup

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketent
pada:

n-ketentuan sebagaimana dimaksud

a. Surat Keputusan Direki Nomor: KN. 006
Barang dan/atau Jasa Perusahaan;

014 tentang Pedoman Pengadaan

b. Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.016/2 17 tentang Perubahan Pertama atas

Surat Keputusan Direl<si Nomor: KN. 006
Barang dan/atau Jasa Perusahaan;

c. Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.018/201

014 tentang Pedoman Pengadaan

tentang Perubahan Kedua atas Surat
ntang Pedoman Pengadaan Barang

n

dinyatakan tidak berlaku la

Keputusan Direksi Nomor: KN. 006/2014
dan/atau Jasa Perusahaan;
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(2) Segala sesuatu akan diubah/ditambah sebagaim

ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
na mestinya, bila di kemudian hari

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusa

Direksi.

(4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh

Ditetapkan di Bandung

pada tan &- t 2020

a.n. Direksi
PT lNTl (Persero)

Direktur Utama,

Otong lip /,Y

I
No Distribusi :
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:01
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No Distribusi :Tanggal : n I

tampiran
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

,l

Format Standar lsian Prakualifikasi - Data Perusahaan ..

Format Standar lsian Prakualifikasi - Penilaian Calon M
Format Standar lsian Prakualifikasi - Daftar Tenaga Ahli
Format Standar lsian Prakualifikasi - Daftar Pengalaman

Format Standar lsian Prakualifikasi - Data Peralatan Yan Dimiliki Calon MUT
kerjaan Calon MUT

Format Standar lsian Prakualifikasi - Data Modal Kerja Y I Dimiliki Calon MUT
Formal Standar Pengajuan lnvestasi .........,........,.....
Format Standar Nota Permintaan Perikatan Harga......
Contoh Format standar PurchNing Requ,sition (PR) (Pri

Format Standar HaBa Perhitungan Sendiri (HPS) .......
Format Standar Usulan Cara Pengadaan (UCP) ..........
Format Standar Pakta lntegritas Perencanaan Pengadaan

Format Standar Surat Permohonan lnformasi Harga (RFl)

Contoh Format Standar Reguest for Quotation (RFQ) (Pri

Format Standar Syarat-Syarat/Ketentuan- Ketentuan (Ha

Format Standar Berita Acara Penetapan Pemenang.....

Format Standar Berita Acara Kesepakatan Harga .......

an Belakang RFQ)

Contoh Format Standar Purchue Order IPO) (Ptint Pre

Contoh tormat Standar Syarat-Syarat/Ketentuan-Ketentu

Format Standar Pakta lntegritas Pengadaan

n (Halaman Belakang PO) .

Format Standar Laporan Pemeriksaan Barang/Jasa (LPB/J)

Format Standar Rincian LP8/J (Halaman Belakang LPB/l)

Format Standar Berita Acara Uji Terima (BAUT) ...........
Format Standar Rincian Berita Acara Uii Terima (Halama

Format Standar Berita Acara Progress Pekerjaan (BAPP) ..

Format Standar Rincian Berita Acara Progress Pekerjaan (

Belakang BAUT)

alaman Belakang BAPP)

Contoh Format Standat SeNice Acceptance (5A) (Print

alon MUT

Preview)

t Preview)

2

3

4

5

6

7

I
9

10

1'1

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

24

25

26

27

2B

29

30

31

32

33

34

10.

11.

12.
13.
-14.

.l 
5.

16.
-17.

18.

19.
20.
2-l .

22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.

32

JJ

iew). ...

Prra
1.

)

3.

4.

5.

Lam

Contoh Format Standar Coods Recerpt (CR) Print Preview

Contoh Format Standar Reservat/'on (Print Pteview) ........
Contoh Format Standar Coods /ssue (Cl) (Print Pteview) ..

Format Standar Penunjukan Personil Pembelian Tunai ...

Format Standar Pengajuan ljin Pengadaan Tahun Jamak .

Formar JustifiLasi Pengadaan...........

Prakualifikasi Cdlon MiUay'r'endor............
Fvaluasi Performansi Mitra/vendor ... ...... . .

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga dan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Buf

n2
Aliran Proses

Aliran Proses

Aliran Proses

Aliran Proses

Aliran Proses

34

35

36

3B

on Niaga .................
Stock (Persediaan)......

u ]asa.... .. . .... .. . ... . . ... .Pemeriksaan dan Penerimaan Barang da

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIRE

DAFTAR ISI
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TAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREI (St

No
Edisi

Halaman

: KN.011/2020
:01
:2 dari 39

tnirt PT INDUSTRI TETEKOM
KANTOR PUSAT : It. MC

TE|,P.5201501 (r0 SAt.) 50

N IKASI INDONESIA (PERSERO)
H. TOHA 77, BANDUNC 40253
618 (8 SAt) ) F,!J. (O22\ s224637

DATA PERUSAHAAN

Telah diterima bundel data perusahaan sebagai kelengkapan atas
(Persero) dari :

pengajuan untuk menjadi rekanan PT lNTl

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
No. Telp/Tlx/Fax
Alamat Email

D€ntan xelend(apan sbb :

Bidan Peker

TDK
ADA

TDK
PTRLU

'1. Surat Perkenalan Menjadi Rekanan PT lNTl Dari Perusahaan Yang Bersangk!
2. Bio Data Calon Rekanan/Mitra Usaha PT lNTl (PIRSERO)

3. Daftar Pengalaman Pekerjaan/Cunomers List

4. Daftir & Pengalaman Tenaga Ahli
5. Daftar Peralatan yang dimiliki
6. Akte Pendirian/Akte Notaris
7. Akte Perubahan/Pembaharuan Terakhir
8. Surat KeL Dep. Kehakiman Untuk Perseroan Terbatas (PT)

9. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
'10- Surat KeteranFan Bebas lzin Tempat Usaha (SBITU)

11. Surat lzin Usaha PerdaSangan (SIUP) dari Kanwil Dep. Perda8angan/Kantor
Berlaku

Perdagangan Yang Masih

12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
'13. Tanda Daftar Rekanan ( TDR / SERL KADIN / Assosiasi )

14. Surat lzin usaha lasa Konstruksi (SluJK) untuk Pe.usahaan Jasa Konrtruksi
'15. Sertifikat CIQS ( Pekeriaan Jasa & MatterialOSP )

16. Surat Keteran8an lzin Usahalasa Pengurusan Transportisi (SIUPIPT) Untuk P(

Transportasi/Forwarder (PPJK)

rusahaan lasa

17. Nomor Pokok Waiib Paiak (NPWP)

18. Penqusaha Kena Paiak (PKP)

19. Referensi Bank Pemeintah Atau Bank Lainnya Yanq Dituniuk Menteri Keuanf

20. Ne raca Pe rusahaan Terakhi r Ya ng Telah Diaudit Aku nlan Publik/Perusahaan S ?tempat

21. Surat KeteranBan Dad Depaftemen Perindustrian Untuk Perusahaan Industri
22. Surat Penuniukkan Sebagai Agen Dari Prinsipal

I23, Surat Keterangan Keaqenan Dari Departemen PerdaganBan

2020

24. Bukti (SSP) terakhir

Bandun
Yang Menerima
PT lNTl (Persero)

iv. Pen8adaan Niaga & Mitra Usaha

NiP(

Yang Menyerahkan
Rekanan

D

No DistribusiTa ngga I rl I

Format Standar I an Prakualifikasi - Data Perusa n

Tidak dilampirkan bila tidak berhubungan dgn kegiatan peru n Bapaulbu

NO.

....)

f I T 1

-----T_----T--__l

T l l

ffi

---t

1
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Kode Mitra Usaha :

IDENTITAS
a. Nama Perusahaan

b. Alamat
c. Tlp/FarHP
d. Alamat email

2. KELENCKAPAN ADMINISTRASI ')
a. Dokumen Pendirian
b. TDP
c. TDR/SERT. KADIN/Asosiasi
d. SIUP/SlUJlvlUl/Sejenis
E- NPWP
f, PKP
g. Nama Bank, Cabang

atas nama & No. Rekening
h. Neraca mutakhir (audited)

i. PeranSkat keria (isian dilampirkan)
j. Sertifikat pendukun6 (f.c. dilampirkan)
k. Penunjukan sebagai agen (f.c.

dilampirkan)

: ada/tidak
: ada/tidak
: ada/tidak
: ada/tidak
: ada.ltidak
: adaltidak
: Bank......
:4.n..,.,,...
: ada/tidak
: ada,itidak
: ada/tidak

N ilai

adaAidak

Notaris:..
Berlaku
Berlaku
Berlaku
Nomor
Ditetap

Rp. Posisi Th

No.....Thn

Cab
No. Rek

KEAHLIAN PERUSAHAAN
a. Pengalaman Perusahaan (isian dilampirkan) ada/tidak

ada/tidakb. Pen irkan)aman Te Ahli (isian dilam
Total Nilai
Total Nilai

5. TOTAT NILAI (sb8 kertas ker,a)
6. STATUS

Penyedia Earang d4. BERCERAK DIBIDANC USAHA

Dipersyaratkan : ..

MITRA USAHA TE

atau/rasa *) dengan Kualifikasi :

dengan Spesialisasi Bidang

E TEKS I

Terpenuhi :

No Distribusi :Ta ngga I :

2. Format ndar lsian Prakualifikasi - nila Cal MUT

PTNITAIAN CATON MITRA TERSELEKSI (MUT)
BIDANG: PENGADAAN C DAN/ATAU ASAtnirt

Keteranean:

Mitra Usaha dengan nilaiZ........
Dinyatakan LUTUS sebaBai MUT PT lNTl

PT/CV/KoPe rasi* )

Direktur Utama

..................... 1...... I .........

laiMUT PT lNTl (Persero)

Tanda Tangan

hui/Menyetujui

Ka. Div^/ice resident.

Tim Pen

\ama

*) coret yang tidak perlu

1

tgl

Nomor file : ................



3 ndar lsian Prakualifikasi - Daftar Ten Ahl Calon MUT

DAFTAR TENACA AHTI N MUT

Catatan : *) diisi dalam jumlah tahun
**) Pilih salah satu (pegawai tetap/kontrak/On Call )

alr\rTl

,........ I ....... I ........
Yang Memberi Data

Jabatan

DIVISI PENCADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREI (sl

No
Edisi

Halaman

: KN.01 1/2020
:01
: 4 dari 39

Kode Mitra Usaha

I. IDINTIIAS

2. DAFTAR PENCURUS/TENACA AHLI YANG DIMILIKI

a. Nama Perusahaan

Data
No Nama

Sertifikat Pendidik tn Pengalaman * Status**) Keterangan

No DistribusiTa ngga I :

Nomor file : ...-...........
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:01
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Kode Mitra Usaha,I. IDTNTITAS :

2. DAFIAR PENCALAMAN PTKERJAAN I

a. Nama Perusahaan

Data

Pember Kerja Tahun Nilai (juta) Keterangan
Uraian Peker,aan

,
No Distribusi :Tanggal :

4 Format Standar lsi nPr i - Daftar Pe man Peker aan Calon MUT

DAFTAR PENGATAMAN PTKER CALON MUTtnirt

Yang Memberi Data

,a bata n

Nomor file

ttl

----T---r
Itl
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No
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Halaman

: KN. 01 1/2020
:01
: 6 dari 39

Kode Mitra Usaha

1. IDENTITAS :

2. DAFTAR PERALATATVSARANA KERIA UTAMA

a. Nama Perusahaan

Dala
Nama Peralatan/Barang

Merk Tip( Tahun Slatus Kondisi KeteranBan

No Distribusi :Tanggal : l

5 Format Standar lsian Prakualifi i - Data Peralata Yan Dimiliki Calon MUT

tnin DArA PERATATAN YANG DrMru CATON MUT

Yang Memberi Data

Jabatan

Nomor file

tsr

Itl

tl

tt----t---

I

ttl
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Kode Mitra Usaha : ..

1. IDENTITAS :

2. DAFTAR AKTIVA" MODAL KTR,,A / DUKUNGAN BANK :

a. Nama Perusahaan

Data
Uraian

Nilai (= ,Juta) Keterangan

No Distribusi :LTanggal :

m6 n rl Pr

DATA MODAI KERJA YANG DIMI KI CALON MUT

Yang Memberi Data

Jabatan

ta al r a an Dimiliki Calon MUT
at,\rTl

I

I

IIF
=

Nomor file : ...-..-...
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SURAT KEPUTUSAN DIREF

No
Ed isi

Halaman

: KN. 01 1/2020
: 0.1

: 8 dari 39

,] 
. JENIS INVESTASI

PTNGAJUAN INVEST

TAHUN ANGCARAN ,..

DIVISI/SBU

3. URAIAN BARANC/JASA INVESTASI

2. TAHUN INVESTASI

NILAI (RP)

dst.

. UniVL

. UniVL

Jumlah

Diajukan oleh

Ka. Bag/Manager I anggal Tandatangan

Ianqqal Tandatangan

Mengetahui/Menyetu jui

Ka. Bag/Manager ..

Tandatangan

Menyetuiui Pengelola

Anggaran lnvestasi

Ka. Bag/Manager T anqgal

Direktur T anggal Tandatangan

Menyetu jui

PERSETUJUAN DIRUTCatatan:

Setuju /
dila

Tidak Setuju
<sanakan

Direktur Utama

I No Distribusi :Tanggal :

7. Iormal Slandar Pengaiuan lnvestasi

NO : ...............

PENCCANTIAN
PENAMBAHAN
TEKNOLOCI BARU

1

2

3



DIVISI PENCADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIRE KSI

No
Edisi

Halaman

: KN. 01 1/2020
:01
: 9 dari 39

otf\rTl

Nama,/Spesifikasi Barang/lasaKode Barang4asa Satuan TNo

NOTA PERMINTAAN PERIKATAN

NO. dari .

lustifikasita

Div
Hal

Jumlah
Kebutuhan

TanBgal

Kebutuhan

rh : ........................................
gadaan Niaga dan Mitra Usaha

)

N tP. .........

Tgl.
Diterima oll
Ka. Div.Pen

NIP

Tgl.

Diajukan oleh
Ka. Div./ VP

tTangga I :

8. Format Standar Nota Permintaan Perikatan Harqa

Peruntukan Barang/Jasa Niaga sebelum PR

Proposal Harga untuk Tender

Barang/Jasa Non Niaga sebel'rm PR

Barang/rasa untuk Kontrak Harga Satuan

)

No Distribusi :



: KN. 01 1/2020
: 0'1

: 10 dari 39

DIVISI PENCADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIRE KSt

No
Edisi

Halaman

No Distribusi :

JTanggal :

nth Format Standa r Purchasin uestition
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DIVISI PENGADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREI (Sl

No
Edisi

Halaman

:KN.01 1/2020
:01
: 1 'l dari 39

HARCA PERHITUNCAN SENDIRI (HPSiOI

Nomor :...-....,.................
)

REQUESTED BY
PROJECI ID
TCL. RELEASE PR

Material Short Text Item Satuan
HPS

Qty Unit
Total
HPS

Reff

RAB

Refl
Lainnya

Keterangan

NIP.

Diajukan oleh

Jabatan

T91......

NIP
.... Nama 1e1as............

Ditetapkan oleh

Jabatan

I No DistribusiTanggal :

BARANCTASA : Niaga I Jasa I Biaya Project

No. HPS : ..........

Keterangan : Referensi Harga satuan didapat dari

Currency: ..

JUMLAH

PAJAK

TOTAL

alnrTt

Purch.

Req

i

.............. Nama 1e1as............

10. Format Standar Harga Perhitungan Sendiri (HPS)



DIVISI PENCADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIRE KSI

No
Edisi

Halaman

: KN.01 1/2020
:01
: 12 dari 39

a
tr\rTl USULAN CARA PENCADAAN (UCP)

Nomor

REQUESTED BY

PRO'ECT ID
TCL RELEASE PR

Short Text Purch.Req Item auantity Un Satuan HPS Total HPS

Justifikasi UCP Kode Vendor Nama VendorJenis UCP

NtP.....

Diajukan oleh

labatan

NIP
.............. Nama ielas....

Ditetapkan oleh

Jabatan

I No Distribusi :Tanggal

BARANC/JASA : NIACA atau NON NIACA *)

No. UCP .............

JUM

TOT

Currency

H

Material

.............. Nama lelas ............

rgl.

11. Format Standar Usulan Cara Pengadaan (UCP)



DIVISI PENGADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREI (st

No
Edisi

Halaman

latan Tandatangan
Pihak Fungsi

Perencanaan Pengadaan
Nama ja

Yang mengajukan HPS

Yang menyetujui HPS

Yang menetapkan HPS

No DistribusiITanggal :

12. Format Standar Pa

Kami yang bertanda tangan dibawah
pengadaan:

Perencanaan aan

PAKTA INTTCRIT

ini baik sendiri-sendi maupun bersama-sama, dalam rangka

ln

Nama Proyek / Prol'ect lD
Nomor PR

Nomor HPS & UCP
Unit Pemakai

Dengan ini menyatakan bahwa Kami:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.

2. Akan melaporkan kepada unit kerja terkait dalam p
berwajib/berwenang.

3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tu
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan d

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut
peraturan Perusahaan dan atau perundang-undangan yang

n intern dan atau pihak yang

secara bersih, transparan dan profesional
PAKTA INTECRITAS ini, kami bersedia

rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan
aku.

: KN. 0'l 1/2020
:01
: 13 dari 39



DIVISI PENCADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA

TAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIRTI (st

No
Edisi

Halaman

: KN.01 1/2020
:01
: 14 dari 39

,] Harga
Satuan

Total
Harga

Target
Delivery

No
Kode

Brg/asa
Uraian Barang/lasa ab/ Satua

Jumlah
PPN 1O%

Total

No Distribusi :ITanggal :

13. Format Standar Surat Permohonan lnf rm iHa RFI

lnformasi harga dikirim ke

PT INII (PERSERO)

DIVISI PENCADAAN DAN LOCISTIK

Jl. Moch. Toha No. 77 Bandun8 40253
Tel : 022-520'1501 Ext .......... / Fax : 022-5224637

PTRMOHONAN INTORMASI ARCA/
REQUEST TOR INTORMAT N (RFI)

TanSgal RFI

No. RFI

No. PRYNPPH

Permin n informasi harga kepada :

PT/CV

tl. ......

Tel : .......

Up. Bpk/l

... I Fax

Mohon dapat diinformasikan harga terbaik berikut syarat pembay

rincian barang dan/atau jasa sebagai berikut:

RFI dikirimkan paling lambat pada
tanggal

A. RINCIAN BARANC DAN/AIAU ]ASA

B. KETERANCAN

Syarat dan ketentuan lnformasi Harga akan disepakati

menyampaikan syarat dan ketentuan perikatan

Proposal Harga.

a. n.

ran dan waktu penyerahan terbaik dengan

ua belah pihak setelah Calon MITRA

Barang dan/atau Jasa pada dokumen

PT lndustri Telekomunikasi
lndonesia (Persero)

ivisi Pengadaan Niaga dan Mitra Usaha

(Nama lelas)

.Jabatan



DIVISI PENGADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

No
Edisi

Halaman

: KN.01 1/2020
:01
: 15 dari 39

Tanggal :

14. Contoh Format Standar uest for otatton R nt Previ

r,r rrdunrt l'd.ronunil.riln.lor.!irlP.B.ro) S$rnr ()r:rhI sdril.rt.(-\'
Jl. Crlyr tl'rl aojon! S6nx A-ll

ItrJ\Jrutr hrrur J,Ltrtrn r'r\ \.

REQUEST FOR QtTOTATtON

t)t\ tst PI:\(;AD{ NIAGA DAI }IITRA ('S HT

ll.02 2020

t0sr)21265

I

rmRfQNo 2 r00030tu6
P4c I I of ll

bt INMANDAANI. l3 02.2020 l2 07:12

I'IVISI PINGAD AN NIAOA I)AI.i MITRA USAHA
rl M6d! Tohr Nd 77 a$lD!

l(d sd qu{rd lq ! u !.r Fie. Nlu.hI! rm of Fyld rd .tl*E} oB rd rllfu

Drrs xar6 t60rllE-rt m : Et i 0.:! o)

lla N.trul : Ih.. Du X.nq YTf,

'K.ltnt@ @ SE!e! 8!a lradi! Ci tBIlrd! brl,alrl ioi
(nh.6 tn lt Condnion RfQ 3 lEl nd fiis poAc

E!!
POII

LAMPIRAN I
suRAr KrPUrusAN DtRr+st

7,^.a8,84

No Distribusi :

tnirt



DIVISI PENCADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

T
TAMPTRAN 

I

SURAT KEPUTUSAN DIREI(SI
L

No
Ed isi

Halaman

: KN. 0.1 1/2020
:01
: 16 dari 39

I No Distribusi :Tanggal :

15. Contoh Form ntu an -

KETENTUAN OAN SYARAT QUO
YAiIG DISEPAI(AIIOLEH INTI OAN CA

PERSYARATAI.I KELENGKAPAN DOKU EN PETIAWARAN

Calon VENDoR harus meengkapi oi,otal,ort derg3i p€israrilaf aJrnr,
sebag3 beri(ut

Perlsahaan dan perubahannya (apabila ada) ya[g diren

tras telnrs sens harEa (dalam 1 (salu) bertas)

v'. la
.:,

8ep n

Halaman Bela n

(11 I

tahun terakhia KTP llrnluk Perusalaafl non badan huki,ml dao Sur c
b. Ivelampirlan copy setufikal Xualitas ala; larang yang ditawarian Coo Otqn) l3

CaM \C,onifvale of Marufarl,-re) irta baranq yaog ctasaftan adalah asai iDar guill uP)
c Melampfian brcslrr (nformas d€la,l stesrfikasr unlu( Bara{.g

Petrerlaan Jasa yaog dtasarkan
d. M€lamprkan dokumen peflunjang lainnla yang cipersya,atkar dalam i'r "

\2)

{3)

(4).

Semua pe,syaratao olotalo, bergfal mulak {rnaroalcryi oan Ersifat
harus dipenuhi caloo VENDOR

ouot€lio, dibual pada kenas dengan (op surat Perlsahaan VEND

kewanangan. b€meterar cuhup Can dibob!hiaap Perusahaan vENDOR

lgugurkan, sehiigga setap pe.Sya.atafl lersobul

dil+a lapgalr oleh pejabal yang mempunyer

PSIOE dengan mengulangi penggunaan referensi

valir4, HPgOE harus mendapal oeG€tquan dafl

Sampul Quotalon harus dbuat dari kertas pclos tidal lenrlus ganoano

lNTl yang menandatanoanr dokumen RFQ.

Dalan o./olalon Calon VENDOR harus me0cantuirkan ra.!(a lvalrir ya penawaran harga(5)

(6). yang tertera dalarn ouotal.or, sudah termasuk

E

ditulukan kepada oivisi Logrslrl PT lNTl(Feisero) Jl Moh Toia No 77 Band

rkirrm via surat tercatat oleh calon VENooR yang

r1g.

l2l. Ouolalion beserta lanprran-lamprrannya yar! drleiinra oleh rNTl driuar

lersebut tdak akan dilakuMr evaluasi
tvaktu yang €lan ditetapkan maka atas SPH

Harga yang ditawdkan harus drlengkap dengan harEa salum dar toial h

PPN 10% (sepuloh pelsenls€na pajak ajak la,nnya

(3)

(4)

Setelah ouotatDn diterima oleh lNTlmaka akan driakuka. evahrrsi alas yaratan Quolalion

il evduag alas persyaralan Quolatronl

kura0g dad 3 {tiga) p€sena ata./ peserla yang memenuhL staral k,rrang 2 (oua), atau

b Dalam pengadaan meng€unakan melode seleksi l6rba'.as/Demihhan ng, lNTllrdak menerLma dokumen ouolalion.
c. Seluruh penawaran harga dalam Oi.rotattu, calon VENDoR vang masui ad! vang lulus evaluasr admnslrasidan teknrs

d Seluruh p€nawaran harga dalarn o(platon calon VENDOR ya,rg masuk
(HPS)/Of,ner Esi,imrlio, (OE),

e oalam hal hurul (d) Pasal in, tedadidapat dilalukan evaluasr lerhadap
yang sudah dilalukan danlalau monambdlian releaensi bafi.J Jr$tiikasr
peiabal yang De.wenang.

lebih trnggi oan Harg? Pedlitungan Sendin

(5). Penetapan calon VEN0OR yang monjadi pernenang oloasarlan xepada ,yang mamonuhr syarat adrninislrasi. teknis,

se(a p€rsyaralan larn yang d etapkan dalam

Rencana Keda da. Syaral.syarat (RKS)/Ien o/Referen.e (TORI

(1)

{2)

(3)

KETENIUAI{ LAIN.LAITI
Dalam hai RFO dilengka0 denga0 dolumen RKSTOR maha gelsyarataf mengac,r pada dotumen RKSToR

Barang alau Jasa ya0g ditawafta! dalam prcses pembuaruan can alaii rJel

lNTl befiax rnernbatalkan Pengadaan hiapabila hasil evaluasr dan Quol
yang be.laku dilNTi.

aCa

ya telah msn8nuhi K3L

mem€ouhi p€rsyarata kebotuao

ftaN
'ii N!oR

-F

)



16. Format Standar Peneta n m

BIRITA

Pada hari ini .................... tanggal
bertandatangan dibawah ini :

PE AN TNANC

........ bulan . tahun , kami yang

1.

2.
3.
4.
5.

Namaproyek :.......................
lD Project , ............................................................
NomorPR :................................................,tan99a
NomorRFQ :................................................,tan99a
5PH/Quotation, dengan rincian sebagai berikut :

a. Harga Penawaran masing-masing Mitra sebagai berikut :

i. PTICV............--
ii. PT/cv............--

PT/CV..............

b. Calon Pemenang Pertama adalah sebagai berikut:
PTICV ..............
Harga HPS Rp

Tanggal Delivery permintaan User
Tanggal Delivery usulan Mitra
Term of Payment usulan Mitra
dst (jika diperlukan hal-hal lainnya)

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemenang Pen aan Barang dan/atau Jasa untuk Proyek :

...................., adalah sebaga berikut
,] . PTICV

t.

ii.
iii.
iv.

vi.

DIVISI PENGADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

TAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIRE

No
Ed isi

Halaman

:KN.01 1/2020
: 0.1

: 17 dari 39

No DistribusiTanggal :

2. Harya Barang dan/atau Jasa dengan rincian sebagai berikut:
a. , harga

, hargab...............

d. dst (sesuai item)

3. Target Delivery Barang dan/atau Jasa

4. Tata cara pembayaran

5. MasaCaransi/Jaminan

Berita Acara Penetapan ini akan ditindaklanjuti dengan penerb

dan Mitra Usaha.

PO/Kontrak oleh Divisi Pengadaan Niaga

Diajukan Oleh : Ditetapkan Oleh :

Nama Jabatan Nama labatan

Catatan : Format standar Berita Acara Penetapan Pemenan8 inidapatdisesuaikan tan kebutuhan teknis pengadaan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



DIVISI PENCADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

I.AMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREI I

No
Edisi

Halaman

: KN. 01 1/2020
:01
: 18 dari 39

PT INDUSIRI ITLEKOMUNIXAsI INDONESIA (PERSERO)

D $rlil' ol.h
labdtdn
s€laniqtny. disebut lNIl

PI/C\ | .

Diwakiiio

sclanistnl

HARCA SATUANURAIAN EARANC ATAU ]ASA 5AT QTY
KESEPAKATAN KETERANCAN

UMLAH
,PN 1O%

OTAL

]UMLAH
PPN 10%
TOTAL

No Distribusi :Ta ngga I

17. Format Standar Berita Acara Kesepakatan Harea

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI IN rsrA (PrRsERo)

BERITA ACARA KESTPAKAT HARGA

Tanttal

Waktu dan tempat negosiasi

Pada hari ini ............. tanggal benempat dibulan...._..._...

, telah diadakan ne8odasi teknis,

,, tahun ...,,............-..........-.......

waktu penyerahan dan pembayaran

ll. Pihak-pihak yant mengadakan neSosiasi

I ienis pekerjaan/pembelian dan hasil negosiasi
'1- HaBa

2. Perikatan pengadaan
3. Tan8gal penyerahan
4. Tempat penyerahan
5. Cara pembayaran
6. Caransi Baran8/lasa
7. Lain-lain

a.n. MITRA
PT./CV

a.n. lNTl
PT INDUSTRI TETEKOMUNIKASI

INDONESIA (PERSERO)

(Nama lela$

Jabatan

(Nama lelas)

Jabatan

Catatan :

Forrnat Standar Berita Acira Kesepakatan Har8a dapat disesuaikan

ttl

| r ]

_l

_
I

I

I

f--r--TT-
I

l

kebutuhan teknis pen$daan.



DIVISI PENCADAAN

NIAGA & MITRA
USAHA

TAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIRE I, I

No
Edisi

Halaman

: KN.01 1/2020
:01
: 19 dari 39

No Distribusi :ITa ngga I :

'1 8. Co hF S ndar Purchase Order PO Pri t Preview
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Icrn.rl'rrn 1,.^.r.rn tl..^.r.t
I'l l rlBrri l.l.lornrniLri lndonNi.
J l. \ lt( h. fohr So, 77 X.l. ( i!.rl.rt. X... R.!ol B,.dcu {,15.}'ItI .61'l:-5rlrlSol .

l r fiir.l t..\.hr \r.!rrl
6 rlqr (ti,!rr llrl'\'lorrr

r rrr. \.rirrn hJ,rrF J !r 
'n'r 

&\Srn hr\ &, J,trh'ts J.n8e

I' s
s

I'r - r.drfit l.l.lor$ild &no.n.
\Irr ?or,orr.6:t,J.oIr.ne0

:' l' ( 
'lsrlUt\( n$ai t! w rr,lil

o

o

mrhiAr\i lndon..i, ll'"^.rtrr
ll!(ir bt l\ltd, \.nior
l'l l{ir.l B.hrrr \r.i.tr*l

LjqlE !l:.S!!



DIVISI PENGADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA

TAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREI st

No
Edisi

Halaman

: KN. 01 1/2020
:01
: 20 dari 39

No Distribusi :Tanggal :

19. h Format Standar arat-

SYARA'I, SYAN T](TIEIIUAN-Xf ItI]IUAN
YA'{G 0rS€rAX-A'r }air 0lr vEloof,

an Halaman Bel

12

A PEXYERA8AN JAT PTIIER TAAI AARANOJASA

h.* e3@ dhoro !d!yeta. drrdr PO m' yro d'buttt

cq ia!€r$an- vEI'ooil d*srr6 srie se d..oa

t &:bll BraB Cw?ra J&.t- ay.r '.r P*J fl drrlat ol, r{Tl ra@ rid.l s$, rrE d6nu.i dran PO .' rEta !€|SOR f,46
Fp.rbdlt mr$an,!a?ror&.EMlrid.1 rmbj Bras J-r rr!.bln pdr! bh6.:5 rls, !'n 

'g 
dr 6.tgd P*6ks &elh vEro(x ri,*

*nd* f.do nrr!u'l^ 36.r k r!. ara B.odt r*'

Yaig oru\qc lr'!96r p€nyaarEi a& Ei$, dna.. &r.ru drrauu &ia Beh d{eft. d.6 ,iTt
J.ntr 6ood i..eS iGRr sore ,.ddo/r. lSAl
\tiJOOrl uoat l.p3: mnb.'da !-4,rt alr! 5m, a7.r! fia1a i.s tr! |'rna d.& m
{.-'6 l)na n& t s{.i! S{rr$ D& 0[N0Ar 04* pO n
Fddi'rBr 6id! danat u Jrs hanya d'LlJlJn $r{a f,+ hn tsr. t?tu 'l Snn f,! Ju{ rr. PLkJd
8;d9 ;an/alru Ja$ ,.rig dr(Ddi*.hrr !€NOO r, linal^drpd uii yaig dL^U rNIl d€i

r*Tl y.nO drht .nCt ttr4PO rrr Fl'B nrri !.60
l p€nb6yi'& ldeklai .a.bn irrrffi Fnr9ru. di.r., r.{r!o da t'.r, oi.r' trg.r v6l{.e

I >entlrvda a€. dh.s.-r, relrr ri.r ar brr.r !tro rt ! lC vEllDOR h{er @y.br.a
*Faqrai r.!.n: &i{rrrg o€h vEiofi :r il/ oPEttt$, de!& 0L liqh,

! -ocr haloa Ba6i d.to.E J@ l6ah i.Nur p3B\ p3r* bd rcieB dai be*be. &nta .anrl,

!ff 4rah yag nMeid,lrn EFdiya ,..re@ rae a3! r.Hs.ll ,61ys.nI l-rg
lda dalil d Id ft ol.t lNTl

r \TENOOR Glbeo.rrr, lNTr rl, ,J. rrnr$ *o.!E 1116.1 6 p.alat i n, tc y5 iEhloJat

IfTIOOR 4eteod3. r{T 6 .Srr rd!b. aO.an !.r Jr@pu^ raq miSrn hlto *
€natuk ru*atui J iEda r6r$dhn
&3l a r rn ata! rst"l an& r.te. soroaf dirr3Ld ay, i.r P&. n d'llbu*, olefi

r.B.aadn 6a.! ssr eo JE E so!, l.l.p der n p.i!!dr2n &n 
"Eladr 

n* lf{Tl

\.! \ir€r-b.Ln ,6}crr1- au.g dr a1r!]& fb.gaEar. leah r.il.'|.. dahn p0 ft NTr
tPN FrJi r.1 6o h.i eicnnEb.tan
CM !. iJrg... d., klr.lE ts lF6rln l*,h $r* .!a rdlh tv oElann 

'! 
da ii{,al

-,l.tM.66r gr,9r Fl! dirtit . d.h:Nn

al.L !ada./!dnoa!a.oarli o.t vtNLrOn mlen b6rre hisd

&.di *b.e. l\ le! Fmo drr oki PO rtctus

B.rdE d&'ta! Je y-O lE@hn.,aLto PO d.nor L'99a1
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t No Distribusi :Tanggal :

?n toh Format Standar Pakta ln itas

PAKTA

n

POII

POI I

BA\DA!.A AIICKASA PUR.A. II

AGA DAN MITRA USAIIA

ldja reftait mului dei p€nyrapan.

ini. Iami bel!.di! dikcn*rn s.nksi

FBILm Pco$en &! at.u

I!!

N,m ProFk / Prcj.d ID

SBU

P-t8001t.@1.07
1000023140

DIVISI PENGADAAN N
4100041011

'mgdhlr 
r.gila lctlmp@ de 

'ontbcr.bF 
cd optiul unll llmb.rita

pel!kr.n.!n. d!! Fny.l6!i.n Fng.d..i blr.ng bi:
4 Ap.bil& Lrmi mlenSgar hal-hll )rng tclah lami .yat tlr d.Lh PAKTA

m6l. strbi sdtrininBi *rrr ditutrrur !!lri tuBi dm pi.b@ sui d.nta
perurd.rt-udmsa. )t,s b.rlatu.

f!!l:! Pen6dr.n lEr

d..8rn ini nBFlltd bohh Kmi:

l. Tid* akin mchlulm pEh.t K(N:
2. Alotr mlsporLd t !..!t unn tdj. t.rbn .bl6 p.nsi*@n intm dd !t!u pih.l

.dr indikBi d.t/(su bukti+uhi KKN dt dd.m pro6$ pcng.daan irii
b.*ajibrt.B.Mns apabila menraahui

l. rrrbm F*s petr8rd@ i.i. b.rjdj, lrr Ehla.l@ tugis seon b.rlih. drn profdbflol d.lan rni doi

Yang menet pkln RFQ

Nlltrdvcndor

FromPONo.4l000{l0ll
P.€c Jl of I I

Print d By : PNMANDAAN2. lE 01.2020



DIVISI PENCADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA

TAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIRE I

No
Ed isi

Halaman

: KN. O.l112020
: UI
: 22 dari 39

Ta ngga I No Distribusi

21. Format Standar La ran Pemeriksaan Baran asa PB

B a nn I Nla?o/Xorr-\iaEo
laso Nlata/No'-\iego

o
LAPORAN PEMERIKSAAN

I. IttITI : PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI TELE(OMUNIKASI
77 Eandung, dalam hal ini diwakili

Pada hari ini ....-,,..,.. lrrggal
bertandatangan dibawah ini :

Nama
labatan

Dengan mempertjmbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Nomor Kontrak

Nomor PO

Nomor AMD PO

Nomor Surat MITRA

INTI en9 a isaksikan oleh MITRA telah meld d
d iki m/di laksanakan oleh MITRAfl

JASA LPB l

bu1an,,,,,,,,,., tahun .,-, kami yang

di .........
am hal ini diwakili oleh:

.-, tangg

............, ta

akuka n pemeri n atas Barang atau lasa Yang telah
DAPAT DMRIMATNOAK DAPATdengan hasi BAIK OAN

2
3
4
5

DITERIMAT'), rincian hasil pemeriksaan adalah sebagaimana dim dalam rincian LPB/I ini

AN K3&L / TIOAK MEMENUHIBarangrasa yang diserahkan MITRA kepada INTI (I'IEMENUHI

KETENTUAN K3&l- / IDAK PERLU PEI''IERIKSAAN K3&L *)

La pora n Pemeriksaan Ba ran9 atau asa n b!at dala m rangdi

n yanq ma s€tela h ditandatanganimem pu kekuatan huku m 5a

Pihak u k pet9 sebag IMana mestinyantu dapat di UN aka n

a.n. INTI

Jabatan :

. On,Jitu.i LPAI asli I Oiang dan U .a ), l PAilCopy: Oal Den, Un %naldi

. 'l.ors y,r8 tidrl< p€.iu

2 (dua) asli yang masing-masing
dibubuhi cap perusahaan oleh Per'

a.n. MrTRA

l batan:.,....

22. Fotmal Standar Rincian La an Pemeriksaan Bara a5a Halaman Belakan LPB

LPB/I

Nomol i ...................,....
I TI



: KN. 0'1 '112020

:01
i 23 dari 39

DIVISI PENGADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIRE

+.
I

No
Edisi

Halaman

sNo
Mat'l/Service

Number
Uraian Barang atau Jasa at atv

Hasil Pemeriksaan
Oitolak

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

No Distribusi :ITanggal :

I-PB,/J A a.an E N ldg d/Norr-\iaEa
Jo\a Nlago./Non-Nloqd

LPB/J Nomor

PEKERJAAN

Catatan :

Pctug.s l'emoriksa/Pcngrr ji rlari lNTl

lal)alan:

. t>t.t \ t t PB/l ani t Ctudary| <lan Mnn ), t PEll <'.tt v : l)al Daah, t tntt

. , , t:oat yanq ti.lal pe.lu

./20.

Petug.rs dnri MITRA

batan : ...



DIVISI PENGADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

No
Edisi

Halaman

: KN. 01 1/2020
:01
: 24 dari 39

No Distribusi :Tanggal : I

RAAT Z *on,at nuro
Z Ma,.tiol Non Nio$

tnjrt EERITA ACARA UJI TERIMA

Nomor : / /BAUT/

Pada hari ini-....tan88a1,,... buhn......tahun.-........... l(ami yant tin8an di bawah ini

PIHAX
KTSATU

PT INDUSTRI TII.EKOMUNIKASI
Mochamad Toha 77 Bandun& dalam

labatan

(Pers€ro), berkedudokan di lalao
li oleh:

Penerim. Pelcriaan

. PIHAK
KTDUA

kan di...........

Pcn)€dia l.r.

Pr......................................................., berkedu ., dalam hal ini

pemen ksaary'pen8uiian atas lala Pekeriaan

/Penguiian yang tercantum pade

diwakilioleh:

Nama

Jabatan

hmpiran BAUT ini.
2. PIHAI( XIDUA telah menyelesaikan s€luruh Pekerjaan lasa

Eerdasarkan Kepada :

1. NO. KONTRAK
2 Nmd Purhe O.rler

DenSan Lni Para Pihal menyatalan sebaSai berikul:
r. Pltl X XISATU den8an disaksikan nH^l( XTDUA telah melaku

/M erial yant telah dilakukan PTHAK XTDUA dentan hasil

s€suai denSan PO / KON]MK tersebut
diatas dan menyerahkan selurLrh hrsil pekeriaan dimakLid sesuaida
XISATU.

persyaratan di PO / Kontr.k kepada PIHAX

Demikian Eerita Acar. Uii Ierima ini dibuat dalam ran8kap 2

kekuatan hukum yant rama s€telah ditandatan8ani dan dibubuhi cap
dapat dipergunal€n seba8airnana m€stinya.

a) asli yan8 masing'masinS mempunyai
oleh kedua belah pihak untuk

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

xoMUNTKAS| |NDONtstA (Pf RSTRO)rt PT.INDUSTRI

IABATAN

23. lormat Standar Berita Acara Lji lerima TBAUTt

halini

TBI;

TBI;

TAMPIRAN I

suRAr KEPUTUSAN DtRE+S|



DIVISI PENCADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

TAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIRE

No
Edisi

Halaman

: KN.01 1/2020
:01
: 25 dari 39

Hasl Penguibn
Sat QtvNO umbn Jasa/Pekerlaan

DIEJ,"iiEI Daobk

I

2

3

5

Tanggal : No Distribusi :

II

E@

24. Format Stan Rincian Berita raU i Terima H Belakan BAU

BAUT t'lorEr

PROJECTID

...........1 A........ IBAUI 1... .170

Petugu dari MITRA Petugas Pe riksa/Penguji dari lNTl

labatan labatin

4.

)

ffi =

=
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NIAGA & MITRA

USAHA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIRE I

No
Edisi

Halaman

:KN.0'1 1/2020
:01
: 26 dari 39

No DistribusiTanggal :

25. Format Standar ita Acara Pe n

berked

P

Mat ial Non Niaga

a
lrwTt EtRITA ACARA PROCRTSS (BAPP)

TAHAP : .......-........-.

Nomor : /P1,..../aAPP/

Pada hari ini.....tan&p1..... bu|an......tahun,..,.......- kami yant tan8an di bawah ini

r. tNTt PT INDUSTRI TETIKOMUNI(ASI I
Mo.hamad Toha 77 Bandun& dahm hal ini kilioleh

(Persero), berkedudukan di Jalan

Pcnerima Pelerjaan

n

Nama

labatan

II. MITR.A kan di...........

P.nFdir r.5a

. dalam hal ini
diwakili oleh

Nama

labatan

Berdasarkan Kepada :

1. NO, KONTRAK
2. Nomor Purchase O.der
3. Nomor Sural MITRA

Tgl

Denpn ini Para Pihak menyatakan sebagaiberikut:
lNTl denFn disalGikan MITIA telah melakukan pemeriksaan/penguiia
:-...........-yahg ielah dilaksanakan oleh MITRA denSan hasil (BAl(

dan Penerimaan Progess Pekeriaan Iahap
DAPAT DITTRIMA / TIDAK DAPAT

lampiran BAPP ini. Eerdasarkan BAPP ini

T

T
8l
gl

DITIRIMA)' rincian hasil pemerikaan /Pensujian yang tercantum
MlTnA dapat melaksaneken penagihan pekeriaan Tahap :........ .

Demildan Berita A.ara Protress Pel(eriaan ini dibuat dalam ranslap 2

kekuatan hukum yant sama setelah ditandatantani dan dibubuhi cap
dapat diperSunakan sebaSaimana mestinya.

a.n lNfl,

JAEATAN

asli yan8 masin8-ma5in8 mernpunyai
oleh kedua belah pihak untuk

JABATAN

(

a.n MITRA.
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No
Edisi

Halaman

: KN.01 1/2020
:01
: 27 dari 39

No Uraian Jasa/Pekerjaan Sat Qty
Hasil Pemeril(saz
Diterima / Ditola

1

2

l
4

l No Distribusi :Tanggal :

i
26. ar Rincian Berita Acara Halaman

INTI

BAP

BAPP A u*,rt nioro

a Mer.risl Nor Niasr

EAPP Nomot
PRO'ECT ID

: ........ JPt......"/BAPP/............12o.

YanS Menyerahkan dari MITRA

NIP

Petugas

Jabatan
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No
Edisi

Halaman

: KN. 0"11/2020
:01
:28 dari 39

No Distribusi :Ta ngga I :

27. Contoh Format Standar Se rvice Acce

tnirt

nt Previ

PI li&.r.i -rrlton'lalGi l.dtrtrria. r?.rrr.trl
.11 ll-'t Inhr ?r A{llarn! Ml
Irl, , ril-lt-a&lllll I rr, :14., ltll
l.lr. : '61-rl-ttl,l.r? I.l D\ I'rart..1:t

\lll'R.r,\'l:\ D()R

Agt y lrrrtnllrd. ll
r|{n ClLE !'*r Lr la ll ti.l{ l.

rlltl8lua$Ilr}.i
sl-Rl tCf S( CEf L\ltCt

1l lxol il .,r i' lil rI r)rl\\ \!\\41,1\ll rl'\I1\

! ls lry6.- DE h' (rs
lol til L.Bd n{-

,r ?rryrnltIl ltanltr!l.np{l, nrlr
.,, P.(Iin rl I 1ar Pt I! I .tlpur, }rJ
t-r5r Angnrut lrr,r n l\fl

.\.n 7l l*llrr.l I lnrlor6lr (?.fi.'l,1

*..rhd Br .

li!. !.drr

?t llqrl:
Dr AlEDlLDtrd\ ::!1.:ol. lr-t.: st
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No
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Halaman

KN. 01 1/2020
01

29 dari 39

No Distribusi :ITa ngga I

28. Contoh Format Standar Coods Recei

atTl

PE\ERIMAA\
GOODS RECEIPT (G

}IITRA/VENDOR

.\.n IYltrrA'endor

r0r27
Mn Gt h3 lnri Ut8m. PT

Jl. Moch. Toh! No. ?7

006/SAB.MG/tlll
t0l CR tor pror(r srct

T-i2000t.00r.01.02 LTmo 20 t2 sP,{6

0Ol /PLO3/LPB4/03 I .ll)52ll l
r.200@

C Prin

PosrinsDarc :0l.0l.2oll

P'I lnduslri T.lekomunik''i Indo!.rir (P€nero)
Jl. Moch Toh.77 Brdung a025l
Tct. : +62-22-520150I Ert : 2150.23.11
Frt. : +62-22-5224637

0 )l
0001

600049 t

600 801

Cable Tr.y wirc M.sh ?0x I ocM

Ciblc Trry Wirc M6h loiloCM
tV

A.n PT,I T€lekomurikiri Irdoncsl. (Pcfiero)

Juhrn
Kr Bie ,l8 & Dist

l2A,,

I]AJ

Dls.rahk.n olch /
Submittcd Bl :

Prgctlofll

Prirt d By: SAPBASIS.06.05 201I l0:08:m

: 5(x)Ux14679
:4l0O0OI19S
: looo(xll985
: 50fiX)O46?9
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No
Edisi

Halaman

KN. 01 1/2020
01

30 dari 39

No DistribusilTa ngga I

29. Contoh Format Standar Reservation Print Preview

PI hdrrtri lel*oElllltt'l Ldorctir (Prr!..o)
Jl. ]lo.h. Toh Io. 7? K.l. Cter.leng K... R.tol B.rdu!8,a0133
'l el. +62-2r-5201$l
lr\. +62-17.320,/1/

PtRlUIr-TAAN PENGEL
RESER\"4.TI

llrn lllrt.rhl txr.rlgrion

Al&nd Kirin'128\l - Cd PT lNTl Prod

l2CK - gd PT ltTl \

I I I -TF trft *irhio phnt

CM LT.4 PI INN BANDUNC

AP, NUR RIDJANTORO

0& E0B4q)55
PIC Kirin
l.lpm.il

0001 250l5l9 Snnr PO!

m02 lsm?m X.Irr G.rrrd SMART MPOS lPml

PO Numb6
Almll Pdginmrn

Dc Dt&
R.qnt Dd.

R.s.r!!rion :0000069530

AN B.{RANG

Trrd
\rBS A.rl

24t Un_

24t PC

P-1700t2.m2.01

H- l7m22.m r .01

T,2mO0.mt.ol

T,2m000.001 .01

MBOS TELKOYSEL

tr.3rt

Stol.8c Loc.tion

: U.o22020
r 0,1.02 2020

$BS Tuiurn
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Halaman

: KN.0l1/2020
:01
: 31 dari 39

I No Distribusi ;Tanggal :

30. Contoh Format ar Coods /ssue CIn Pri L

tnirt
PT Iidurri Telekomudk !i lrdon€ir (PeB€ro)
JL }loch. Tohr \o.77 KeL Ckcr€letrg,IGc. Regol Brrdutrg40253
Tel. : +62-22-5201501
Far.. 1{2-27-5202/l.41

19.07.2019

19.07.2019

4900015541

PENGELIIARAN/PERPINDAHAN
COODS ISSUE / TRANSFER

I 2AV , d rt.INTl K-2

915 - cD dclivciy project

0000000000

0t0 6@5535

020 6004520

Antem Ha4 Pon TDQ l62020DEI-65t

ANTTONGYUTTB.
E0901 7/ I 820 I 7/l E20l 7DE65F

30,00

r0.m

SET

SET

Receivcd by

T- 19n009.00 l .0 r

lssued by PT. Telekolnunikrli Indo.e!h (Pcrrero)

Froh CtI No. 4900035J41

Pt8! 0 of ll
By BBURSMATMAN, 19.07.2019 l0: l2:l I
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SURAT KEPUTUSAN DIREf,

No
Edisi

Halaman

: KN.01 1/2020
:01
: 32 dari 39

No Distribusi :Tanggal : )

31. Format Stan r Penun ukan Person il Pembelian T

PENUN,|UKAN P

PENCADAAN LA

NIL

SU NC

Meruiuk Pasal 12 ayat 12) atau Pasal 13 ayat (2) Surat putusan Direki Tentang Pedoman

benanda tangan dibawah iniPengadaan Barang dana tau Jasa Perusahaan, kam

menuniuk:

Nama :...........................

NIP

JABATAN ;...........................

UNIT KTRJA

Untuk melaksanakan PehSadaan BaranS atau lasa cara Pengadaan Langsun& pada

DlVlSl i.......................................

PERIODE :....................................rd...

Ketentuan dan tata cara pengadaan Pengadaan

yang berlaku di Perusahaan.

ng dilakanakan sesuai ketentuan

Demikian penunjukan ini dibuat, untuk dipergunakan bagaimana mestinya

Bandung,...-

Yang MenBaiukan

Ka.DivA/P..........

Mengetahui

Ka.Divlr'P Fungsi

Menetapkan

Direktur Terkaitngan



32. Format Standar Pensaiuan liin Peneadaan Tahun Jamak

DIVISI PENCADAAN
NIAGA & MITRA

USAHA

TAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIRE I,

No
Edisi

Halaman

:KN.01 1/2020
:01
: 33 dari 39

1 . Project lD

NO

Dtvtst

(Niaga/Non Niaga)

.d

UN JAMAK

2. Deskripsi Pengadaan

3. URAIAN BARANC/JASA

(Ka ir)ian terlam

NILAI (RP)

PENCCANTIAN
PENAMBAHAN

1

2

3 d st.

UniVLs
UniVLs

Jumlah

Diajukan oleh

Tandatan

Mengetahui/Menyetujui Div.
PenSelola AnSgaran

'anggal Tandatangan

Men getah ui/Menyetu ju i

Direktur Terkait
Direktur ................. angqal Tandatangan

Catatan PERSETUIUAN DIRUT

Direktur Utama

Setuju,
dil;

'Tidak Setuju
ksanakan

No DistribusiTa ngga I :

PENGAJUAN UIN PENCADAAN

TAHUN ANCCARAN ...............

Ka. Div. angea I

Ka. Div.



DIVISI PENCADAAN
NIACA & MITRA

USAHA

TAMP|RAN I
SURAT KEPUTUSAN DIRE I

No
Edisi

Halaman

: KN. 01 1/2020
:01
: 34 dari 39

Tangga I I No Distribusi :

2

3

4

5

33. FORMAT STANDAR,JUSTIFIKASI PENCADAAN

,USTIFIKASI PTN

BARANG DAN ATAU PER PROJECT
(disusun dan ditetapkan oleh Unit F ngsional Logistik/Panitia Pengadaan)

Unit Pemakai

Nama Project

WBS

lenis Anggaran : Niaga / Non Niaga

Anggaran

a. Penjualan

b. RAB Material

c. RAB Jasa

d. RAB Operasional

e. Overhead

Waktu Pelaksanaan

Pengadaan barang dan/Jasa

I I.ATAR BETAKANG

Uraian singkat tentang latar belakang diperlukannya ba

dengan justifikasi kebutuhan.

ng dan atau jasa tersebut yang dikaitkan

ll SPESIFIKASI TIKNIK (LOM dan TOR Jasa)

Uraian tentang spesifikasi teknis dari barang dan atau j yang dibutuhkan sesuai dengan justifikasi

kebutuhan yang telah ditetapkan oleh unit kerja pem i/user

METODA/CARA PTNGADAAN (Tender Terbuka, Pem ihan Langsung Penunjukan Langsun&
lll Pembelian Tunai, Swakelola)*

Penjelasan secara detail mengenai metoda pengadaan ng akan dilakukan disertai dengan alasan

harus d iuraikan secara konprehensif.pemilihan metoda pengadaan tersebut. Alasan pemiliha

yang diadakan sesuai dengan waktu

6

V LAMPIRAN

Daftar Lampiran meliputi antara lain :

a. PO Jual atau RKAP

b. Daftar detail jumlah kebutuhan barang dan atau jasa LOM dan/atau TOR)

IV WAKTU PENGCUNAAN
Uraian tentang waktu penggunaan barang dan atau
kebutuhan.
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VI PENUTUP
Demikian .lustifikasi pengadaan ini dibuat dengan seben -benarnya.

------r------
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2. Aliran Proses Evaluasi Performansi Mitra/y'endor

No Distribusi :
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Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

S- 13IDHK.MBU /03/2020
Biasa

Penyusunan Standar Operasion
Pengadaan Barang dan Jasa BUMN

30 Maret 2020

I Prosedur (SOP)

berikut
Sehubungan dengan perihal tersebut di atas dapat kami sampaikan hal-hal sebagai

1. Sebagaimana Saudara maklum, pada tanggal
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

6 Desember 2019 telah diberlakukan
Nomor PER-08/[/BU/1212019 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Bara
('PER-08/2019).

g dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf a PER 2019 tersebut Direksi Wajib menyusun
dan menyesuaikan tata cara pengadaan baran dan jasa atau SOP di masing-masing
BUMN dengan berpedoman pada PER-08/20 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
diundangkannya atau paling lambat pada tanggal

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memint

6 Maret 2020.

g Hukum dan Perundang-Undangan

dan lnformasi; dan

dapat melaksanakan PER-08/2019 tersebut, khu
kepada seluruh Direksi BUMN untuk

snya penyusunan tata cara pengadaan
barang dan jasa atau SOP di masing-masing B
hukum dan prosedur yang jelas dalam setiap pe

I\ilN sehingga BUMN memiliki landasan
adaan barang/jasa. Kami juga meminta

kepada Dewan Komisaris dan Dewan Peng BUMN untuk dapat mengawasi
pelaksanaan PER-08/2019, khususnya ketentuan Pasal 20 huruf a

Demikian disampaikan dan atas perhatian Sa dara, diucapkan terima kasih

It

a

Carlo B. T

Tembusan:
1. Wakil Menteri BUMN l:

2. Wakil Menteri BUMN ll:
3. Sekretaris Kementerian BUMN;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi,
5. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko.

Yth.
'1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
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SALINAN

PERATURAN MENTERI BADAN U MILIK NEGARA

REPUBLIK INDON

NOMOR PER - 08/MB

TENTANG

/ t2 /201,9

PEDOMAN UMUM PEI.AKSANAAN PEN ADAAN BARANG DAN

NEGARAJASA BADAN USATIA

DENGAN RAHMAT TUHAN G MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa pengadaan barang dan jasa mempunyai peran

penting dalam kegiatan

guna mencapai tujuan

Negara;

Badal Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik

pengadaan barang dan

jasa di Badan Usaha M Negara semakin kompetitif,

tuk seluruh penyedia barangtransparan dan akuntabel

dan jasa, serta untuk iklim usaha yang

sehat pada Badan Usaha ilik Negara maka Peraturan

Menteri Negara Badan U

O5/MBU/2O08 tentang

Milik Negara Nomor PER-

Umum Pelaksanaal

Pengadaan Barang dan J Badan Usaha Milik Negara

dengan Peraturan Menteri

Nomor PER-1S/MBU /2OL2

sebagaimana telah diubah

Badan Usaha Milik N

perlu disesuaikan;

bahwa berdassrkan pertim sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, u menetapkan Peraturan

Menteri Badan Usaha Negara tentang Pedoman

c

Umum Pelaksanaan Barang dan Jasa Badan

\ll \ | l:Rl lJ.\l).\\ I \.\lt \ lk ft' ll i \R.\
lal l,l llt th t\tn )\l t\

b. bahwa agar proses



Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor

Usaha Milik Negara (Lem

Tahun 20O3 Nomor 70,

Republik Indonesia Nomo

Undang-Undang Nomor 4

Menetapkan

Negara Republik Indonesia

2

3

Terbatas (kmbaran Ne Republi.k Indonesia Tahun

Lembaran Negara Republik2007 Nomor 106, Tam

Indonesia Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah N r 41 Tahun 2003 tentang

Pelimpahan Kedudukan,

Keuaagan pada Peru

dan Kewenangan Menteri

Perseroan (Persero),

Perusahaan Umum ( ) dan Perusahaan Jawatan

(Pe4an) kepada Menteri N Badan Usaha Milik Negara

(Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 2O03 Nomor

Negara Republik Indonesia82, Tambahan Lem

Nomor 4305);

4 Peraturan Pemerintah N 45 Tahun 2005 tentang

Pendirian, Pengurusan

Badan Usaha Milik Ne

asan, dan Pembubaran

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O05 N r 1 17, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia omor 4556);

4l Tahun 20 15 tentang5 Peraturan Presiden N

Kementerian Badan Usaha

Republik Indonesia Tahun

Negara (L€mbaran Negara

015 Nomor 76) sebagaimana

telah diubah dengan Presiden Nomor 41 Tahun

2OL7 lentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor

41 Tahun 2015 tentang terian Badan Usaha Milik

Negara (Lembaran Negara

Nomor 74);

publik Indonesia Tahun 2017

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN MENTERI BAD

TENTANG PEDOMAN UMUM

USAHA MILIK NEGARA

AAN PENGADAAN

BARANG DAN JASA BADAN U MILIK NEGARA

9 Tahun 2003 tentang Badan

Tambahan Lembaran Negara

4297l,;

Tahun 2O07 tentang Perseroan



KET AN UMUM

Bagr

Pe

Kesatu

badan usaha termasuk

rah dan badan usaha milik

1

dimaksud dengan:

asa adalah kegiatan untuk
mendapatkan barang dan j yang dilakukan oleh Badan

Usaha Milik Negara y pembiayaannya berasal dari

Negara yalg prosesnya dimulaianggaran Badan Usaha M

dari perencanaan kebu

hasil peke{aan.

sampai dengan serah terima

2. Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN,

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

ra melalui penyertaan secaramodalnya dimiliki oteh N

langsung yang berasal

dipisahkan.

kekayaa-n Negara yalg

3. Pengguna Barang dan Jasa

4. Penyedia Barang dan Jasa

BUMN, badan usaha milik

BUMN pemilik pekerjaan.

swasta, badar hukum, o perseorangan / subjek hukum,

atau Instansi Pemerintah/ an layanan Umum yang

kegiatan usaharya menye baralg dan jasa.

5. Barang dan Jasa adalah s

layanan yalg dibutuhkan o

ua bentuk produk dan/atau

Pengguna Barang dan Jasa

6. Anak Perusahaan BUMN y selanjutnya disebut Anak

yang sahamnya lebih dariPerusahaan adalah pe

50% dimiliki oleh BUM yallg bersangkutan atau

Iebih dari 5O% dimiliki olehperusahaan yang sahamnya

BUMN lain atau peru patungan dengan jumlah

gabungan kepemilikan s

7. Perusahaan Teraftliasi BU adalah perusahaan yang

sahamnya lebih dari 50% d oleh Anak Perusahaan,

gabungan Anak Perusah

Perusahaan dengan BUMN.

, atau gabungan Anak

I

Dalam Peraturan Menteri ini
1. Pengadaan Barang dan

BUMN lebih dari sOYo.
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Kedua

R Lingkup

P 2

Peraturan Menteri ini berlaku tuk semua Pengadaan BaranB

BUMN yang pembiayaannyadan Jasa yang dilakukan

berasal dari Anggaran B N, termasuk yang dananya

bersumber dari penyertaan dal negara, dana BUMN untuk
pelaksanaan subsidi/kewaji pelayanan umum (public

seruice obligation) / penugasan

dana Anggaran Pendapatan

Pemerintah yang diganti dari

Belanja Negara/Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Pemerintah.

, dan pinjaman BUMN dari

Bagian Ketiga

Trj

T\rjuan pengaturan mengenai

adalah:

Barang dan Jasa ini

a. menghasilkan Barang dan J yang tepat kualitas, jumlah,

waltu, biaya, lokasi, dan yedia;

tambah di BUMN;b. mendukung penciptaan

c. meningkatkan efisiensi;

d. menyederhanakan dan

keputusan;

t proses pengambilan

e. meningkatkan

profesionalisme;

tanggung jawab, dan

f. mewujudkanpengadaan menghasilkan u ah-e for moneg

dengan cara yang fleksi dan inovatif namun tetap

be1 dilandasi etika pengadaankompetitif, transparan, akun

yang baik;

uksi dalam negeri;

h. meningkatkan peran pelaku nasional;

i. meningkatkan sinergi an BUMN, Anak Perusahaan

dan/ atau Perusahaal T BUMN.

3

g. meningkatkan pengguna:rn
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Bagian mpat

srp

4

(1) Pengadaan Barang dan J
prinsip:

dengan kebutuhan

memberikan manfaat

dengan sasaran yang di

sa wajib menerapkan prinsip-

a. efisien, berarti Barang dan Jasa harus
diusahalal untuk men patkan hasil yarrg optimal dan
terbaik dalam waktu g cepat dengan menggunakan

dana dan kemampuan ptima-l mungkin secara wajar

dan bukan hanya d sarkar pada harga terendah.

Untuk Pengadaan B g dan Jasa stategis yang

memiliki nilai yang

pendekatan total cost of
signifikan dapat dilakukan

nersh@ (TCO);

b. efektif, berarti Barang dan Jasa harus sesuai

tapkan;

c. kompeti.tif, berarti Barang dan Jasa harus

dan Jasa yang memenuhiterbuka bagi Penyedia

persyaratan dan melalui persailg€rn yang

sehat di antara Penyed Barang dan Jasa yang setara

dan memenuhi syarat/

ketentuan darl prosedur

teria tertentu berdasarkan

ang jelas dan transparan;

d. transparan, berarti se a ketentuan dan informasi

mengenai Pengadaan B g dan Jasa, termasuk syarat

teknis administrasi pe , tata cara evaluasi, hasil

evaluasi, penetapan cal

sifatnya terbuka bagi pe

yang berminat;

Penyedia Barang dar Jasa,

rta Penyedia Barang dan Jasa

e. adil dan wajar, berarti berikan perlakuan yang

sama bagi semua calon

memenuhi syarat;

nyedia Barang dan Jasa yang

f. terbuka, berarti p€ Barang dan Jasa dapat

Barang dan Jasa yangdiikuti oleh semua Pen

memenuhi syarat; dan

telah ditetapkan dan

sebesar-besarnya sesuai
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g. akuntabel, berarti mencapai sasaran dan dapat

sehingga menjauhkan dandipertanggund

potensi penyalahgun dan penyimpangan.

(2) Pengguna Barang dan J mengutamakan penggunaan

produksi dalam negeri, g bangun dan perekayasaan

nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil

sepanjalg kualitas, dan tujuannya dapat

(3)

dipe rtan ggun gj awabkan.

Pengguna Barang dan J
penggunaan produksi

dapat memberikan preferensi

negeri dengan tetap

mengindahkan ketentuan raturan perundang-undangan

yang berlaku dalam

industri dalam negeri.

mendorong pertumbuhan

(4) Pengguna Barang dan Jasa dapat melakukan sinergi antar

(5)

BUMN/Anak Perusahaan/

Penyedia Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dart Jasa

antara lain:

a. meningkatkankualitas

strategi Pengadaan

mengoptimalkan value for
b. menyelaraskan tujuan

tujuan perusahaan;

c. melaksanakan Pengadaan

transparan, kompetitif, da.rr

d. mengutama]<an produk

pendayagunaan produksi

e. memberi kesemPatan Pada

usaha kecil;

Terafiliasi BUMN.

pemilik produk atau

ib menerapkan Kebijakan

yang konsolidatif dan

dan Jasa untuk

dengan pencapaian

arang dan Jasa yang lebih

tatrel;

negeri sesuai ketentuan

negerr;

pelaku usaha nasional dan

layanan sesuai dengarr usaha dari Penyedia Barang

dan Jasa bersangkutan.

Kelima

akan

5

B
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memperkuat kapasitas lembagaan dan Sumber Daya

Manusia Pengadaan dan Jasa;

memanfaatkan teknologi orlnasr;

kepada anak perusahaan

antar BUMN/Anak

memberikan kesempa

dan/ atau sinergi

Perusahaan/ Perusahaan BUMN;

melaksanakan pengadaan

dan/atau

strategis, modern, inovatif;

memperkuat pen

pengelolaan risiko.

kine{a pengadaan dan

Bagran

Etika

Pasal

Pengadaan Barang dan J

pengadaan antara lain:

wajib menerapkan etika

a. melal<sana-kan tugas tertib, disertai rasa tanggung

an, kelancaran, dan ketepatanjawab unruk mencapai

tujuan Pengadaan Barang Jasa;

mandiri, dan menjaga

menurut sifatnya harus

penyirnpangan Pengadaan

b. beke{a secara

kerahasiaan informasi

dirahasiakan untuk mence

Barang dan Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi Iangsung maupun tidak

langsung yang berakibat usaha tidak sehat;

d, menerima dan bertanggung awab atas segala keputusan

yang ditetapkan sesuai

yang terkait;

kesepakatan tertulis pihak

e. menghindari dan mence

kepenilngan pihak yang

teiadinya pertentangan

kait, baik secara langsung

maupun tidak langsung, berakibat persailgan usaha

c

h

tidak sehat dalam Pengadaan

f. menghindari dan mencegah

keuangan negara/ perusah

g. menghindari dan mencegah

dan/ atau kolusi; dan/ atau

Barang dan Jasa;

pemborosal dan kebocoran

penyalahgunaan wewenang
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h. tidak menerima, tidak

untuk memberi atau

rabat, dan apa saja

diketahui atau patut

Barang dan Jasa.

Direksi membentuk Tim

(TKDN) guna memonitor

kan, atau tidak menjaljikal
rima hadiah, imbalan, komisi,

atau kepada siapapun yang

t Komponen Dalam Negeri

memastikan penggunaan

men

did berkaitan dengan Pengadaan

Ketujuh

Penggunaan Dalam Negeri

7

{1) Pengguna Barang dan J mengutamakan penggunaan

produksi dalam negeri, bangun dal perekayasaan

patan bagi usaha kecil.nasional, serta perluasan

(2) Dalam rangka mendorong

negeri, Pengguna Barang

pertumbuhan industri dalam

preferensi penggunaan

Jasa dapat memberikaa

dalam negeri dengan tetap

mengindahkan ketentuan

yang berlaku.

perundang-undangan

Bagiarr

Monitoring Produk Dalam Negeri

8

komponen dalam negeri dalam Barang dan Jasa.

Bagian Ke bilan

Preferen Harga

(1) Pengguna Barang dan Jasa

atas produk dalam negeri

9

memberikan preferensi harga

komponen dalam negeri le

(dua puluh lima persen).

yang memiliki nilai tingkat

besar atau sama dengan 257o

(2) Preferensi harga produk negeri untuk barang

diberikan pa-ling tinggi 25olo ( ua puluh lima persen).
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(3) Preferensi harga prod dalam negeri untuk jasa

oleh perusahaan dalam negeri

(tujuh koma lima persen).

konstruksi yang dikeq

diberikan pa-ling tinggi 7,

II
PELAKSANAAN PENG BARANG DAN JASA

Cara Pengadaan

Kesatu

Barang dan Jasa

10

(1) Cara Pengadaan Barang Jasa disesuaikan dengarr

kebutuhan Pengguna B

dengan memperhatikan

dan Jasa serta dilaksanakan

p sebagaimana diatur dalam

Pasal 4 dan praktek yang laku umum (best practicel.

Jasa dapat dilakukan dengaa(2) Cara Pengadaan Barang

cara antara lain tetapi ti
a. Tender/ Seleksl Umum,

melalui media massa

kepada Penyedia

kualifikasi untuk
dan Jasa yang memenuhi

pelelangan;

b. Tender Terbatas/Sele Terbatas, yaitu Pengadaan

warkan kepada pihak terbatasBarang dan Jasa yang di

sekurang-kurangnya (2)

c. Penunjukan langsung, tu Pengadaan Barang dan

langsung dengan menunjukJasa yang dilakukan

satu Penyedia Barang

melal,ai beantg @ntest a

dal Jasa atau penunjukan

d. Pengadaan langsung, yai pembelian terhadap barang

dengan demikian nilainyayang terdapat di

berdasarkan harga pasar termasuk E -pur cttasing

(3) Tata cara Pengadaan

dimaksud pada ayat (2)

BUMN.

dan Jasa sebagainana

tur lebih lanjut oleh Direksi

tan adanya jaminan

penawaran (bid bondl

atau tender terbatas/

terbatas pada:

yaitu diumumkan secara luas

guna memberi kesempatan

u

proses tender/ seleksi umum

terbatas, kecuali dalam hal

penyedia barang dan jasa BUMN atau eks BUMN

l4l Direksi dapat mengatur
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(5) Cara pengadaan se dimaksud ayat (2) dapat
dilakukan menggunalarr saroJ]a e-procurement, kecuali
untuk pengadaan jasa

kompetensi teknis terten

ultansi yang membutuhkan

Pa

(1) Pelaksanaan Pengadaan

oleh panitia pengadaan

lembaga profesional yang

11

dan Jasa ditaksanakan

tau pejabat pengadaan, atau

uhi syarat.

abat pengadaan, atau lembaga

profesional sebagaimana

menandatangani Pakta

pada ayat ( 1), wajib

gritAs (letter of undertakingl

untuk setiap Pengadaan g dan Jasa.

Dewan Komisaris/Dewan(3) Direksi melaporkan

Pengawas mengenai prose dan hasil Pengadaan Barang

dan Jasa tertentu yang be t substansial (bukan bersifat

dari prinsip tata kelolarutin) sebagai penera

perusahaan yang baik.

(4) Pengadaan Barang dan

substansial (bukan bersifat

asa tertentu yang bersifat

rutin) sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditentukan o Direksi dengan persetujuan

Dewan Komisaris/ Dewan as.

ua

Jasa Jangka Panjang

t2
(1) Pengadaan Barang dan Jangka Parjang dapat

dilakukan antara lain untuk:

a. pekerjaan yang penyele ya lebih dari 12 (dua belas)

bulan atau lebih dari 1 ( tu) Tahun Anggaran;

b. pekerjaan yang mem manfaat lebih apabila

Bagian

Pengadaan Barang dan

dikontrakkan untuk jart

Tahun Anggaran dan

Anggaran;

c. pekerjaal yang memerl

atau

investasi jangka panjang;

waktu lebih dari 1 (satu)

ng lama 3 (tiga) Tahun

d. pekerjaan rutin yang s tersedia di awa-l tahun.

(2) Panitia pengadaan atau
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(2) Untuk pengadaaan seb dimaksud pada ayat ( 1),

apabila diperlukan dapat membuat formula
penyesuaian harga terten Qtie adjustment) baik untuk
kenaikan maupun pen yang disesuaikan dengan

yang berlaku.kondisi pasar dan best

Ketiga

Penun l,angsung

(1) Pengadaan Barang dan J
13

melalui penunjukan langsung

dilakukan dengan menunj Iargsung 1 (satu) Penyedia

Barang dan Jasa atau pen melalui beauty contest.

(2) Penunjukan langsung se

dapat dilakukan apabila

dimaksud pada ayat (1)

minima.l salah satu dari

oleh pemegang hak atas

) atau yang memiliki

persyaratan sebagai berikut

a. Barang dan Jasa yang

pemsahaan dan tida]<

(business cnticcl asset) ;

butuhkan bagi kinerja utama

pat ditunda ke beradaannya

b. Hanya terdapat satu

dapat melal<sanakan

yedia Barang dan Jasa yang

kerjaan sesuai kebutuhan

pengguna (zser atau sesuai dengan

ketentuan peratururn yang berlaku;

c Barang darr Jasa bersifal knoutledge intensiue

dimana untuk dan memelihara produk

tersebut membu kelangsungan pengetahuan

Jasa;dari Penyedia Barang

d. Bila pelaksanaan Pe

menggunakan cara

Barang dan Jasa dengan

/seleksi umum atau tender

terbatas/ seleksi terba telah 2 (dua) kali dilakukan

Penyedia Barang dan Jasadan tidak menda

yang dibutuhkan atau

kriteria atau tidak

tender/seleksi;

Barang dan jasa yang

kekayaan intelekual

a

e

t

ada pihak yang memenuhi

pihak yang mengikuti



-t2-

jaminan luarrantAl
Manufacture;

f. Penanganan darurat

masyarakat, dan aset

g. Barang dan jasa yang

menguntungkan den

barang dan jasa;

h. Penanganan darurat

dilaksanakan sebel

j. Penyedia Barang

Perusahaan atau

dibutuhkan meru

Jasa adalah BUMN, Anak

sahaan Terafiliasi BUMN

dari Original Equipment

tuk keamanan, keselamatan

trategis perusahaan;

rupakal pembelian berulang
(repeat ordel Se ang harga yang ditawarkan

tidak mengorbankan kualitas

bat bencana a-lam, baik yang

bersifat lokal maupun

Barang dan Jasa

na) (force majeure);

utan yang secara teknis

merupakan satu yang sifatnya tidak dapat

dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah

dan tujuannya dapat

dipertanggungiawab dan Barang dan Jasa yang

produk atau layanan sesuai

dengan bidang usaha

bersangkutan;

Penyedia Barang dan Jasa

k. Pengadaan Barang dan Jasa dalam jumlah dan nilai

tertentu yang di Direksi dengan terlebih

dahulu mendapatkan

dan / atau

uan Dewan Komisaris;

l. Konsultan yang tidak sebelumnya untuk

menghadapi pe tertentu yang sifat

pelaksanaan pekedaan

dapat ditunda.

Persyaratan sebagaimana

ya harus segera dan tidak

(3) dimaksud pada ayat (2J

dituangkan dalam tuan intemal dengan

memperhatikan tujuan dan

Jasa.

p Pengadaal Barang dan

(4) Penunjukan langsung se mana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan keten Barang dan Jasa yang

atau layanan sesuai dengandibutuhkan merupakan prod

sepanjang kualitas,
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bidang usaha dari barang dan jasa bersalgkutan
dan dimungkinkan dalam sektoral

Bagian Keempat

(1) Untuk menjamin adanya

t4
sparansi dan perlakuan yalg
Pengadaan Bara-ng dan Jasa,s a:]na ( e qu al tre atmentl

maka Direksi mengatur sanggahan terkait dengan

prosedur dalam ketentuan
internal.

(2) Sanggahan dapat dalam proses tender/seleksi

umum atau tender terbatas seleksi terbatas.

Penyedia Barang dan Jasa(3) Sanggahan dilakukan

maksimal dalam jangka 2 (dua) hari ka,lender setelah

atau sebelum kontrakp€ngumuman Pemenang

ditandatangani, mana yang

(4) BUMN menyampaikan kepu atas sanggahan tersebut

dari tanggal diterimanyamaksimal 7 (tujuh) hari

pengajuan sanggahan.

Bagian

Kon

15

(1) Pelaksanaan Pengadaan Bar dan Jasa dituangkan dalam

Barang dan Jasa dan

Penyedia Barang dan Jasa yang mengatur secara jelas

para pihak.mengenai hak dan kewaji

(2) Konuak atau perjanjian se dimaksud pada ayat

(1) harus mengindah kan tuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang

bark (good corporate go serta prinsip kehati-hatian

bisnis (business judgmentdalam pengambilan kepu

kesesuaian tata cara d

bih dahulu

ru.le)

kontrak/ perjanjian antara
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III
PENGADAAN UNTUK BUMN UKA, ANAK PERUSAHAAN

TERAFILIASI BUMN

16

Pemberlakuan Peraturan Men Badan Usaha Milik Negara ini
bagi BUMN yang berbentuk ro Terbuka, dikukuhkan dalam

RUPS masing-masing Persero tersebut atau dengan

mengadopsi secara langsung Peraturan Direksi.

L7

(1) Bagi Anak Perusahaan Perusahaan Terajiliasi BUMN,

DAN PERU

(2)

dapat memberlakukan

dikukuhkan dalam RU

perusahaan terafi liasi yalg
Dengan pemberlakuan Pe

Milik Negara ini se

Anak Perusahaan da;r/ ata

sebagaimana dimaksud

langsung BUMN atau

langsung, dengan mem

perundang-undangan sekto

turan Menteri ini yang

Anal Perusahaan atau

tan

Menteri Badan Usaha

dimaksud pada ayat (1), maka

Perusahaan Terafiliasi BUMN

ayat (1), dapat menunjuk

melakukan penunjukarl

atikan ketentuan peraturan

BAB
KETENTUAN

ry
LAIN-LAIN

t8
(1) BUMN mendokumen

Barang dan Jasa.

pelaksanaan Pengadaan

(2) BUMN membuat daftar rekam jejak ltrack rearQ

Penyedia Barang dan Jasa,

a. Pengadaan Barang dalr asa, khususnya yang bersifat

strategis dan/atau ma dapat men ggunakan daftar

tersebut untuk mem taskan Penyedia Barang dan

Jasa yang telah

teruji.

rekam jejak (track record)

b. BUMN Pengguna

memanfaatkan daftar

Instansi Pemerintah,

dan Jasa dapat

ada dari BUMN lain,

/atau daftar terpublikasi
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lainnya atau untuk tkan data rekam jejak
penyedia dan/atau penggunaan Penyedia

Barang dan Jasa yang masuk ke dalarn blackli^st-

(3) PencantumanPenyedia

sebagaimana dimaksud

Dalam proses tender/ seleksi

terbatas yang memerlukan

da-n tender terbatas/ seleksi

Of Reference (TOR) atau

gan ketentuan Peraturan

3 (tiga) bulan sejak

dan Jasa yang sudah ada

berlaku, dinyatakan masih

bertentangan dengan atau

Peraturan Menteri ini.

dan Jasa ke dalam blackli.st

ayat (2) huruf b, harus disertai
dengan alasan yang cukup dan dapat diakses oleh BUMN-

BUMN lain d.alam utebsite terian BUMN.

19

dokumen pengadaan/ Pengadaan Barang dal Jasa,

Direksi wajib membuat kriteria / atau persyaratan yang adil

dan wajar sesuai dengan ke BUMN dan tidak mengarah

untuk memenangkan pihak ntu.

KETENTUAN

20

Dengan berlakunya Peraturan teri ini, maka:

dan Jasa yang diatur oleh

Direksi wajib disesuaikan

Menteri ini paling lam

sebelum Peraturan Menteri

tetap berlaku sepaljalg

belum disesuaikan be

t

diundangkannya Peraturan enteri ini; dan/ atau

b. tata cara Pengadaan

BAI}
KETENTUAN

Pasal 1

Pada saat Peraturan Menteri

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

05/MBU/2008 tentang Umum Pelaksanaan

Usaha Milik NegaraPengadaan Barang Dan Jasa

sebagaimana telah diubah

a. tata cara Pengadaan

mulai berlaku, Peraturan

Peraturan Menteri Badan
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Usaha Milik Negara N

Perubahal Atas Peraturan

Negara Nomor PER-OS/MBU/

Pelaksanaan Pengadaan

Negara, dicabut dan

Peraturan Menteri ini mulai

15/MBU/2012 tentang

Negara Badan Usaha Milik

tent€ng Pedoman Umum

Jasa Badan Usaha Milik

bedaku.

pada tanggal diundangkan.

22
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pengundangan Peraturan
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Indonesia.

Ditetap di Jakarta
pada 12 Desember 2019

MENTERI USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK TH HIR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PDRATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR i613

uai dengan aslinya
ukum,

RiI1! ri

ttd

NIP 1231998032001


